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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan para ulama atas
larangan Aybrid contract dalam salah satu hadith Nabi, yaitu tentang penggabungan
bay wa salaf, safqataini fii safqatin, dan ba’ataini fi bai’atin. Padahal tidak semua
hybrid contract itu terlarang. Diantaranya adalah akad musharakah mutanagisah
yang terdiri dari gabungan akad shirkah, ijarah, dan bay’ yang diterapkan pada
produk KPR iB Muamalat. Rumusan masalah penelitian ini (1) Bagaimana model
hybrid contract dalam akad musharakah mutanaqisah pada produk pembiayaan
KPR iB Muamalat, (2) Bagaimana penerapan akad musharakah mutanaqisah pada
produk pembiayaan KPR iB Muamalat.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.
Informan penelitiannya adalah Kepala Cabang, Account Manager, Shariah
Compliance Manager, DPS, dan nasabah. Metode pengumpulan data melalui
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lalu analisa penelitian dilakukan dengan
proses pengorganisasian data, reduksi, display, analisa data, sampai dengan hasil
penelitian.

Hasil penelitian (1) Model hybrid contract dalam akad musharakah
mutanaqisah pada pembiayaan KPR iB Muamalat, termasuk dalam hybrid contract
model al-uqud al-murakkabah al-mukhtalitah, percampuran antara shirkah, bay’,
dan ijarah, memunculkan nama baru musharakah mutanaqgisah, (2) penerapannya
sudah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI Nomor 73 Tahun 2008 tentang
musaharak mutanagisah, dalam ketentuan umum dan khusus, dan Standar Produk
musharakah mutanagisah OJK. Implikasi teoritis penelitian ini berupa konsep
Tawattu’ yaitu kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak yang bertransaksi
dengan tujuan mencari jalan keluar atas suatu kontrak yang dibenarkan oleh syara’.
Implikasi praktisnya adalah perlunya perbankan syariah menyajikan model hybrid
contract lainnya yang compatible dengan kemajuan bisnis kontemporer.

Kata kunci: hybrid contract, musharakah mutanaqgisah, KPR iB



ABSTRACT

This research was motivated by differences in views of the scholars on the
prohibition of hybrid contracts in one of the hadith of the Prophet, namely regarding
the incorporation of bay’ wa salaf, safgataini fi safgatin, and ba'ataini 77 bai'atin.
Even though not all hybrid contracts were prohibited. Among them are the
musharakah mutanagisah contract which consisted of a combination of the shirkah,
ijarah, and bay 'contracts which were applied to the iB Muamalat KPR product. The
formulation of the research problems (1) How is the hybrid contract model in the
musharakah mutanaqisah contract on the iB Muamalat KPR financing product, (2)
How is the implementation of the musharakah mutanagisah on the iB Muamalat
KPR financing product.

This research was a qualitative research with a case study approach. The
research informants were Branch Heads, Account Managers, Shariah Compliance
Manager, DPS, and customers. The methods of data collection were observation,
interviews, and documentation. Then the research analysis was carried out by the
process of organizing data, reduction, display, data analysis, to the results of the
research.

The results of the research (1) The hybrid contract model in the musharakah
mutanaqisah on the iB Muamalat KPR financing that was included in the hybrid
contract model al- ugud al-murakkabah al-mukhtalitah, a mixture of shirkah, bay °,
and zjarah, giving rise to the new name musharakah mutanagisah, (2) its application
was in accordance with the provisions of the MUI DSN fatwa Number 73 of 2008
concerning musaharak mutana gisah, in general and special provisions, and
standards Musharakah mutanagisah OJK products. The theoretical implication of
this research was the concept of 7awaru’, which was an agreement made by both
parties who transact with the aim of finding a way out of a contract justified by
shara’. The practical implication was the need for Islamic banking to present
another hybrid contract model compatible with contemporary business
developments.

Keywords: Hybrid Contract, musharakah mutanagisah, KPR iB
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan syari’ah di Indonesia begitu memuaskan.
Perkembangan dari sisi aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan jumlah nasabah setiap
tahun mengalami kenaikan. Data Otoritas Jasa Keuangan, sebagai lembaga yang
berwenang atas perkembangan Lembaga Keuangan Syariah, menunjukan pada
tahun 2018 aset perbankan syariah mencapai 472.404 Triliun, DPK 24.334.558,
dengan jumlah nasabah sebanyak 29.210.000.! Perkembangan dalam tiga tahun
terakhir bisa dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1 Data Perkembangan Perbankan Syariah

Tahun 2016 — 2018

Tahun Nasabah DPK Aset
2016 22.322 18.521.091 356.504 T
2017 26.129 21.692.463 424181 T
2018 29.210 24.334.558 472.404 T

Tabel di atas jelas menunjukan bahwa Perkembangan perbankan syariah
setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Peningkatan Perkembangan tersebut
dapat diartikan sebagai adanya kepercayaan masyarakat terhadap industri
perbankan syari’ah. Kepercayaan ini harus tetap dijaga dengan selalu berpegang

teguh pada prinsip-prinsip pengelolaan perbankan syari’ah, yaitu:? pertama, prinsip

! https://ojk.go.id/data statistik/statistik-ps; diakses tanggal 12 Mei 2019.
2Dewi Nurul Musytari, Penyelesaian Sengketa Perbankan Shari’ah (Yogyakarta: Panama
Publishing, 2012), 38.



kepercayaan, merupakan suatu kunci untuk memelihara stabilitas industri
perbankan syariah dengan mewujudkan kepastian hukum dalam pengaturan dan
pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah. Kedua, prinsip kehati-
hatian, yaitu pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Hal ini merupakan konsekuensi
yuridis sebagai lembaga yang menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya
kembali kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan. Ketiga, Prinsip
kerahasiaan, merupakan jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan
akan goyah, jika bank tidak bisa menjaga prinsip ini.

Tiga prinsip tersebut diwujudkan dalam praktik operasional bank syari’ah
melalui penyediaan produk-produk perbankan syari’ah, baik produk-produk
penghimpunan dana, produk-produk penyaluran dana, dan produk-produk jasa
lainnya. Produk-produk tersebut harus di informasikan ke nasabah dengan
mengedepankan aspek transparansi produk bank yang sekurang-kurangnya
meliputi;®> nama produk, jenis produk, manfaat dan risiko yang melekat pada
produk, biaya yang melekat pada produk, persyaratan dan tata cara penggunaan
produk, perhitungan bagi hasil dan margin keuntungan, jangka waktu berlakunya
produk, serta penerbitan produk.

Transparansi Informasi produk bank dalam kontek manajemen produk,
harus selaras dengan Peraturan Bank Indonesia No. 7 Tahun 2005, yaitu: bank wajib
menyediakan informasi tertulis dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas

mengenai karakteristik setiap produk bank. Informasi tersebut wajib disampaikan

% Ismail Nawawi, Isu-Isu Ekonomi Islam, buku ke 3 (Jakarta: VIV Press), 142.



pada nasabah secara tertulis atau lisan. Dalam memberikan informasi tersebut bank
dilarang memberikan informasi yang menyesatkan atau tidak etis.*
Transparansi informasi produk bank selaras dengan fungsi-fungsi bank
syari’ah, yaitu:
1. Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang
dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau nasabah deposan.
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana
sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya
sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah.
4. Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelola dana zakat, dan
penerimaan, serta penyaluran dana kebajikan.
Fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan ayat Alquran surah Al-Nisa’ ayat 58
yang berbunyi:
Lo 1 Oy Jdly 1,182 OF 0 G 22a8s i85 sl ) et 138 O 236 @0 8

e B2 OIS 1 O 4 Sax
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila menetap hukum diantara manusia supaya
kamu menetapkan dengan adil sesungguhnya Allah memberi pengajaran
yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha melihat.” ®

Komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, bank
syariah dapat terus menerus berinovasi dalam penyediaan produk-produk baru bagi

nasabahnya. Inovasi produk sebagai bagian dari penerbitan produk memiliki peran

yang penting ditengah pasar perbankan yang kompetitif. Keberhasilan sistem

4 https://bi.go.id/peraturan; diakses tanggal 12 Desember 2018.
5 al-Qur’an, 4:58.



https://bi.go.id/peraturan

perbankan syariah di masa depan akan banyak bergantung kepada kemampuan
bank-bank syariah dalam menyajikan produk-produk yang menarik, kompetitif,
inovatif, dan memberikan kemudahan transaksi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat.

Kebutuhan akan produk perbankan syariah yang inovatif merupakan salah
satu usaha untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.
Pelaku bisnis akan lebih tertarik untuk bergabung dengan bank syariah, jika
produk-produknya inovatif dan kompetitif serta dapat memenuhi segala kebutuhan
bisnis pelaku usaha tersebut. Dan yang terpenting sekali inovasi produk-produk
perbankan syariah harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah (shariah
compliance).

Inovasi produk keuangan dan perbankan syariah merupakan pilar utama
dalam pengembangan industri perbankan syariah. Inovasi produk bank syariah
dimaksudkan untuk meyediakan layanan kebutuhan transaksi keuangan masyarakat
yang sesuai syariah Islam. Inovasi produk mutlak dilakukan dengan tujuan
memodifikasi produk-produk keuangan konvensional menjadi produk syariah guna
merespon perkembangan produk dan pasar keuangan yang semakin canggih
terutama dalam bidang rekayasa keuangan dengan tetap mengedepankan prinsip
syariah.®

Salah satu model inovasi produk bank syari’ah yang bisa dikembangkan
adalah model produk berbasis hybrid contract (multi akad), sebab bentuk akad
tunggal tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer yang berkembang
sedemikian rupa dan cepat. Hybrid contract menjadi alternatif dalam merespon

kemajuan dan perkembangan bisnis di era disrupsi saat ini.

& Ismail Nawawi, Keuangan Islam (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 528.



Hybrid contract menurut istilah fikih merupakan terjemahan dari bahasa
Arab yaitu al- ‘ugud al-murakkabah, yang berarti akad ganda (rangkap), akad yang
tergabung, akad yang terhimpun, akad yang berkombinasi. Al-‘uqud al-
murakkabah terdiri dari dua kata ; al- ‘ugud (bentuk jamak dari’mufrad al-‘aqd) dan
al-murakkabah. Kata al-‘aqd secara etimologi artinya ikatan, mengokohkan,
meratifikasi, dan mengadakan perjanjian, kata murakkab sendiri berasal dari kata :
S5 — (L5 — ¢&5 yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang
lain sehingga tersusun dengan baik.’

Secara terminologi Fikih Mu’amalah, Nazih Hammad, dalam bukunya al-

‘Ugqid al-Murakkabah #7 al-Figh a/-Is/ami, mendefinisikan hybrid contract yaitu®

AEATE @uyb@\fcgcdwduw(**~/ ol o) e oGk 5a% O

a2 3 b Bl 5mE i p1 L sl SR il assls s
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kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua
akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, gard,
muzara’ah, sart, shirkah, mudarabah.... dst, sehingga semua akibat hukum akad-
akad yang terhimpun tersebut, dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban
yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-
pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Sedangkan ‘Abdullah Al-‘Imrani mendefinisakan hybrid contract adalah:®

pa sl &w\j\@;\M&M\WM@HSMMN 3 F3us
gl 56T e e aFA biEYls B3

Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik
secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari
satu akad.

" Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya:Pustaka Progressif, 1984), 209.
8 Nazih Hammad, al- ‘Uqud al-Murakkah fi al-Figh al-Zs/ami (Damaskus: Dar al fikr, 2005), 7.
% <Abdullah Al-Imrani, a/-‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah (Kairo: Dar al-Nahzah, t.th), 87.



Dua definisi tersebut tampaknya mirip dan tidak terdapat perbedaan, yaitu
hybird contract dipandang sebagai satu kesatuan akad dan semua akibat hukum
akad-akad yang tergabung, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya,
dipandang sebagai satu kesatuan yag tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana
akibat hukum dari satu akad.

Pembahasan tentang hybrid contract menyisahkan sebuah permasalahan
tentang keabsahannya. Akar permasalahan terletak pada pemahaman umum
masyarakat tentang terlarangnya muamalah dua akad dalam satu transaksi.
Larangan tersebut digeneralisasi untuk seluruh akad hybrid, tanpa melihat ‘7724 dan
sebab-sebab pelarangannya. Larangan tersebut didasari atas hadith Nabi SAW:

(..lﬂjc\.:l.c‘&\gaaf\)\‘jy)dfcJGﬁy&\gb)o&fgffwdjﬁ;yj
(Z.w.«.;-\ob)).ﬂ:&:.fﬂbéj‘}b&:ééucb‘ﬁbg@d&}/zYj&iﬁj&i@f}é‘gJLB

Dari ‘Amru bin éw’aib dari ayahnya dari kakeknya Ra, dia berkata Nabi
saw bersabda, “tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak halal ada
dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal mengambil keuntungan
dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak halal menjual sesuatu yang
bukan milikmu”. (HR. al-Khamsah, hadith ini disahkan oleh At-Tirmidhi, Ibnu
Khuzaimah dan al-Hakim)*°

Atas dasar hadith ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum

menggabungkan dua akad atau lebih dalam satu transaksi (hybrid contract), seperti
penggabungan akad jual beli dan J7jarah;, Ulama Hanabilah, Malikiyah, dan
Shafi"iyyah ketika membicarakan perpaduan akad jual beli dengan sewa atau akad
sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa, mereka sepakat
akan kebolehannya, dengan alasan bahwa akad sewa bisa digabungkan dengan akad

jual beli dalam satu transaksi, karena tidak ada hal yang menafikan substansi kedua

akad sepanjang kesepakatan atau syarat tersebut tidak bertentangan dengan nas

10 Muhammad bin Isa bin Sauroh Al-Tirmidzi, Sunan al-Tirmidhi, Cet. Il (Mesir: Shirkah
Maktabah Wa Matba’ah Mustofa al-bab al-Halab, 1975), 525.



shara’ atau merusak kaidah shar’iyyah atau syarat-syarat tersebut menghilangkan
subtansi akad!!. Disisi lain sebagian kalangan Ulama Hanafiah, Malikiah, dari
Hanabilah tidak membolehkan hybrid contract .!2Alasan mereka hybird contract
dilarang karena nasagama, sebagai Ailah riba, menyebabkan jatuh ke riba, hybird
contract yang akibat hukumnya berlawanan.

Perbedaan tersebut direspon oleh Accounting And Auditing Organization of
Islamic Financial Institution (AAOIFI), sebuah badan dunia pembuat standar
pelaporan keuangan syariah, pada Tahun 2007 telah memberikan resolusi
bahwasanya seluruh bentuk penggabungan akad diperbolehkan, asalkan akad satu
dengan akad lainnya terpisah, kecuali penggabungan akad jual beli dengan hutang.
AAOIFI memberikan peraturan penggabungan akad sebagai berikut:*

1. Penggabungan akad tidak boleh menggabungkan akad yang telah jelas
dilarang dalam syariah, seperti penggabungan jual beli dengan hutang dalam
satu akad.

2. Penggabungan akad tidak boleh digunakan sebagai trik untuk menghalalkan
riba atau bunga, seperti perjanjian jual dan beli kembali (sale and buy back
agrrement) antara dua pihak (bay, ‘izah atau riba fad/).

3. Penggabungan akad tidak boleh digunanakan sebagai alat untuk riba,
misalnya kreditur meminjamkan uang supaya bisa mendapatkan hadiah dari
debitur atau memberikan kesubhatan lainnya, seperti uang pelicin dan

lainnya.

11 ' Wahbah al-Zuhaili, al-Muimalah al-Méaliyah al-Mu’ 4sirah, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002),
410-412.

12 Hasanudin, “multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di
Indonesia,” https://academia.edu/document/multi akad dalam transaksi syari’ah kontemporer pada
lembaga keuangan di Indonesia; diakses tanggal 19 Desember 2018

13 Ismail Nawawi, Keuangan Islam (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 528.



4. Penggabungan akad tidak boleh dikontradiksikan dengan esensi akad
tersebut, seperti akad mudarabah tidak boleh ada garansi profit dengan
memakai akad hibah yang dijamin atau penggabungan, penukaran mata uang
asing dengan bay’ al-salam dengan ju’alah.

Terlepas dari perdebatan para ulama tentang keabsahan hybrid contract,
penulis berpendapat bahwa prinsip hukum dari hybrid contract adalah boleh,
hukum dari hybrid contract dianalogikan dengan hukum akad yang
membangunnya. Artinya setiap muamalah yang terdiri dari beberapa akad,
hukumnya halal selama akad-akad yang membangunya adalah boleh.
Membolehkan praktik hybrid contract bukan berarti membolehkan secara bebas,
tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Batasan-batasan itu antara lain
yang tidak mengandung hi/ah riba, seperti bay’ al- 7nah; yaitu menjual sesuatu
dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali
kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi ini seolah
ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan Ailah riba dalam pinjaman
(gard), karna objek semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga tujuan dan
manfaat dalam jual beli yang ditentukan dalam syariat tidak ditemukan dalam
transaksi ini.

Selain itu hybrid contract merupakan salah satu ikhtiar dalam bermuamalah
yang adaptif dengan perkembangan zaman. Konsep muamalah dalam islam dengan
jelas mengakui adanya doktrin kebebasan berkontrak selama tidak melanggar
filosofi dan prinsip-prinsip dasar islam. Filosofi dan prinsip tersebut tidak untuk
mengekang dan membatasi kebebasan manusia dalam kegiatan ekonomi mereka,

tetapi untuk membimbing orang menggunakan Kkreatifitas, kebijaksanaan, dan



pemikiran inovatif dalam memenuhi kebutuhan dan pelayanan umat manusia
dengan cara terbaik, dan hybrid contract merupakan salah satu solusinya.

Hybrid contract sebagai sebuah solusi pemikiran inovatif dalam
bermuamalah, penerapannya dalam industri perbankan syariah cukup beragam,
diantaranya adalah Musharakah Mutanagisah ( MMQ ). Akad Musharakah
Mutanagisah (MMQ ) merupakan salah satu model akad dalam industri perbankan
syari’ah yang berbetuk hybrid contract. Musharakah Mutanaqgisah adalah produk
pembiayaan berdasarkan prinsip musharakah, yaitu : Shirkah al- inah yang porsi
(hisah) modal salah satu sharik (Bank Syari’ah/LKS) berkurang disebabkan
pengalihan komersial secara bertahap kepada nasabah.* Setidaknya ada tiga akad
campuran yang terdapat dalam akad musharakah mutanaqisah, yaitu . Shirkah,
ijarah, dan bay’. Percampuran akad-akad tersebut akan menjadikan objek
pembiayaan yang semula porsi kepemilikan bank lebih besar dari nasabah, karna
porsi shirkah nya lebih banyak, pada akhir periode objek barang menjadi milik
nasabah, karna adanya akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau
jasa yang dilakukan melalui pembayaran upah sewa. Dan terakhir dilakukan akad
bay’, untuk peralihan hak milik dari hasil pembayaran nasabah lewat angsuran
pokok dan hasil sewa yang menjadi hak nya nasabah, sehingga porsi bank semakin

lama menjadi mutanagisah.

Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa musharakah mutanaqgisah
dibenarkan secarah syari’ah, sebagaimana fjarah muntahia bi al-tamlik, bersandar
pada janji dari bank kepada mitra (nasabah) nya bahwa bank akan menjual kepada

nasabah porsi kepemilikannya secara shirkah apabila nasabah telah membayar

14 Fatwa DSN-MUI No 1 Tahun 2013
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kepada bank harga porsi bank tersebut. Disaat berlangsung, musharakah
mutanagisah dipandang sebagai shirkah ‘inah, karena dua pihak menyerahkan
konstribusi modal dan bank mendelegasikan kepada nasabahnya untuk mengelola
kegiatan usaha. Setelah selesai shirkah bank menjual seluruh atau sebagian
porsinya kepada nasabah dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara
terpisah yang tidak terkait dengan akad shirkah.®®

Pernyataan wahbah tersebut menunjukan bahwa dalam akad musharakah
terdapat unsur kerjasama (shirkah) dan unsur sewa (7jarah). Kerjasama dilakukan
dalam hal penyertaan modal dan kerjasama kepemilikan, sementara sewa
merupakan kompensasi yang diberikan salah satu pihak ke pihak lain. Pernyataan
tersebut menunjukan kekhususan Kkarakteristik AMusharakah mutanaqgisah yang
membedakannya dari model pembiayaan lainnya pada perbankan syari’ah.
Karakteristik khusus produk musharakah mutanaqgisah adalah : pertama, Hisah,
yaitu modal usaha para pihak harus dinyatakan dalam bentuk unit unit Azsah. Kedua,
Konstan : yaitu jumlah total modal usaha yang berbentuk Aisah tidak boleh
berkurang selama akad berlaku secara efektif. Ketiga, Wa 'ad: yaitu Bank Syari’ah
berjanji untuk mengalihkan secara komersial dan bertahap seluruh hisah nya kepada
nasabah. Keempat, Intigal al-milkiyah; setiap penyetoran uang oleh nasabah kepada
Bank Syari’ah, maka nilai setoran yang jumlahnya lebih dari nilai unit Aisah
tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak Bank Syari’ah.

Hisah sebagai salah satu karakter khusus musharakah mutanagisah, maka
modal usaha musharakah mutanagisah harus dinyatakan pula dalam bentuk Aisah

dengan alasan yaitu : Pertama, modal usaha shirkah dari setiap sharik harus

15 Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalah al-Maliyah al-Mu’asirah (Damaskus: Dar al kutub al-‘ilmiah,
t.th), 436-437.
16 Agustianto, Fikih Muamalah Ke-Indonesiaan (Jakarta: Igtishad Publishing, 2014), 42.
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digabungkan sedemikian rupa sehingga terjadi pencampuran yaitu menjadi aset
shirkah dan tidak boleh dipilah-pilah. Kedua, untuk kepentingan pengalihan, Aisah
yang telah menjadi aset shirkah tersebut kemudian dipecah menjadi unit-unit Aisah
sebagai cara untuk mempermudah pengalihan sebagaimana proses yang dilakukan
dalam sekuritisasi (zashik). Ketiga, Sebagai ilustrasi implementasi musharakah
mutanaqisah, ketika modal shirkah telah digunakan untuk kegiatan usaha dalam
bentuk rumah/properti, nasabah secara bertahap melakukan pembayaran angsuran
kepada bank, maka kepemilikan nasabah semakin dominan dan porsi kepemilikan
bank syariah berkurang.!’

Berkurangnya porsi kepemilikan bank syariah menunjukkan penerapan
akad musharakah mutanagisah di bank syari’ah dalam bentuk pembiayaan
Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu mekanisme bentuk kerjasama
perkongsian oleh pihak bank dan nasabah dalam pemilikan rumah, bank
memberikan konstribusi dana kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan
nasabah menyertakan modalnya minimal 10% dari proyeksi harga jual rumah yang
menjadi objek akad. Besaran angsuran dan besaran sewa yang harus dibayar
nasabah dan ketentuan batasan waktu pembayaran menjadi syarat yang harus
diketahui kedua belah pihak. Besar kecilnya harga sewa dapat berubah sesuai
dengan kesepakatan. Dalam kurun waktu tertentu besar kecilnya sewa dapat
dilakukan kesepakatan ulang.

Mekanisme bentuk kerjasama penerapan akad musharakah mutanaqgisah
dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Mekanisme penerapan akad Musharakah Mutanagisah.

7 1bid. 43.
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Keterangan :

1. Bank dan Nasabah sama-sama menyertakan modal untuk properti.

2. Bank mewakilkan kepada nasabah untuk mengelola properti tersebut.

3. Nasabah menyewa properti tersebut.

4. Nasabah kemudian membeli secara bertahap (Aisah) atas properti hingga
dalam jangka waktu tertentu seluruh bagian bank menjadi milik
nasabah.

Diantara salah satu bank syariah di Indonesia yang telah menerapkan akad
musharakah mutanagisah dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah adalah
Bank Muamalat Indonesia Thk. Bank Muamalat merupakan bank pertama murni
syariah di Indonesia yang menjadi contoh bagi tumbuhnya perbankan syariah. Bank
Muamalat memiliki visi menjadi Bank Syariah Utama di Indonesia, dominan di
pasar spiritual, dikagumi di pasar nasional serta memiliki misi menjadi role model
lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan,
keunggulan menajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan

nilai kepada stakholder. Selain itu Bank Muamalat merupakan bank syariah yang
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pertama kali menggunakan akad musharakah mutanagisah dalam pembiayaan
kepemilikan rumah yang dinamakan KPR iB Muamalat.8

Pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad musharakah mutanagisah
memiliki plafond maksimal hingga Rp. 25 milyar. Plafond minimalnya senilai Rp.
25 juta untuk wilayah di luar DKI jakarta. Pembiayaan yang khusus diperuntukkan
bagi kalangan individu ini memiliki jangka waktu pengembalian hingga 15 tahun,
terkecuali untuk kepentingan renovasi dengan plafond di bawah Rp. 25 Juta yang
hanya 5 tahun.

Pengajuan plafond pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat
Indonesia Cabang Surabaya Mas Mansur dengan akad musharakah mutanagisah
secara garis besar alur pengajuannya adalah sebagai berikut;*®

1. Nasabah memilih jenis rumah yang ingin dimiliki melalui pembiayaan di Bank
Syariah dengan skema musharakah mutanaqisah.

2. Rumah yang direkomendasikan oleh nasabah kemudian dilakukan asset
appraisal (penilaian asset) oleh pihak internal bank ataupun melalui pihak
eksternal/pihak ketiga/KJPP (Kantor Jasa Penilai Properti). Penilaian ini
diharuskan karena rumah tersebut dijadikan sebagai daman/agunan atas
pembiayaan yang dilakukan.

3. Jika harga telah diketahui dan nilai jaminan memenuhi ketentuan perbankan,
maka nasabah harus melangkapi berkas-berkas pembiayaan yang diperlukan
atau diminta oleh bank, seperti data pribadi, data penghasilan, data jaminan,

dan lainnya.

18 hitps://muamalatbank.com/index.php/home/profile/1756; diakses tanggal 16 Oktober 2018.
19 1bid.



https://muamalatbank.com/index.php/home/profile/1756;%20%20diakses%20tanggal%2016

14

. Jika semua berkas telah terkumpul, maka bank melakukan verifikasi dan
analisa data. Secara garis besar analisa yang dilakukan adalah analisa
kemampuan bayar nasabah (cash ratio) dan coverage jaminan. Selanjutnya
dilakukan persetujuan secara internal bank atas penentuan plafond
pembiayaan, jumlah angsuran, dan jangka waktu pembiayaan.

. Setelah dilakukan persetujuan pembiayaan, maka bank mengirimkan Surat
Persetujuan Permohonan Pembiyaan (SP3) atau Offering Letter (OL) kepada
nasabah untuk kemudian ditandatangi.

. Nasabah melakukan pembayaran Uang Muka (DP) kepada developer/penjual
rumah. DP tersebut merupakan porsi shirkah nasabah dalam musharakah atas
kepemilikan rumah.

. Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan musharkah mutanaqgisah atas
rumah. Akad yang dipakai adalah akad musharakah, bai’ dan ijarah. Setelah
akad dilakukan, maka bank membayarkannya sisa untuk pembelian rumah
yang sebelumnya nasabah juga telah menyertakan shirkah nya melalui DP.
Akad jual beli rumah telah dilakukan dengan terbayarnya porsi shirkah
berjumlah 100%.

. Nasabah membayarkan angsuran setiap bulannya kepada bank hingga jangka
waktu yang ditentukan. Angsuran tersebut berfungsi sebagai: (a) Uang sewa
(ajr) nasabah atas penempatan rumah (asset musharakah). (b) Uang sewa
sebagai objek bagi hasil atas akad musharakah, yang akan dibagi hasilkan
sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah disepakai dalam akad. (c) Sebagian
dari uang sewa yang merupakan keuntungan untuk nasabah sesuai dengan
nisbah bagi hasil, tidak diambil oleh nasabah, melainkan untuk pembelian

porsi kepemilikan Bank atas rumah tersbut. Maka setiap nasabah membayar
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angsuran bulanan, maka akan menambah porsi kepemilikan nasabah dan
mengurangan porsi kepemilikan Bank. (mutanagisah).

9. Jika jangka waktu telah jatuh tempo, dan nasabah telah membayar seluruh
anguran bulanannya, maka seluruh porsi kepemilikan rumah telah berpindah
ke nasabah. Nasabah telah memiliki rumah 100%. Dengan demikian, maka
Hak Tanggungan atas penjaminan rumah sudah dapat lepas oleh Bank
(dilakukan Roya).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkatnya
dalam penelitian disertasi. Dengan harapan dapat menemukan model hybrid
contract pada akad musharakah mutanaqgisah dan penerapannya dalam pembiayaan
KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Utama
Surabaya Mas Mansur.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari pemaparan latar belakang masalah diatas, dapat diidetifikasi masalah-
masalah sebegai berikut :

1. Industri perbankan syariah di Indonesia menunjukan peningkatan dari tahun
ke tahun dalam segi aset maupun kantor layanannya. Peningkatan ini masih
bisa terus ditingkatkan di masa yang akan datang dengan cara melakukan
inovasi-inovasi produk yang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis.

2. Inovasi produk perbankan syari’ah yang menarik, kompetitif, dan fleksibel
akan menentukan keberhasilan sistem perbankan syari’ah di masa depan.
Salah satu model inovasi produk yang bisa dikembangkan adalah model
produk berbasis hybird contract, karena model akad tunggal tidak mampu

merespon transaksi keuangan kontemporer yang sedemikian rupa dan cepat.
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3. Hybird contract menjadi perdebatan para ulama tentang hukum
keabsahannya. Perdebatan tersebut dikarenakan perbedaan pandangan akan
hadith Nabi Muhammad yang melarang dua akad dalam satu transaksi,
larangan tersebut digeneralisasikan untuk seluruh akad tanpa melihat illah dan
sebab-sebab keharamannya.

4. Musharakah mutanagisah merupakan salah satu model akad yang berbentuk
hybird contract, terdiri dari akad shirkah, bay’, dan ijarah, yang bisa
diterapkan dalam produk pembiayaan kepemilikan rumah (KPR).

5. Mekanisme penerapan akad musharakah mutanaqgisah sebagai solusi akad
pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

6. Ketentuan tentang akad musharakah mutanagisah dalam fatwa Dewan
Syari’ah Nasional (DSN) MUI No.73/DSN/-MUI/X1/2008 dan Standar
Produk musharakah mutanagisah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Agar kajian ini bisa tuntas bahasannya, maka masalah-masalah yang akan
dikaji di batasi sebagai berikut :

1. Hybrid contract dalam akad musharakah mutanagisah pada produk
pembiayaan KPR iB Muamalat.

2. Mekanisme penerapan akad musharakah mutanagisah pada produk
pembiayaan KPR iB Muamalat.

C. Rumusan masalah
Agar mudah dipahami, maka masalah-masalah tersebut dirumuskan sebagai
berikut :
1. Bagaimana model hybrid contract dalam akad musharakah mutanaqisah
pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia

Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya Mas Mansur?
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2. Bagaimana penerapan akad musharakah mutanagisah pada produk
pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Thk Kantor
Cabang Utama Surabaya Mas Mansur?

D. Tujuan penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mendeskripsikan, serta menemukan model hybrid
contract dalam akad musharakah mutanagisah pada produk pembiayaan
KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Tbhk Kantor Cabang Utama
Surabaya Mas Mansur.

2. Untuk memahami dan mendeskripsikan penerapan akad musharakah
mutanaqgisah pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank
Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Utama Surabaya Mas Mansur.

E. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan sekurang-kurangnya memiliki nilai guna pada dua
aspek berikut:

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk; a)
memberikan perspektif alternatif dalam menganalisa kebolehan praktek
hybrid contract dalam industri perbankan syariah. b) mengeksplorasi teori
akad musharakah mutanagisah sebagai alat analisis dalam penerapan
pembiayaan KPR iB. ¢) menjadi bahan informasi ilmiah untuk studi lebih
lanjut tentang pengembangan teori hybrid contract dalam akad musharakah
mutanaqisah khususnya, dan akad-akad hybrid lainnya .

2. Secara praktis, kontribusi praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan
pijakan bagi praktisi perbank syariah dalam inovasi produk berakad hybrid

contract khususnya akad musharakah mutanagisah pada pembiayaan
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kepemilikan rumah (KPR) bagi industri perbankan shari’ah dan lembaga

keuangan syariah lainnya.
F. Penelitian terdahulu

Dari hasil telaah penulis terhadap sejumlah penelitian yang pernah ditulis,
baik berupa disertasi, tesis, jurnal, dan tulisan ilmiah lepas lainnya, belum ada
penelitian yang secara spesifik membahas tentang judul yang akan penulis teliti.
Sedangkan penelitian yang berkenaan dengan Hybrib Contract dan Musharakah
Mutanagisah antara lain :

Pada tahun 2012 penelitian yang dilakukan oleh Rinrin Warsini dengan
judul, “Pembiayaan Hunian Shari’ah Kongsi (PHSK) berdasarkan Akad
Mousharakah Mutanagisah dihubungkan dengan UU No 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Shari’ah”.?° Pembiayaan Hunian Shari’ah Kongsi (PHSK) berdasarkan
akad Musharakah Mutanaqisah sudah sesuai dengan UU No 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan shari’ah. Pembagian imbalan ketika aset di jjarah kan sudah memenubhi
ketentuan yang berlaku, sehingga memenuhi rasio keadilan kedua pihak. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang
penerapan akad musharakah mutanagisah pada produk pembiayaan KPR.
Perbedaannya terletak pada model hybrid contract dalam akad musharakah
mutanagisah, yaitu model al- ‘uqud al-murakkabah al-mukhtalitah.

Lalu Agustianto dalam bukunya yang berjudul®® Fikih Mu’amalah ke-
Indonesiaan: Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah,

mengemukakan bahwa musharakah mutanagisah adalah akad campuran antara

20 Rirnrin Warsini, “Pembiayaan Hunian Shari’ah Kongsi (PHSK) Berdasarkan Akad Musharakah
Mutanagisah Dihubungkan Dengan UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah” (Tesis -
- Universitas Padjajaran, Bandung, 2012), 32.

21 Agustianto, Fikih Mu’amalah ke-Indonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan

Syariah (Jakarta:Igtishad Publishing, 2014), 120.
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shirkah ‘inan, ijarah, dan jual beli yang sangat fleksibel dalam penerapannya pada
praktek perbankan syari’ah. Akad ini bisa digunakan pada berbagai produk
perbankan syariah kontemporer, seperti produk pembiayaan take over,
Multifinance, Refinancing, letter of Credit, KPR dan sebagainya. Agustianto lebih
banyak menerangkan fleksibilitas penerapan musharakah mutanaqgisah pada
produk-produk perbankan syariah guna menjawab tantangan kemajuan bisnis
kontemporer. Perbedaannya terletak pada model hybrid contract dalam akad
musharakah mutanagisah, yaitu model al- ‘uqud al-murakkabah al-mukhtalitah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dzuhratul Atliyah dengan judul “Faktor
yang Mempengaruhi Penggunaan Akad Musharakah Mutanagisah pada produk
Pembiayaan KPR (Studi pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua dan OCBC
NISP Syariah)”,??> menyatakan bahwa penerapan akad Musharakah Mutanaqgisah
diperuntukkan bagi pemilikan rumah yang ready stock dan akad ini dipergunakan
karena bank syariah telah memahami karakteristik kebutuhan nasabah, kemampuan
nasabah dalam melunasi pembiayaan, memahami sumber dana pihak ketiga, dan
memahami akad figih yang tepat merupakan faktor dominan penggunaan akad
musharakah mutanagisah pada pembiayaan KPR di kedua bank syariah tersebut.
Persamaannya sama-sama membincangkan penerapan akad musharakah
mutanagisah pada pembiayaan KPR yang ready stock. Perbedaannya terletak pada
model hybrid contract dalam akad musharakah mutanagisah, yaitu model al- ‘ugud
al-murakkabah al-mukhtalitah.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lutfi Sahal dengan judul

“Implementasi Hybrid Contract pada Gadai Emas di Bank Shari’ah Mandiri dan

22 Dzuhratul Atliyah, “Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Akad Musharakah Mutanaqgisah
Pada Produk Pembiayaan KPR (Studi pada Bank Muamalat Cabang Mangga Dua dan OCBC
NISP Syariah)” (Disertasi --UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2012), 58.
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Pengadaian”,? menghasilkan suatu kesimpulan bahwa Praktik Gadai Emas di Bank
Shari’ah Mandiri dan pegadaian sering menuai keraguan mengenai kesyari’ahan
produknya, dengan  diberlakukannya Hybrid Contract. Keraguan tersebut
disebabkan adanya ketentuan dari kompilasi hukum ekonomi shari’ah dan fatwa
DSN-MUI yang dilanggar, pelanggarannya terletak kepada perhitungan biaya sewa
penyimpanan (zjarah) yang dilakukan BSM dan pengadaian. Persamaannya dalam
membincang hybrid contract pada produk pembiayaan di Lembaga Keuangan
Syariah. Perbedannya terletak pada model hybrid contract dalam akad musharakah
mutanagisah, yaitu model al- ‘uqud al-murakkabah al-mukhtalitah.

Ali Amin Isfandiar dalam Tesls dengan judul “Analisis Figih Mu’amalah
tentang Hybrid Contract, Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan
Shari’ah”.?* Mengemukakan Pandangan figih mu’amalah kontemporer tentang
hadith yang berhubungan dengan hybrid contract model menimbulkan kontroversi.
Kontroversi yang ditimbulkan disebabkan karena adanya bias antara jual beli salaf
pemesanan, atau jual beli dan salaf peminjaman. Kontroversi Hybrid Contract
model pada bank shari’ah lebih menganut kepada kontruksi al-‘uqud al-
mutaqgabilah dan al-‘uqud al-murakkabah al-mutajannisah, yaitu akad yang
bertingkat dan sejenis. Persamaanya terletak pada perbedaan pandangan ulama
terhadap hybrid contract. Perbedaannya terletak pada model hybrid contract dalam
akad musharakah mutanagisah, yaitu model al-‘ugud al-murakkabah al-

mukhtalitah.

23 Lutfi Sahal, “Implementasi Hybrid Contract pada Gadai Emas di Bank Syari’ah Mandiri dan
Pengadaian” (Tesis -- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013), 57.

24 Ali Amin Isfandiar, “Analisis Figh Mu’amalah tentang Hybrid Contract, Model dan
Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Tesis -- STAIN Pekalongan, 2013), 45.



21

Tulisan Ridwan dan Syahruddin dalam sebuah Jurnal dengan judul,
“Implementasi Musharakah Mutanagisah sebagai Alternatif Pembiayaan
Murabahah di Perbankan Syari’ah Indonesia”,®® menyatakan bahwa akad
murabahah sudah kurang relevan untuk digunakan dalam pembiayaan yang
berjangka panjang. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan akad musharakah
mutanaqisah sebagai solusi alternatif dalam pembiayaan jangka panjang seperti
pembiayaan kepemilikan rumah (KPR), karna akad musharakah mutanaqisah lebih
fleksibel untuk pembiayaan berjangka panjang dan manajemen resikonya dapat
terukur terutama dalam mengantisipasi resiko pasar. Persamaannya sama-sama
melihat musharakah mutanaqisah sebagai produk yang inovatif dan solutif dalam
pembiayaan KPR yang berjangka panjang. Perbedaannya terletak pada model
hybrid contract dalam akad musharakah mutanagisah, yaitu model al- ‘uqud al-
murakkabah al-mukhtalitah.

Penelitian yang dilakukan oleh Taufiqurrasyiddin Abdillah dengan judul,
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Musharakah Mutanagisah
sebagai Solusi Akad Pembiayaan kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank
Mu’amalat Indonesia Cabang Surabaya”,?®® menyimpulkan bahwa implementasi
akad musharakan mut anagisah dalam produk pembiayaan KPR di Bank Mu’amalat
Indonesia sudah sesuai dengan hukum islam. Kesesuannya terletak pada
terpenuhinya rukun dan syarat yang berlaku dan dilakukan oleh dua orang atau lebih
untuk mengadakan suatu perikatan. Persamaannya terletak pada penerapan akad

musharakan mutanagisah dalam produk KPR iB Muamalat yang sesuai dengan

% Ridwan dan Syahruddin, “Implementasi Musharakah Mutanagisah Sebagai Alternatif
Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syari’ah Indonesia”, Jurnal Tsagafah, Vol. 09, No. 01
(April, 2013), 67.

%6 Taufiqurrasyidin Abdillah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Musharakah
Mutanagisah Sebagai Solusi Akad Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada Bank
Mu’amalat Indonesia cabang Surabaya,” Jurnal Maaliyah, Vol. 05, No. 01 (Juni, 2015), 98.
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rukun dan syarat yang berlaku.. Perbedaannya terletak pada model hybrid contract
dalam akad musharakah mutanagisah, yaitu model al- ‘uqud al-murakkabah al-
mukhtalitah.

Mochammad Afif, dalam tesisnya yang berjudul “Penetapan profit Margin
pada Produk Pembiayaan Murabahah dengan Agunan Umum dan Agunan Surat
Keputusan”,?” Produk murabahah di BPRS Madinah Lamongan disediakan untuk
dua nasabah yang berbeda dengan agunan yang berbeda. Nasabah dengan agunan
umum hanya dapat mengajukan pembiayaan produktif, sedangkan nasabah dengan
agunan SK dapat mengajukan pembiayaan konsumtif. Namun untuk proses dan
prosedur pembiayaan keduanya sama. Penetapan tingkat margin keduanya juga
sama yaitu pertama, dengan mempertimbangkan keuntungan global, NPF, Modal,
dan laporan keuangan. Kedua, mempertimbangkan jangka waktu penggunaan dana
dan kondisi nasabah. Dalam realisasinya pertimbangan kedua menjadi faktor yang
menentukan nilai profit margin yang ditetapkan dalam setiap pembiayaan yang
diajukan nasabah. Persamaannya Menawarkan fleksibilitas penerapan hAybrid
contract dalam pembiayaan kepada nasabah. Perbedaannya terletak pada model
hybrid contract dalam akad musharakah mutanagisah, yaitu model al- ‘uqud al-
murakkabah al-mukhtalitah.

Penelitian yang sedikit berbeda dikemukakan oleh Anik Rahayu dan
Muhammad Riduwan, dalam sebuah jurnal yang berjudul “Akuntasi Akad
Musharakah Mutanagisah dalam Pembiayaan KPR pada Bank Mu’amalat Cabang

Surabaya”.?® Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akad musharakah mutanagisah

27 Mochammad Afif, “Penetapan Profit Margin pada Produk Pembiayaan Murabahah dengan
Agunan Umum dan Agunan Surat Keputusan” (Tesis -- UIN Sunan Ampel, 2017), 126.

28 Anik Rahayu, Muhammad Riduwan, “Akuntansi Akad Musharakah Mutanagisah dalam
Pembiayaan KPR pada Bank Mua’malat Indonesia Cabang Surabaya,” Jurnal llmu & Riset
Akuntansi, Vol. 02, No. 11 (Maret, 2013), 12.
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(bagi hasil) merupakan sistem pembiayaan kongsi (sewa). Dalam proses perjanjian
awal harus sesuai dengan kesepakatan antara pihak bank dan pihak calon nasabah
dan juga sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Bank Muamalat dalam
pembiayaan KPR musharakah mutanagisah menggunakan metode pembiayaan
musharakah menurun dan dalam proses pembiayaan perhitungan efektif sesuai
dengan standar nasional PSAK. Persamaannya dalam penerapan akad musharakah
mutanagisah pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat. Perbedaannya terletak
pada model hybrid contract dalam akad musharakah mutanagisah, yaitu model al-
‘uqud al-murakkabah al-mukhtalitah.

Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Abdul Rahim dengan judul
“Kontruk dan Model Pembiayaan Musharakah Mutanagisah di bank Syariah”.?°
penelitian ini  mengungkapkan bahwa kontruk pembiayaan Musharakah
Mutanagisah dalam bisnis industri perbankan syaraiah terkonstruksi melalui
ketentuan transaksi umum dan transaksi khusus yang masuk dalam teks dan konteks
serta iklim bisnis. Musharakah Mutanagisah dalam bisnis jasa perbankan syariah
memiliki kekhususan syarat transaksi atau akad dalam setiap terjadinya
kesepakatan bisnis yaitu terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual
beli yaitu kebodohan, keterpaksaan, pembatasan waktu, perkiraan, kemudharatan
dan syarat-syarat jual beli yang fasid. Pembiayaan Musharakah Mutanaqisah
menggunakan model aplikatif dalam bentuk sistemik yang saling berhubungan
determinan transaksinya, yaitu terjadinya kesepakatan untuk melakukan kemitraan
pemilikan aset, adanya unsur jual beli secara angsuran, adanya unsur persewaan,

adanya penurunan dan peningkatan kepemilikan dari pihak bank ke nasabah dan

29 Abdul Rahim, “Kontruk dan Model Pembiayaan Musharakah Mutanaqisah di Bank Syariah”
(Disertasi -- UIN Sunan Ampel, Surabaya,2015), 151.
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terjadinya pemilikan asset secara penuh oleh nasabah diakhir angsuran.Persamaan

adanya unsur determinan dalam transaksinya. Perbedaannya terletak pada model

hybrid contract dalam akad musharakah mutanagisah, yaitu model al- ‘uqud al-

murakkabah al-mukhtalitah.

Beberapa penelitian terdahulu diatas dapat diringkas dan disajikan dalam

tabel berikut:

Tabel 2.1
Peneliti Judul Hasil Persamaan Perbedaan
RinRin | Pembiayaan hunian | a. Pembiayaan Pembahasa | Penulis
Warsini | Shari’ah kongsi hunian Shari’ah | n pada membahas
,2012 | (PSHK) kongsi (PSHK) | penerapan | Model Aybrid
berdasarkan akad berdasarkan akad contrct
Mousharakah akad Musharakah | dalam akad
Mutanagisah Musharakah pada Musharakah
dihubungkan Mutanaqisah pembiayaan | Mutanaqgisah
dengan UU No. 21 sesuai  dengan | KPR dengan
Tahun 2008 UU No. 21 model a/-
tentang Perbankan Tahun 2008 ‘uqud al-
Syari’ah. tentang murakkabah
perbankan al-
Syari’ah. mukhtalitah
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Agustian | Fikih a. musharakah Terletak pada | Penulis
to, 2014 | Mu’amalah ke- mutanaqisah objek membahas
Indonesiaan: adalah akad | pembiayaan | Model
Upaya Inovasi campuran antara | berupa hybrid
Produk shirkah  ‘inan, | produk KPR | contrct
Perbankan dan jjarah, dan jual dalam akad
Keuangan beli yang sangat Mousharakah
Syariah fleksibel dalam Mutanagqisa
penerapannya h  dengan
pada praktek model  al-
perbankan ‘ugud  al-
syari’ah. murakkabah
. Akad ini bisa al-
digunakan pada mukhtalital
berbagai produk
perbankan
syariah
kontemporer,
seperti  produk
pembiayaan
take over,
Multifinance,
Refinancing,
letter of Credit,
KPR dan
sebagainya.
Lutfi Implementasi . Praktik  gadai | Membincang | Penulis
Sahal, Hybrid Contract emas di bank | kan = Aybrid | membahas
2013. pada Gadai Shari’ah contract pada | Model
Emas di Bank Mandiri dan | produk hybrid
Syari’ah pegadaian pembiayaan | contrct
Mandiri dan Syariah sering | di  lembaga | dalam akad
Pegadaian menuai keuangan Musharakah
Syariah keraguan syariah Mutanagqisa
mengenai h  dengan
kesyari’ahan model  al-
produknya , ‘uqud  al-
dengan murakkabah
diberlakukanny al-
a hybrid mukhtalitah
hontract
. Keraguaan
penggunaan

hybrid contract
karena terdapat
ketentuan dari
kompilasi

hukum ekonomi
syari’ah dan
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fatwa DSN-
MUI yang
dilanggar

. Pelanggarannya
terletak kepada
perhitungan
biaya sewa
penyimpanan
(ijarah)  yang

dilakukan BSM
dan

penggadaian
Dzuratul | faktor-faktor . Penerapan akad | KPR  yang | Penulis
Atliyah, | yang Mousharakah ready stock | membahas
2013 mempengaruhi Mutanaqisah Model
penggunaan diperuntukan hybrid
akad bagi pemilikan contrct
Musharakah rumah yang dalam akad
Mutanaqisah ready stock dan Musharakah
pada produk akad ini Mutanagqisa
pembiayaan dipergunakan h  dengan
KPR (Studi pada karena bank model  al-
Bank Muamalat syariah  telah ‘uqud  al-
Cabang Mangga memahami murakkabah
Dua dan OCBC karakteristik al-
NISP Syariah) kebutuhan mukhtalitah
nasabah.
. Kemampuan
nasabah dalam
melunasi
pembiayaan
memahami
sumber  dana
pihak ketiga dan
memahami akad
figih yang tepat
merupakan
faktor dominan
penggunaan
akad
Musharakah
Mutanaqisah
pada
pembiayaan
KPR
Ali Amin | Analisis figh | a. Pandangan figh | Perbedaan Model
Isfandiar | Mu’ Amalah mu’amalah pandangan hybrid
,2013 tentang Hybrid kontemporer ulama’ contrct
Contract, Model tentang hadist | terhadap dalam akad
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dan yang hybrid Mousharakah
penerapannya berhubungan contract. Mutanagqisa
pada lembaga dengan  hybrid h  dengan
keuangan contract model model  al-
shari’ah menimbulkan uqud al-
kontroversi murakkabah
. Kontroversi al-
yang muhtalitah
ditimbulkan
disebabkan
karena adanya
bias antara jual
beli dan salaf
pemesanan, atau
jual beli dan
salaf
peminjaman
. Kontroversi
hybrid contract
model pada
bank  shari’ah
lebih menganut
kepada
kontruksi al-
‘uqud al-
mutaqabilah
dan al-‘uqud al-
murakkabah al-
mutajannisah.
Ridwan | Implementasi . Akad tunggal | Membincang | Penulis
dan Musharakah murabahah Mousharakah | membahas
Syahrud | Mutanaqgisah sudah  kurang | Mutanagisah | Model
din, sebagai relevan  untuk | sebagai hybrid
2013. alternative digunakan produk yang | contrct
pembiayaan dalam inovatif dan | dalam akad
murabahah  di pembiayaan solutif dalam | Musharakah
perbankan yang berjangka | pembiayaan | Mutanagqisa
syari’ah panjang KPR h  dengan
Indonesia . Akad berjangka model  al-
Musharakah panjang. ‘uqud  al-
Mutanaqisah murakkabah
dapat digunakan al-
sebagai  solusi mukhtalitah
alternatif dalam
pembiayaan

jangka panjang
seperti
pembiayaan




28

kepemilikan
rumah (KPR).

. Akad

Musharakah
Mutanaqisah
lebih  fleksibel
untuk
pembiayaan
berjangka
panjang
manajemen
resikonya dapat
terukur
terutama dalam
mengantisipasi
resiko pasar.

dan

Tafiqurr | Tinjauan hukum | a. Musharakah Penerapan Penulis
asyidin islam terhadap Mutanaqisah akad membahas
Abdillah | implementasi dalam  produk | Implementasi | Model
, 2015. akad pembiayaan akad hybrid
Mousharakah KPR di Bank | Musharakah | contrct
Mutanaqisah Mu’amalat Mutanaqgisah | dalam akad
sebagai  solusi Indonesia sudah | dalam produk | Musharakah
akad sesuai  dengan | KPR IB | Mutanagqisa
pembiayaan hukum islam. Mu’amalat h  dengan
kredit pemilikan | b. Kesesuaiannya | yang sesuai | model  al-
rumah  (KPR) terletak  pada | dengan rukun | ‘ugud  al-
pada Bank terpenuhinya dan  syarat | murakkabah
Mu’amalat rukun dan syarat | yang berlaku. | a/-
Indonesia yang  berlaku, mukhtalitah
cabang dan dilakukan
Surabaya oleh dua orang
atau lebih untuk
mengadakan
suatu perikatan.
Abdul Kontruk dan | a. Musharakah Adanya Penulis
Rahim, model Mutanaqisah unsure membahas
2015. pembiayaan dalam  bisnis | determinan Model
Musharakah jasa perbankan | dalam hybrid
Mutanaqisah di syariah transksinya. | contret
Bank Syariah. memiliki dalam akad
kekhususan Mousharakah
syarat transaksi Mutanagqisa
atau akad dalam h  dengan
setiap model  al-
terjadinya ‘uqud  al-
kesepakatan murakkabah
bisnis yaitu al-
terhindarnya mukhtalitah
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seseorang  dari
enam kecacatan
dalam jual beli
yaitu,
kebodohan,
keterpaksaan,
pembatasan
waktu,
perkiraan,
kemudratan,
dan syarat-
syarat jual beli
yang fasid.

. Pembiayaan

Mousharakah
Mutanaqisah
menggunakan
model aplikatif
dalam  bentuk
sistematik yajng
saling
berhubungan
determinan
transaksinya,
yaitu terjadinya
kesepakatan
untuk
melakukan
kemitraan
pemilikan asset,
adanya  unsur
jual beli secara
angsuran,
adanya
persewaan,
adanya
penurunan dan
peningkatan
kepemilikan
dari pihak bank
ke nasabah dan
terjadinya
pemilikan asset

unsur

secara  penuh

oleh  nasabah

diakhir

angsuran.
Mocham Penetapa Produk Menawarkan | Penulis
mad n profit Margin murabahah  di | konsep membahas
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Afif,
2017.

pada Produk
Pembiayaan
Murabahah
dengan Agunan
Umum Dan
Agunan  Surat
Keputusan

BPRS Madinah
Lamongan
disediakan
untuk dua
nasabah  yang
berbeda dengan
agunan  yang
berbeda.
Nasabah dengan
agunan umum
hanya dapat
mengajukan
pembiayaan
produktif,
sedangkan
nasabah dengan
agunan SK
dapat
mengajukan
pembiayaan
konsumtif.
Namun  untuk
proses dan
prosedur
pembiayaan
keduanya sama.
b. Penetapan
tingkat margin
keduanya juga
sama yaitu
pertama,
dengan
mempertimbang
kan keuntungan

global, NPF,
Modal, dan
laporan
keuangan.
Kedua,
mempertimbang
kan jangka
waktu
penggunaan
dana dan

kondisi nasabah.
Dalam
realisasinya
pertimbangan
kedua menjadi
faktor yang

fleksibilitas
penerapan
hybrid
contract
dalam
pembiayaan
kepada
nasababh.

Model
hybrid
contrcet
dalam akad
Mousharakah
Mutanaqisa
h  dengan
model  al-
‘uqud  al-
murakkabah
al-
mukhtalitah
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menentukan
nilai profit
margin yang
ditetapkan
dalam setiap
pembiayaan
yang diajukan
nasabah.

Anik
Rahayu
dan
Muhama

Ridwan,
2013.

Akuntansi akad
Musharakah
Mutanaqisah
dalam
pembiayaan
KPR pada Bank
Mu’amalat
cabang
Surabaya

. Perjanjian

dalam akad
Mousharakah
Mutanaqisah
sudah sesuai
dengan fatwa
DSN MUI.

. Perhitungan

efektif  dalam
akad MMQ
secara akuntansi
sudah sesuai
dengan standar
Nasioanal
PSAK

Penerapan
akad
Musharakah
Mutanaqisah
pada produk
pembiayaan
KPR IB
Mu’amalat.

Penulis
membahas
Model
hybrid
contret
dalam akad
Mousharakah
Mutanagqisa
h  dengan
model  al-
‘uqud  al-
murakkabah
al-
mukhtalitah

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam rangka penulisan disertasi ini merupakan jenis penelitian

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Creswell adalah metode-metode untuk

mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok

orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses

penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan

pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik

dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus

ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.*°

30 John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Terj. Ahmad
Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 4-5.
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Creswell juga menyatakan bahwa penelitian kualitatif bisa juga melibatkan
proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan
bersama-sama, selain itu melibatkan pengumpulan data yang terbuka pula, yang
didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan umum, dan analisis informasi dari para
partisipan. Analisis jenis penelitian kualitatif ini, dilaporkan dalam artikel-artikel
jurnal dan buku-buku ilmiah yang sering kali menjadi model analisis yang umum
digunakan.®!

Penelitian kualitatif juga menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan
informasi dari lembaga yang terlibat dalam obyek penelitian.®> Data deskriptif
merupakan data penelitian yang berusaha menggambarkan pemecahan masalah
yang ada saat ini dengan berdasarkan data yang tersedia, menyajikannya, lalu
menganalisanya serta mengintepretasikan data tersebut.®® Data tersebut merupakan
data yang mendalam dan bermakna berdasarkan data yang sebenarnya.®*

Secara konkret penelitian ini menggambarkan penerapan hybrid contract di
Bank Muamalat Indonesia Tbhk Cabang Surabaya Mas Mansur, khususnya
penerapan akad musharakah mutanagisah dalam pembiayaan KPR iB Muamalat
bagi nasabahnya. Sehingga penelitian ini mampu membuat deskripsi analisis
berdasarkan data dan fakta.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian kualitatif ini menggunakan strategi pendekatan studi kasus (case

study) yaitu strategi penelitian di mana di dalamnya menyelidiki secara cermat

suatu program, peristiwa aktivitas, proses atau sekelompok individu. Kasus-kasus

31 Ibid., 274.

32 Lexy J Moelong, Penelitian Kualitatif ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002 ), 6.

33 Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Metode Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 44.

34 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Bandung: Alfabeta, 2010), 9.
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dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara
lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan
waktu yang telah ditentukan. Studi kasus ini dapat berupa suatu peristiwa, aktifitas,
proses, dan program.®

Strategi pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menjawab model
hybrid contract dalam akad musharakah mutanagisah dan mekanisme
penerapannya pada produk pembiayaan KPR iB di Bank Muamalat Surabaya KCU
Mas Mansur.
3. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Muamalat Tbk Kantor Cabang Utama
Surabaya Mas Mansur, dengan alasan karena bank syariah ini membawahi kantor-
kantor cabang pembantu bank muamalat yang ada di Sidoarjo, Mojokerto,
Bojonegoro dan pulau Madura. Disamping itu akad musharakah mutanaqgisah
dalam pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR) sudah lama dan banyak diterapkan.
Sehingga diharapkan ada temuan tentang model-model hybrid contract.
4.  Sumber data

Sumber data adalah subyek data diperoleh.*®Seperti umumnya penelitian
kualitatif, sumber data diperoleh peneliti dengan memasuki situasi tertentu,
melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang
mengetahui tentang permasalah tersebut.3’Dalam penelitian ini peneliti melakukan
observasi terlebih dahulu guna melihat situasi kerja di Bank Muamalat Indonesia
Tbk Cabang Surabaya Mas Mansur. Dari hasil observasi awal peneliti mendapatkan

gambaran sejumlah informan yang dapat dijadikan pintu masuk untuk memperoleh

3 Creswell, Desain penelitian, 20.
36 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 62.
37 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), 210.
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data awal yang diinginkan. Selanjutnya dari sejumlah informan didapatkan nama
orang kunci (key informan) dan subjek penelitian yang dapat dihubungi dan di
wawancarai. Mereka inilah yang menjadi :

a. Sumber Data Primer, sumber data yang diperoleh dari informan secara
langsung, dalam hal ini adalah Kepala Cabang Utama, Manajer Syariah
Compliance, Account Manager, Dewan Pengawas Syariah, dan Nasabah.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen,
buku-buku literatur yang dapat dipertanggungjawabkan ke ilmiahanya dan
ada yang signifikansinya dengan penelitian ini. Dokumen yang diambil
adalah Kontrak-kontrak pembiayaan MMQ, SOP, aturan pembiayaan dan
lain sebagainya.

5. Teknik pengumpulan data
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui langkah-
langkah operasional sebagai berikut yaitu :

a. Observasi
Teknik pengumpulan data ini dikenal juga dengan pengamatan langsung.

Manfaat teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri,
kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana terjadi pada keadaan
sebenarnya.®® Observasi ini digunakan untuk mengamati kinerja para informan
tentang penerapan akad Musharakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR dan
problematikanya di Bank Muamalat Cabang Surabaya Mas Mansur, dengan cara
mencatat.

b. Wawancara

38 Lexy, Metodolodi, 174.



6.

35

Sebagai tindak lanjut dari pengamatan, peneliti akan melakukan
wawancara, yaitu komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari
responden.®® Wawancara dilakukan dengan Kepala Cabang, Manajer Syariah
Compliance, Account Manager, Dewan Pengawas Syariah dan Nasabah Bank
Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Mas Mansur, dengan jalan:

1) Dalam bentuk informal, yang mengandung unsur spontanitas, santai,

tanpa meninggalkan tujuan penelitian yang dimaksud.

2) Menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok topik atau
masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan yaitu tentang
penerapan akad AMusharakah Mutanagisah dalam pembiayaan
kepemilikan rumah KPR iB Muamalat.

c. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dapat berbentuk
tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen
merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dan observasi dalam
penelitian kualitatif.*® Dokumentasi sangat diperlukan guna memperkuat
pernyataan-pernyataan informan yang terkait kajian yang diteliti, terutama
dokumen tentang penerapan akad Musharakah Mutanagisah pada pembiayaan
KPR di Bank Muamalat Cabang Surabaya, mekanisme pengambilan keputusan
persetujuan akad pembiayaan KPR iB Muamalat dan lain sebagainya yang
terkait dengan obyek penelitian.

Teknik analisa data

39 Sugiyanto, Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah Dan Pengalaman-Pengalaman,

(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007), 93.

%0 1bid., 89.
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Dalam penelitian ini proses analisa data bersifat induktif yang
pelaksanaannya melalui proses mencari dan mengumpulkan data secara sistematis
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dilakukan dengan cara
mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,
melakukan sintesa, menyusun pola, memilih yang penting dan yang akan dipelajari,
serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun
orang lain. Metode analisis yang digunakan adalah metode interaktif model
Huberman dan Miles yaitu:*

Diilustrasikan pada gambar 1.2

Komponen-komponen analisa data model interaktif

Pengumpulan data Verifikasi
> data

Reduksi data Penyajian
data

a. Pengumpulan Data
Memeriksa dan merevisi catatan-catatan dilapangan yang berhasil
dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.Pada

saat pengumpulan data informasi yang diperoleh belum teratur, disebabkan

“IMiles, M.B dan A.M Huberman, Analisa data Kualitatif. Terj. Tjejep Rohandi (Jakarta: Ul Press,
2010), 12.
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keterbatasan waktu untuk menertibkannya. Sehingga perlu diadakan revisi

sebelum dimasukan dalam transkrip data.

b. Reduksi Data
Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu
perlu dicatat secara rinci dan teliti, dengan menganalisa data yang diperoleh
melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya
*Dengan demikian data tentang model hybrid contract dalam akad
musharakah mutanagisah dan penerapannya pada produk pembiayaan KPR
iB Muamalat, menjadi lebih jelas, serta mempermudah peneliti dalam
mengumpulkan data selanjutnya.
c. Penyajian Data
Menurut Miles dan Huberman penyajian data merupakan sebuah
format visual “®yang menyajikan informasi secara sistematis, sehingga para
pengguna dapat menggambarkan kesimpulan secara valid, guna pengambilan
tindakan yang diperlukan. Tampilan data dibuat dalam bentuk tabel sehingga
dapat diketahui dan dipahami dengan baik, sebagaimana data aslinya atau
peristiwa empiris tersebut berinteraksi satu dengan lainnya secara nyata.
Setelah itu dibuat suatu kesimpulan guna mempermudah pembacaan makna
dari penampilan data tersebut, kemudian pembuatan laporan analisa data.
Penyajian data penelitian tentang hybrid contract pada akad

musharakah mutanagisah dan implementasinya dalam produk pembiayaan

“42lsmail Nawawi, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: vivpress, 2013), 387.
3 Miles, Huberman, Penelitian kualitatif, 91.
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KPR iB Muamalat ini , digunakan teks yang bersifat naratif hasil penelitian
lapangan, dan paparan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi
guna diketahui model-modelnya.
d. Verifikasi Data

Pada tahap ini peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu
pencocokan beberapa data dari beberapa sumber, cara dan waktu yang
berbeda. Dalam penelitian ini hanya digunakan trianggulasi sumber dari
teknik verifikasi data.Trianggulasi sumber merupakan pencocokan data dari
berbagai sumber.

Penggunaan trianggulasi ini dilakukan untuk menguji proses atau hasil
penelitian sehingga bisa dipastikan sudah berjalan dengan baik, sebagaimana
dikatakan Burhan bungin sebagai berikut: pertama, peneliti menggunakan
wawancara mendalam dan observasi partisispasi dalam pengumpulan data, harus
dipastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dg
informan serta catatan harian observasi. Kedua, setelah itu dilakukan uji silang
terhadap materi catatan-catatan harian untuk memastikan tidak ada informasi yang
bertentangan antara catatan harian wawancara dengan catatan harian observasi.
Apabila antara catatan harian kedua metode itu ada yang tidak relevan, peneliti
harus mengkonfirmasi perbedaan itu kepada informan. Ketiga, hasil konfirmasi itu
perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena bisa jadi hasil
konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun
sebelumnya dari informan atau dari sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda,

peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan
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sumber perbedaan dan materi perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi
dengan informan dan sumber-sumber lain.**

Trianggulasi sumber diperoleh dari Kepala Cabang, Manajer syariah
compliane, Dewan Pengawas Syariah, dan Account Manager Bank Muamalat
Indonesia Tbk Cabang Surabaya Mas Mansur. Melengkapi verifikasi data dengan
teknik trianggulasi, peneliti juga menggunakan member check yaitu pencocokan
data yang dihimpun peneliti dengan para informan guna keselarasan pemahaman
anatara peneliti dengan para informan agar data dan intepretasinya sesuai dengan
aslinya. Dengan melaksanakan member check intepretasi data yang peneliti uraikan
sesuai dengan yang disampaikan oleh informan.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab ;

Bab pertama, berisi tentang Pendahuluan, yang mencakup tentang Latar
Belakang Masalah, Identifikasi, dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian,
Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, Hybrid Contract dan Musharakah Mutanagisah, mengkaji
tentang Hybrid Contract meliputi : Konsep dan Evolusi akad, Ragam Jenis Hybrid
Contract, Pandangan Ulama tentang Hybrid Contract, Pengertian AMusharakah
Mutanagisah, Rukun dan Syarat Musharakah Mutanagisah, Standar Produk Akad
Musharakah Mutanaqgisah, Hybrid Contract dalam Akad Musharakah

Mutanagisah, Tawatu’ dalam Hybrid Contract.

4 Burhan Bungin, Metode Triangulasi dalam Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003), 191.
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Bab ketiga Penerapan Hybrid Contract Pada Akad Musharakah
Mutanagisah dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia
Tbk. KCU Surabaya Mas Mansur, meliputi Sejarah Perkembangan Bank Muamalat
Indonesia, Model Hybrid Contract Pada Akad Musharakah Mutanagisah Dalam
Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Thk. KCU Surabaya
Mas Mansur, Penerapan Akad Musharakah Mutanagisah Pada Produk Pembiayaan
KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Thk. KCU Surabaya Mas Mansur.

Bab keempat Analisis Hybrid Contract dalam Akad Musharakah
Mutanaqgisah Pada Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat
Indonesia Thk KCU Mas Mansur Suraba, Meliputi Model Hybrid Contract Pada
Akad Musharakah Mutanagisah Dalam Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank
Muamalat Indonesia Thk. KCU Surabaya Mas Mansur, Penerapan Musharakah
Mutanagisah Pada Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat
Indonesia Thk. KCU Surabaya Mas Mansur.

Bab kelima, berisi tentang Kesimpulan, Implikasi Teoritis, Keterbatasan

Penelitian, dan Rekomendasi.



BAB I
HYBRID CONTRACT DAN MUSHARAKAH MUTANAQISAH

Hybrid contract merupakan frasa yang di-setting bukan tanpa tujuan,
melainkan bertujuan untuk menggambarkan beberapa akad dalam transaksi tertentu
pada lembaga keuangan syariah.**Ketika lembaga keuangan syariah mengalami
kesulitan dalam merespon perkembangan bisnis kontemporer yang begitu pesat,
keberadaan hybrid contract menjadi suatu keharusan. Keharusan hybrid contract
dalam lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah, karena sifatnya
yang fleksibel dan adaptif dalam penerapannya walau masih menyisahkan
perdebatan dikalangan ulama tentang keabsahanya. Perdebatan tersebut tidak
menutup kemungkinan melahirkan model hybrid contract baru, yang memperkaya
hasanah keilmuan dalam bidang muamalah khususnya tentang konsepsi akad dan
evolusinya. Berbicara tentang konsepsi akad dan evolusinya dapat dipaparkan
dalam pembahasan berikut.

A. Konsep hybrid contract
1. Konsep akad

Istilah “akad” merupakan kata serapan dari bahasa arab yaitu kata al- ‘agd,
diserap dalam bahasa indonesia menjadi akad atau perjanjian, dan disebut contract
dalam bahasa inggris. Secara bahasa al- ‘agd bermakna al-rabt (ikatan), al-syadd
(pengencangan), al-tagwiyah (penguatan). Jika dikatakan ‘agada al-habl (mengikat
tali), maksudnya adalah mengikat tali yang satu dengan vyang lain,

mengencangkangkan dan menguatkan ikatannya. Kata al- ‘aqd tidak terbatas dan

45 Sirajul Arifin, “Litigasi Hybrid Contract Gadai Pada Lembaga Keuangan Syariah”, Islamica,
Vol. 12 Nomor. 02 (Januari, 2017), 408.

41
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hanya memiliki satu makna tetapi juga memiliki makna lain, yaitu al- ‘akd (janji)
atau al-Mistaq (perjanjian). 4

Pada awalnya kata al- ‘agd digunakan untuk benda padat seperti tali dan
bangunan, namun kemudian Kkata ini berevolusi dan mengalami perluasan mana
dengan seperti ‘aqd al-bay’ (akad jual beli), ‘aqd al-nikah (akad pernikahan), ‘aqd
al-‘ahd (akad perjanjian). Perluasan makna tersebut berimplikasi pada pemaknaan
al-‘agd menjadi ilzam (pengharusan), dan iltizam (komitmen) atau irtibat
(pertautan).*” Menurut Wahbah al-Zuhaili, akad adalah pertalian atau perikatan
antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya
akibat hukum pada objek perikatan.*®

Keterikatan al- ‘agd, bagi para ahli fikih, adalah keterikatan bagian-bagian
tasarruf secara shar‘t dengan ijab dan kabul; atau komitmen dua pihak yang
berakad dan kesengajaan keduanya atas suatu perkara. Dengan demikian, al- ‘agd
merupakan ungkapan mengenai keterikatan ijab dan kabul (‘ibarah ‘an irtibat al-
ijab wa al-gqabul). Dalam kaitan ini, Basha menjelaskan bahwa akad merupakan
“pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain
yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.“*Definisi Basha, karenanya,
dipandang Anwar sebagai definisi yang komprehensif karena akad merupakan
pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk

melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.>®

46 < Abd al-Ra’df al-Minawi, al-Tawqif ‘ald Muhimmat al-Ta ‘arif, ed. M. Ridwan al-Dayah
(Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu‘asir, 1410 H), 68.

4"Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984), 953.

48 Wahbah al-Zuhaili, al-Mu’amalah al-Maliyah al-Mu’asirah (Damaskus: Dar al kutub al-Tlmiah,
tth), 2917.

49 Muhammad Qadr1 Basha, Murshid al-Hayrian ila Ma ‘ritat Ahwial al-Insan, Vol. 2 (Kairo: Dar
al- Furjani, 1983), 49.

%0 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah (Jakarta: Rajawali Press, 2007), 68.
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Kedua definisi terakhir menunjukkan bahwa pertama, akad merupakan
keterkaitan ijab dan kabul yang berakibat pada timbulnya akibat hukum, kedua,
akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab
yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan
kehendak pihak lain, dan ketiga, tujuan akad adalah melahirkan suatu akibat
hukum. Tujuan akad dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu; pemindahan milik
dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (al-tamiik), melakukan pekerjaan (al-
‘amal), melakukan persekutuan (al-ishtirak), melakukan pendelegasian (al-tafwid),
dan melakukan penjaminan (al-tawthiq). Tujuan-tujuan akad, bagaimana pun, tidak
serta-merta dapat terealisir dengan benar jika akad tidak ditopang oleh beberapa
unsur pokok.

Ada empat unsur pokok yang harus melekat dalam akad, dan masing-masing
unsur pun memiliki persyaratan tertentu, pertama, subjek akad. Subjek akad harus
memiliki dua syarat yang mencakup syarat subjek yang terdiri dari beberapa pihak,
dan subjek memiliki tingkat kecakapan hukum, yaitu cakap untuk menerima dan
bertindak hukum, atau cakap untuk menerima hak dan kewajiban maupun cakap
untuk mendapat pengakuan secara hukum (Islam) atas segalatindakannya,®‘kedua,
pernyataan kehendak para pihak. Pernyataan kehendak mereka sering disebut
dengan sighat al- ‘agd yang terdiri dari ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah suatu
sighat yang menunjukkan kerelaan.

Kerelaan dapat terkonstruk jika ada persesuaian ijab dan kabul yang
menandai persesuaian kehendak sehingga terwujud kata sepakat, dan persesuaian
kehendak (kata sepakat) itu dicapai dalam satu majelis, ketiga, objek akad (mahal

al-‘aqd). Objek akad adalah suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku

51 Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 116.
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akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa
atau pekerjaan, atau sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariah dengan syarat;
objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan, objek akad harus tertentu atau
dapat ditentukan, dan objek akad dapat ditransaksikan menurut shara‘,®? dan
keempat, tujuan akad (mawdu‘ al-‘agd), yaitu tujuan untuk mewujudkan akibat
hukum dasar dari akad. Tujuan ini merupakan akibat hukum yang timbul dari
sebuah perjanjian. la merupakan akibat hukum dasar dari maksud dan tujuan yang
hendak direalisasikan oleh para pihak melalui akad.

Komponen akad di atas tentu tidak hanya berlaku dalam muamalah
personal-individual sehari-hari tetapi juga berlaku dan telah diimplementasikan
secara kelembagaan dalam bank syariah. Implementasinya di bank syariah lebih
sederhana dan sebagian teradaptasi dari karakteristik yang dibangun melalui peta
distribusi transaksi dalam produk-produk yang sudah berlaku pada lembaga
keuangan konvensional. Adaptasi produk yang demikian bukan berarti adaptasi
produk yang kontra dengan prinsip haia/ tayyib dan shar 7 tetapi harus tetap patuh
dan tunduk pada ketentuan syariah (sharia compliance). Adaptasi beberapa produk
yang demikian merupakan bentuk adopsi sistemik yang dibenarkan selama inline
dengan prinsip dan nilai syariah. Akad muamalah adalah suatu akad yang mengatur
dan mengikat berbagai pihak dalam transaksi produk bank syariah, sekalipun di
antaranya, teradaptasi secara evolutif dari produk bank konvensional.>

2. Hybrid Contract
Istilah hybrid (Inggris), dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan “hibrida”.

Istilah “hibrida” digunakan pertama kali sebagai istilah bagi hasil persilangan

52 ‘Abd al-Razzaq al-Sanhiiri, Masadir al-Haqq fi al-Figh al-Islami, Vol. 3 (Beirut: al-Majma‘ al-
‘Ilm al-‘Arabt al-Islami, t.th.), 36.
53 Arifin, Litigasi, 410.
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(hibridaisasi atau pemblasteran) antara dua individu dengan gen yang berbeda.
Istilah “hibrida” dalam pengertian ini memiliki arti yang tumpang tindih dengan
istilah bastar. Atau dalam Bahasa sehari-hari disebut dengan blaster.>*

Istilah “hibrida” dalam perkembangannya digunakan dalam berbagai istilah
teknis dari berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan yang berbeda, misalnya :

a. Hibrida, yang mengacu pada jenis tanaman atau strain ternak.

b. Hibrida, yang dipakai dalam automotif.

c. Hibrida, yang dipakai dalam bidang informatika.

d. Hibrida, yang dipakai untuk menunjukkan ragam kesenian yang merupakan
gabungan dari dua atau tiga ragam kesenian standar.*

Keragaman penggunan istilah “hibrida” secara harfiyah memberikan
fleksibilitas kontrak hybrid terhadap kontrak beragam yang dalam Bahasa
Indonesia disebut dengan “multiakad”. Kata “multi” dalam Bahasa Indonesia
bermakna banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; dan berlipat ganda.>® Dengan
demikian, multiakad berarti “akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu”
yang dalam literatur Arab disebut dengan al- ‘ugiid al-murakkabah, yang bermakna
“akad ganda” dan memuat dua unsur kata, al- ‘ugiid (jamak dari mufrad al- ‘agd)
dan al-murakkabah. Kata al-‘agd, secara detail, telah dikaji di bagian awal,
sehingga tidak perlu dibahas kembali makna harfiahnya, sementara kata al-
murakkabah atau kata al-murakkab secara etimologis bermakna al-jam,u ", yakni

menggabungkan. Kata murakkab berasal dari akar kata rakkaba-yurakkibu-zarkib

5 http:// id. wikipedia. org/hibrida;dictionary.refernce.com; diakses tanggal 20 mei 2018
55 |
Ibid
% Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa
Indonesia, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), 761.
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yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga
menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah.’’.

Nazih Hammad memandang al- ‘ugid al-murakkabah adalah:®®

°o%

by 3 u‘ybciﬂtf ,fu R TVERICY CHES ETE FE RN AR T
23500 Al Blags 585 Sz F1 L mlally 5 Bl O3 allg sy osalls S

(JlzasiVly B30 3200 B Y B AR Gl Bl cundyy G3R G5 aaei

gl R BT gl

>

Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung
dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, gard,
muzara’ah, sarf, shirkah, mudarabah.... dst, sehingga semua akibat hukum akad-
akad yang terhimpun tersebut, dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang
ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan
sebagaimana akibat hukum dari satu akad

Pandangan yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan al-‘Imrani, bahwa
akad murakkab adalah: %°
pA e L B °\ ke o gl ik $J\ SAaE W 53R £3a2
el 58T e @l LA LYy B3Rl
Susunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad, baik
secara gabungan maupun secara timbal-balik, sehinggah seluruh hak dan kewajiban
yang ditimbulkan dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad.

Al-‘Imrani dalam pandangannya juga menjelaskan beberapa istilah lain

yang memiliki keserupaan makna dengan kata murakkab diantaranya:®°

a. Al-jtima’

57 Luis Ma’luf, al-Munjid F7 al-Lunghah wa al-Adab wa al-Ulum (Beirut: Dar al-Mashrug,1986),
5109.

%8 Nazih Hammad, al- ‘Uqud al-Murakkabah £i al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al-fikr, 2005),
123.

59 Abdullah al-‘Imrani, al- ‘Ugid al-Maliyah al-Murakkabah (Kairo: Dar al-Nahzah, t.th), 45.

60 |pid., 46-47.
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Kata al-7j¢ima’ mengandung arti terhimpun atau terkumpul, lawan
dari terpisah. Dengan begitu al-uqud al-mujtami’ah berarti terhimpunnya
dua akad atau lebih dalam satu akad. Terdapat perbedaan antara kata
murakkab dan kata al-7itima’. Pada kata murakkab beberapa akad melebur
menjadi satu akad (transaksi) yang memiliki implikasi dan satu akibat
hukum.

Sedang pada kata al-jj¢ima’, belum tentu terjadi peleburan. Artinya,
kata al-7jtima’beberapa akad itu dapat melebur menjadi satu akad dan dapat
pula akad-akad itu berdiri sendiri-sendiri.

Al-ta’addud

Kata ta ‘addud berarti berbilang dan bertambah. Secara istilah akad
ta’addud berarti adanya tambahan jumlah syarat, akad, pelaku, harga, objek.
Istilah ta ’addud lebih umum dari kata murakkabah. Ta’ addud mengandung
persoalan-persoalan yang tidak termasuk dalam tujuan akad murakkabah,
seperti berbilangnya dua pihak, atau dalam harga, benda, atau lainnya.
Selain itu, perbedaan antara kata mukarakkabah dan kata ¢« "addud, di mana
kata murakkabah mengandung konsekuensi satu, sedangkan ta’addud
konsekuensinya bisa berbilang.

Al-tikrar

Al-tikrar berarti berulang. Kata ini digunakan untuk menunjukkan
adanya proses terhimpun atau terulangnya sesuatu. Secara istilah al-tikrar
diartikan sebagai mengulangi akad yang telah dilakukan sebelumnya.
Perbedaan antara kata murakkab dan kata al-z7krarterletak pada terjadinya
akad-akad yang menghimpunnya. Pada kata murakkab yang terjadi adalah

terhimpunnya dua akad atau lebih menjadi satu akad atau satu transaksi.
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Sedangkan pada kata al-¢ikrar yang terjadi adalah mengulangi akad yang
sudah dilakukan dalam beberapa transaksi.
Al-tadakhul

Al-tadakhul secara bahasa artinya masuk, masuknya sesuatu pada
sesuatu orang lain, keserupaan beberapa hal dan saling meliputi. Kata al-
tadakhul dapat juga diartikan sebagai masuknya suatu bagian pada bagian
yang lain.

Dalam istilah fikih, al-tadakhul diartikan sebagai terhimpunya
sesuatu hal tertentu dalam dua ketentuan hukum agama (s/ar i) dan cukup
hanya melakukan salah satu ketentuan hukum tersebut, pada umumnya
boleh dipilih, namun akibat hukum keduanya atau salah satunya dapat
tercapai. Dari pengertian ini, al-tadakhul mengandung pula makna
pengumpulan. Pengumpulan di sini dapat tercukupi dengan salah satu
akadnya, tanpa akad yang lain. Berbeda dengan kata murakkab, kedua akad
atau lebih bisa dipisahkan satu dari yang lainya. Keduanya digabungkan
menjadi satu transaksi tersendiri yang berakibat hukum pada objek transaksi

dengan akibat yang satu.

. Al-ikhtilat

Kata al-ikhtilat memiliki makna yang sama dengan kata al-jam 'u.
Al-ikhtilat berarti terhimpun, terkumpul, tadakhul, dan melebur. Kata
mukhtalit digunakan pula untuk menyebutkan akad murakkab. Keduanya
memiliki makna yang sama, hanya berbeda dari sisi kedalaman makna. Kata
murakkab lebih spesifik dan khusus untuk multi akad daripada kata
mukhtalit yang dapat pula mengandung arti lain. Jadi pada intinya, multi

akad merupakan gabungan dari beberapa akad yang terhimpun menjadi satu



49

akad, yang mana hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang

sebagai akibat hukum dari satu akad.
B. Ragam jenis hybrid contract

Ragam jenis hybrid contact (multiakad) menurut Al-‘Imrani yang menjadi
embrio hybrid contract ada lima, yaitu: al-‘uqud al-mutaqabilah, al-‘uqud al-
mujtami’ah, al-‘uqud al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanatiyah, al-
‘uqud al-mukhtalifah, dan al-‘ugud al-mutajannisah. Dalam konteks ini, menurut
‘Imrani, dua jenis akad yang pertama, al- ‘uqiid al-mujtami‘ah, dan al- ‘ugid al-
mutaqabilah, merupakan hybrid contact yang umum dipakai dibanding tiga jenis
akad yang lain. Berikut penjelasan dari lima jenis hybrid contact tersebut.

Akad jenis pertama al-‘ugqud al-mujtami’ah adalah multiakad yang
terhimpun dalam satu akad. Juga dua atau lebih akad yang terhimpun menjadi satu
akad. Seperti contoh, “Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang
lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu”. Multi akad ini
terjadi karena : 1) Terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda
didalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. 2) Dua akad yang berbeda
akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga. 3) Dua akad
dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik
dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

Akad jenis kedua, al- ‘ugiid al-mutagabilah (akad bergantung/ bersyarat)
adalah multiakad dalam bentuk bahwa akad kedua hadir untuk merespons akad
pertama. Kehadiran akad kedua dapat mengkonstruk kesempurnaan akad pertama,
dan karenanya, akad pertama bisa sempurna tergantung pada kesempurnaan akad

kedua melalui proses interdependensi.®*Dalam kajian fikih, jenis akad yang

61 Imam Malik b. Anas, al-Mudawwanah al-Kubrd, Vol. 4 (Beirut: Dar al-Sadir, 1323), 126.
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demikian telah lama dikenal, dan bahkan praktiknya pun cukup menghiasi realitas
banyak transaksi. Tidak sedikit ulama yang mengkaji tema ini baik tentang hukum
atau tentang model pertukarannya, misalnya, antara akad tabarru‘ dengan akad
tabarru’, antara akad mu ‘awadah (pertukaran) dengan akad tabarru, atau antara
akad pertukaran dengan akad pertukaran. Model akad yang demikian biasa
dikonsepsikan ulama dengan model akad bersyarat.®?

Akad jenis ketiga memuat tiga istilah yang berbeda yaitu al-uqud al-
mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah adalah akad yang berlawanan.
Ketiga istilah ini, al-mutanagidah, al-mutadadah, al-mutanafiyah, memiliki
kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaaan. Tetapi ketiga
istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanagidah mengandung arti
berlawanan, seperti pada contoh “seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu
lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu
itu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah”. Perkataan orang ini disebut
mutanaqidah, saling berlawanan. Dikatakan Mutanagidah karena antara satu
dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan.

Adapun yang dimaksud dengan mutanagidah adalah :

1. Dua hal yang tidak dapat terhimpun secara bersama (pada saat yang sama)
dan tidak pula dapat tiada pada saat yang sama, seperti hadirnya seseorang
dan ketidakhadirannya. Jika seseorang hadir, maka tidak hadirnya tiada,
begitu juga sebaliknya.

2. Dua hal yang saling bertolak belakang dan berlawanan, yang mana
kehadiran yang satu menuntut ketiadaan yang lainnya, begitu pula

sebaliknya. Contohnya, antara menyerahkan dan menarik.

62 al-‘Imrant, al- ‘Uqiid al-Maliyah, 57.
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Dua hal yang menafikan antara yang satu dan lainnya.

Definisi mutadadah secara bahasa diartikan sebagai dua hal yang tidak

mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Secara

istilah mutadadah diartikan :

a.

Dua hal yang tidak dapat terhimpun pada waktu yang sama, dan mungkin
dapat hilang keduanya meskipun ada perbedaan dalam hakekatnya, seperti
antara hitam dan putih.

Dua sifat yang saling mengganti pada satu objek, namun tidak saling
dipersatukan, seperti hitam dan putih.

Saling menerima dan saling menafikan secara umum dan dalam kondisi
tertentu, seperti hitam dan putih.

Sesuatu yang tidak akan dipersatukan dalam satu objek.

Sedangkan mutanafiyah secara bahasa diartikan sebagai menafikan, lawan

dari menetapkan. Mutanaftiyah secara istilah diartikan sebagai :

a.

Mustahilnya penyatuan dua hal dalam satu waktu pada satu objek, seperti
antara hitam dan putih, ada dan tiada.

Satu tempat (objek) dengan berbeda keadaan,baik karena kondisi bertolak
belakang, Seperti bergerak dan diam, atau kondisi berlawanan seperti
berdiri dan duduk.

Mustahilnya kemungkinan bertemunya dua hal yang bertolak belakang
dalam satu tempat, satu waktu, dan objek. Seperti, mustahilnya ada dan tiada
bersatu pada satu objek, satu waktu, dan tempat.

Ketiga istilah tersebut oleh para ulama dirumuskan menjadi:



1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Satu hal dengan satu nama tidak cocok, untuk dua hal yang berlawanan,
maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan
dalam satu akad.

Satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua yang berlawanan,
karena dua sebab yang saling tidak sah, dan menafikan pula.

Dua akad yang secara Praktik berlawanan dan secara akibat hukum
bertolak belakang tidak boleh dihimpun.

Haram terhimpunnya jual beli dan sarf dalam satu akad. Mayoritas
ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum
kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan
dan khiyar dalam jual beli, sedangkan dalam sarf, penundaan dan
khiyar tidak diperbolehkan.

Ada dua pendapat mengenai terhimpunnya jual beli dan zarah, dan jual
beli dengan sarf dengan imbalan (“iwad). Pertama, kedua akad batal
karena hukum dua akad berlawanan dan tidak ada perioritas satu akad
atas yang lain karenanya dua akad itu tidak sah. Kedua, sah kedua akad
dan imbalan dibagi untuk dua akad sesuai harga masing-masing objek
akad. Penggabungan ini tidak membatalkan akad.

Terhimpunnya dua akad atas objek yang memiliki harga berbeda dengan
satu imbalan ( ‘iwad), seperti sarf dan jual beli dan menjual barang yang
dinyatakan bahwa akad sudah mengikat sebelum serah terima,
hukumnya sah, karena keduanya dapat dimintakan imbalan sebagai

harga masing-masing. Oleh karena itu, kedua akad tersebut boleh
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dimintai imbalan secara bersamaan. Menurut pendapat yang lain tidak
sah, ketentuan hukumnya berbeda.®®

Pada intinya multi akad al-mutanagidah wa al-mutadadah wa al-
mutanatiyah adalah akad-akad yang tidak boleh terhimpun dalam satu akad.

Jenis akad keempat adalah al-ugud al-mukhtalifah / akad berbeda. Yang
dimaksud dengan hybrird contract yang mukhtalifah adalah terhimpunnya dua akad
atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat diantara kedua akad itu atau
sebagiannya.

Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad
sewa seharusnya ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya.
Contoh lain, akad 7jarah dan salam. Dalam salam, harga salam harus serahkan pada
saat akad (77 al-majlis), sedangkan dalam zjarah, harga sewa tidak harus diserahkan
pada saat akad. Perbedaan antara multiakad yang mukhtalifah dengan yang
mutanaqidah, mutadadah, dan mutanafiyah terletak pada keberadaan akad masing-
masing.

Akad kelima al-uqud al-mutajannisah, adalah akad-akad yang disusun
dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi didalam hukum dan akibat
hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri atas satu jenis akad seperti akad jual
beli dan akad jual beli, atau beberapa akad seperti jual beli dan sewa menyewa.
Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang
sama atau berbeda.

Varian hybrid contract lainnya yang lebih teknis dikemukakan oleh

agustianto, yaitu:%*

83 Ibid.
84 Agustianto, Fikih Mu’amalah ke-Indonesiaan, Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan
Syariah. (Jakarta: Igtishad Publishing, 2014), 90.
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1. Hybrid contract yang mukhtalitah (akad tercampur) yang memunculkan nama
baru, seperti bay’ istighlal, bay’ tawarruq, musharakah mutanaqisah dan bay’

wafa’. Penjelasannya sebagai berikut:

a. Jual beli Tawarrug percampuran 2 akad jual beli. Jual beli 1 dengan pihak
pertama, Jual beli kedua dengan pihak ketiga.

b. Musharakah Mutanagisah (MMQ). Akad ini campuran akad shirkah inan
dengan 7jarah dan jual beli. Percampuran akad-akad ini melahirkan nama
baru, yaitu musharakah mutanagishah (MMQ). Substansinya hampir sama
dengan IMBT, karena pada akhir periode barang menjadi milik nasabah,
namun zjarah nya berbeda, karena transferof tittle ini bukan dengan janji
hibah atau beli, tetapi karena transfer of tittle yang mutanagisah, karena itu
sebutannya sjarah saja, bukan IMBT.

C. Bay’wafa’ adalah percampuran (gabungan) 2 akad jual beli yang melahirkan
nama baru. Pada awal kelahirannya di abad 5 hijriyah, akad ini merupakan
multi akad (hybrid), tetapi dalam proses sejarah menjadi 1 akad, dengan
nama baru yaitu bay wafa’.

2. Hybrid contract yang mujtami’ah dengan nama akad baru, tetapi menyebut
nama akad yang lama, seperti sewa beli (bay’ at-ta’jiri), Lease and purchase.
Contoh lain ialah mudarabah mushtarakah pada life insurance dan deposito bank
syariah.

Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan wad7 ah dan
mudarabah pada Bilyet Giro, yang biasa disebut tabungan dan giro Automatic

Transfer mudarabah dan wadi’ah. Nasabah mempunyai 2 rekening dapat pindah

secarah otomatis jika salah satu rekening membutuhkan.
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3. Hybrid contract, yang akad-akadnya tidak bercampur dan tidak melahirkan
nama akad baru. Tetapi nama akad dasarnya tetap ada dan eksis dan
dipraktekkan dalam suatu transaksi. Contohnya :

a. Kontrak akad pembiayaan take over pada alternatif 1 dan 4 pada fatwa DSN
MUI No 31/2000.

b. Kafalah wa al- ijarah serta garddan ijarah pada kartu kredit.

C. Katalah wa al- ijarah pada letter of credit, bank garansi, pembiayaan multi
jasa / multi guna, kartu kredit.

4. Hybrid contract yang mutanagidah (akad-akadnya berlawanan). Bentuk ini
dilarang dalam syariah. Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman
(bay’ wa salaf). Contoh lain, menggabungkan gard wa ifjarah dalam satu akad.
Kedua contoh tersebut dilarang oleh nas shariah, yaitu hadit Rasulullah Saw.
Contoh lainnya menggabungkan gard dengan janji hadiah. Larangan ini dapat
membawa ke riba.

5. Hybrid contract yang ta’allug/mutagabiah (akad-akadnya mengandung riba).
Bentuk ini juga terlarang dalam syariah, seperti jual beli bersyarat dengan
menggabungkan bay’ dan garddalam satu transaksi secara convenan. Seperti ““si
A meminjamkan uang kepad si B 4 juta, dengan syarat si B harus membeli laptop

si A”. Larangan ini karena akad pinjaman digantung dengan akad jual beli.

C. Pandangan Ulama tentang Hybrid Cotract.

Para Ulama berbeda pandangan mengenai hukum hybrid contract. Terdapat
ulama yang membolehkan, dan terdapat pula ulama yang tidak membolehkan.
Berikut penulis paparkan pendapat para ulama yang pro dan kontra hybrid contract:

1. Pendapat yang pro hybrid contract
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Ulama yang membolehkan hybrid contract yaitu Imam Al-Syahab dari
mazhab Maliki, Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Dasar pembolehan
hybrid contract yaitu:

a. Q.S.al-Maidah ayat 1

o 1531 5t <30 e
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”®
Dari ayat tersebut, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan agar orang
yang beriman memenuhi akad antar mereka. Artinya, secara prinsip semua
akad diperbolehkan oleh Allah dan orang mukmin wajib memenuhi akad
itu.

b. Q.S. al-Nisa ayat 29

Ban I 2 55 0,5 31 ) ey oK Kt o8 gl cp0 e

“Hai orang-orang yang beriman, jalan yang batil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka antara kamu”

Dari ayat tersebut, dapat diketahui bahwa dalam perdagangan
disyaratkan suka sama suka. Hal ini menjadi dasar kehalalan memperoleh
suatu. Atas dasar inilah hukum asal dari akad adalah kebolehan.%

c. Q.S. al-Bagarah ayat 275
G 5 @ s

“....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”®’

%5 Tim Penyusun, Al-Qur’an Dan Terjemahan, (Jakarta:Kementerian Agama RI, 2000), 142.
% Ibid., 108.
87 Ibid., 59.
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Ayat ini menjelaskan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba. Berdasarkan ayat ini juga, dapat diketahui bahwa segala macam jual
beli itu diperbolehkan selama belum ada dalil yang mengharamkan jual beli.

d. Kaidah fikih:%®
£ F o s 3 ST sy alaw g Y
“Hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang
menunjukkan keharamannya.”

Berdasarkan kaidah tersebut, diketahui bahwa penggabungan dua akad atau
lebih dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang
melarang hybrid contract, tidak dipahami sebagai larangan mutlak, melainkan
karena larangan yang disertai unsur keharaman seperti gharar dan riba. Al-Syatibi
menyebutkan bahwa hukum asal dari ibadah adalah melaksanakan (za ‘abbud) apa
yang diperintahkan dan tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal
dari muamalah adalah mendasarkan substansinya bukan terletak pada praktiknya
(iltifat ila ma’ani). Dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau
perubahan atas apa yang telah ditentukan, sementara dalam bidang muamalah
terbuka lebar kesempatan untuk melakukan perubahan dan penemuan baru karena
prinsip dasarnya adalah diperbolehkan bukan melaksanakan.®®

Kalangan Malikiyah dan Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa hybrid contract
merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan

selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya

%8 A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan
Masalah (Jakarta: Kencana, 2007), 130.
8 Al-Zuhaili, Usul al-Figh al-Islami, 871.
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adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama
dan bermanfaat bagi manusia.”

Menurut Nazih Hammad, hukum asal dari shara’ adalah bolehnya
melakukan transaksi hybrid contract, selama setiap akad yang membangunnya
ketika dilakukan sendiri-sendiri hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang
melarangnya. Ketika ada dalil yang melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan
secara umum, tetapi mengecualikan pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu.
Karena itu, kasus itu dikatakan sebagai pengecualian atas kaidah umum yang
berlaku yaitu mengenai kebebasan melakukan akad dan menjalankan perjanjian
yang telah disepakati.’*

Ibnu Qayim sebagaiman yang dikutip oleh Hasanudin menyatakan bahwa
hukum asal dari akad dan syarat adalah sah, kecuali yang dibatalkan atau dilarang
oleh agama. Karena hukum asalnya adalah boleh, maka setiap akad dan syarat yang
belum dijelaskan keharamannya oleh Allah tidak bisa dinyatakan sebagai haram.
Allah telah menjelasakan yang haram secara rinci, karenanya setiap akad yang
dinyatakan haram harus jelas keharamannya seperti apa dan bagaimana. Tidak
boleh mengharamkan yang telah dihalalkan oleh Allah atau dimaafkan, begitu pula
tidak boleh menghalalkan yang telah diharamkan oleh-Nya.

Al-‘Imrani menyebutkan bahwa penghimpunan dua akad diperbolehkan
apabila tidak ada syarat di dalamnya dan tidak ada tujuan untuk melipatkan harga

melalui gard. Seperti seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain, lalu

70 Ibn al-Taymiah, Al-Aqd (Mesir: Al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1968), 57.

"l Hammad, al ‘Ugud alMurakkabah, 8.

2 Hasanudin, “multi akad dalam transaksi syariah kontemporer pada lembaga keuangan syariah di
Indonesia,” https://academia.edu/document/multi akad dalam transaksi syari’ah kontemporer pada
lembaga keuangan di Indonesia; diakses tanggal 19 Desember 2018.
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beberapa waktu kemudian ia menjual sesuatu kepadanya padahal ia masih dalam
rentang waktu gard tersebut. Yang demikian hukumnya boleh.”™

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hukum kebolehan hybrid
contract dikembalikan ke hukum asal akad, selama akad-akad yang
membangunnya merupakan akad-akad yang dihalalkan, tidak bertentangan dengan
agama dan bermanfaat bagi manusia, juga tidak ada dalil yang mengharamkan
hybrid contract.

2. Pendapat yang kontra hybrid contract

Ulama yang kontra hybrid contract yaitu pendapat Ulama Madzhab Hanafi,
pendapat Ulama Madzhab Maliki, pendapat Ulama Madzhab Syafi’i, pendapat
Ulama Madzhab Hambali. Hasanudin menyebutkan bahwa menurut para ulama
tersebut dasar diharamkannya hybrid contract karena:’*

a. Hybird contract dilarang karena nas agama. Adapun nas yang melarang

hybrid contract adalah:

1) Hadith yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hazam RA
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Dari ‘Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya Ra, dia berkata
Nabi saw bersabda, “tidak halal menghutangkan sekaligus menjual, tidak
halal ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, dan tidak halal
mengambil keuntungan dari barang yang tidak dapat dijamin, juga tidak
halal menjual sesuatu yang bukan milikmu”. (HR. al-Khamsah, hadith ini
disahkan oleh Al-Tirmidhi, lbnu Khuzaimah dan al-Hakim).”

Hadith ini mencakup empat bentuk transaksi jual beli yang dilarang :"®

3 Al-Imrani, al-uqud al-maliyah, 180.

"4Hasanudin, Multi akad, 18.

"SMuhammad bin Isa, Sunan al-Tirmidhi, 525.

"5Muhammad bin Ismail, Subul al-Sa/am, Cet Il (Bairut: Dar al-Hadith, t.th), 21.
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b)

60

Menghutangkan sekaligus menjual, Konkritnya adalah seperti orang yang
ingin membeli suatu barang dengan harga lebih mahal dari harga yang
semestinya. Hal ini karena pembayarannya ditangguhkan sampai waktu
yang disepakati. Sementara dia memahami bahwa transaksi itu tidak
boleh dilakukan, maka dia pun mensiasatinya dengan cara meminjam
uang sejumlah harga barang tersebut, lalu uang tersebut digunakan untuk
membeli barang tadi secara tunai.

Adanya 2 syarat dalam 1 transaksi jual beli. Ulama berbeda pendapat
dalam menafsirkan maksud dari hal itu. Ada yang mengatakannya, ia
adalah transaksi jual beli dimana penjual mengatakan kepada pembeli,
“Saya jual barang ini kepadamu dengan harga sekian jika tunai dan
dengan harga sekian jika tempo (dibayar kemudian). Ada yang
mengatakan, mana kala penjual menjual barangnya lalu mensyaratkan
kepada pembeli agar tidak menjual barang tersebut dan tidak
menghibahkannya. Ada juga yang mengatakan, ia adalah transaksi jual
beli dimana penjual saya jual barang saya dengan harga sekian dengan
syarat kamu harus menjual barangmu yang itu kepada saya dengan harga
sekian.

Sabda beliau saw, “tidak halal mengambil keuntungan dari barang yang
dapat dijamin”, Ada yang mengatakan bahwa maksudnya adalah sesuatu
(barang) yang belum dimiliki penjual. Seperti barang gasab (barang orang
yang diambil secara paksa) ia adalah bukan milik orang yang
mengambilnya secara paksa itu dan bila dia menjualnya lalu mendapatkan
keuntungan darinya, maka keutungan tersebut tidak halal. Ada juga yang

mengatakan bahwa maksudnya adalah selama barang yang mau dijual itu
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belum ada ditangannya. Hal ini karena barang sebelum diterima adalah
diluar tanggung jawab pembeli, sehingga barang tersebut rusak atau
hilang, maka resiko ditanggung penjual.

d) Sabda beliau saw, “tidak halal menjual sesuatu yang bukan
milikmu”,ditafsirkan oleh hadith Hakim bin Hazam yang diriwayatkan
oleh Abu Dawud dan Al-Nasai bahwa Hakim bin Hazam berkata “saya
berkata, “wahai Rasulullah ada seseorang mendatangi saya untuk
membeli sesuatu yang tidak saya miliki, lalu saya membelinya di pasar,
beliau bersabda “jangan kamu menjual sesuatu yang tidak kamu miliki”,
hadit ini menunjukkan bahwa tidak boleh menjual sesuatu yang bukan
miliknya secara utuh.

2) Nas lain yang melarang hybrid contract adalah tiga hadith nabi yang
cukup terkenal dan selama ini yang menjadi pedoman bagi sebagian
ulama khususnya di Indonesia, yaitu:

a) Hadith tentang bay’ dan salaf,

"Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman".
(HR. Ahmad)””

Ibnu Qayyim sebagaimana dikutip oleh Hasanudin, menyebutkan
bahwa Nabi melarang hybrid contracts antara salaf (memberi pinjaman
atau Qard) dan jual beli, meskipun kedua akad itu jika berlaku sendiri
sendiri hukumya boleh. Larangan menghimpun salaf dan jual beli dalam
satu akad untuk menghindari dari riba yang diharamkan. Hal itu terjadi

karena seseorang meminjamkan (gard) seribu, lalu menjual barang yang

" lmam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal, Musnad Ahmad, j. 2cet. ke-3(Beirut: Dar al-lhyai al-
Turéts al-'Arabi, 1414 H), 178.
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bernilai delapan ratus dengan harga seribu. Dia seolah memberi seribu dan
barang seharga delapan ratus agar mendapatkan bayaran dua ribu. Disini
ia memperoleh kelebihan dua ratus.’

b) Dua akad jual beli dalam satu akad.

Dan darinya, dia berkata: Nabi saw telah melarang adanya dua jual
beli dalam satu jual beli.” (HR. Ahmad dan al-Nasai).”

Imam Syafi’i mengatakan bahwa hadith tersebut mempunyai dua
penafsiran :%

1) Yakni dengan mengatakan saya menjual barang ini kepadamu
dengan harga Rp.2000 bila secara hutang, dan dengan harga
Rp.1000 bila secara kontan. Mana saja yang kau suka, silahkan
ambil. Transaksi seperti ini rusak karena tidak jelas dan bersyarat.

2) Dengan mengatakan saya jual budak saya kepadamu dengan syarat
kamu harus menjual kudamu kepada saya.

Alasan dilarangnya transaksi pada kasus pertama adalah tidak
adanya ketetapan harga dan adanya unsur riba. Ini menurut pendapat yang
melarang, menjual sesuatu dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang
berlaku pada hari transaksi dilakukan hanya karena pembayaran dilakukan
kemudian hari (kredit). Dan pada kasus kedua karena faktor yang dikaitkan
transaksi dengan syarat mendatang yang mungkin terjadi atau mungkin
tidak, sehingga kepemilikannya jadi tidak pasti. Sabda beliau, “maka
baginya harga yang murah atau riba.” Maksudnya, apabila dia melakukan

hal tersebut berarti dia telah melakukan satu dari dua perkara, berupa

8 Hasanudin, Multi Akad, 19.
7 Muhammad bin Ismail, Subul al- Salam, 20.
80 |bid., 21.
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pengambilan harga yang termurah atau riba yang menjadi penguat
penafsiran pendapat pertama.
¢) Dua transaksi dalam satu transaksi

“Nabi melarang dua transaksi dalam satu akad’®!

Dari hadith tersebut, dapat dipahami bahwa Nabi melarang 3 bentuk
hybrid contract, yaitu hybrid contract dalam jual beli dan pinjaman, dua
akad jual beli dalam satu akad, dan dua transaksi dalam satu transaksi.
Sebab pelarangan pada bentuk hybrid contract tersebut, dikarenakan dapat
terjadi unsur spekulasi dan riba.

b. Hybird contract sebagai Ailah riba

Hybird contract yang menjadi filah riba dapat terjadi melalui kesepakatan
jual beli ‘inah atau sebaliknya dan zilah riba fadl. Ailah riba pada kesepakatan jual
beli inah adalah menjual suatu barang dengan harga seratus secara cicil dengan
syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga delapan
puluh secara tunai. Pada transaksi ini terlihat seolah ada dua akad jual beli, padahal
merupakan Ailah riba dalam pinjaman. Secara empiris Ailah riba dalam riba fadl
adalah seseorang menjual 2 kg beras dengan harga Rp. 10.000 dengan syarat bahwa
ia dengan harga yang sama mendapatkan beras yang lebih banyak atau lebih sedikit
dari pembeli.
c.  Hybird contract menyebabkan jatuh ke riba

Setiap hybird contract yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba,

hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh.

8 |bn Hajr al-Asqalani, Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ahkam, (e-book pustaka al-hidayah)
versi-2.0.
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Penghimpunan beberapa akad yang hukumnya asalnya boleh namun membawanya

kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang.

d. Hybird contract terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak

belakang atau berlawanan

Kalangan Ulama Malikiyah mengharamkan multi akad antara akad-akad

yang berbeda ketentuan hukumnya dan atau akibat hukumnya saling berlawanan

atau bertolak belakang. Larangan ini didasari atas larangan Nabi menggabungkan

akad salaf dan jual beli. Dua akad ini mengandung hukum yang berbeda. Jual beli

adalah kegiatan yang identik dengan untung dan rugi, sedangkan salaf adalah

kegiatan sosial yang identik dengan kasih sayang serta tujuan mulia. Karena itu,

Ulama Malikiyah melarang multi akad dari akad-akad yang berbeda hukumnya,

seperti antara jual beli dengan ju’alah, sarf, musaqah, shirkah, gard, atau nikah.
Siddig al-jawi menyebutkan bahwa selain karena adanya nas (yang

melarang adanya hybird contract), Aybrid contract juga dilarang karena sebab-

sebab berikut :82

1) Kaidah fikih al-as/u fi al-mu’amalat al-ibahah tidak tepat dijadikan dasar
pembolehan hybrid contract. Kaidah tersebut merupakan cabang dari
kaidah lainya artinya hukum asal segala sesuatu itu boleh selama tidak ada
dalil yang mengharamkan.Kaidah ini hanya berlaku untuk benda, tidak
dapat diberlakukan pada mu’amalah.
2) Kaidah fikih al-as/u fi al-mu’amalat al-ibahah juga bertentangan dengan nas

shara’, sehingga tidak boleh diamalkan.

82 Shiddig Al-Jawi, “Criticism Of Hybrid Contract(al- ‘Ugud Murakkabah), Makalah, 2”,
https://hizbut tahrir.or/criticism of hybrid contract; diakses tanggal 1 Oktober 2018.
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3) Pendapat yang menyatakan bahwa penggabungan akad hybrid contract
hanya haram jika disertai unsur keharaman, tidak dapat diterima. Sebab dalil
dalil yang melarang penggabungan akad bersifat mutlak. Artinya, baik
disertai keharaman maupun tidak, penggabungan akad tetap haram. Dari
paparan tersebut, dapat diketahui bahwa hybrid contract di haramkan karena
sebab-sebab berikut :

a) Adanya hadith yang menyatakan larangan hybrid contract.

b) Adanya kekhawatiran dijadikan hybrid contract sebagai Ai/ah riba yang

menyebabkan jatuh ke riba.

c) Adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh

kalangan Ulama yang membolehkan hybrid contract

d) Adanya penolakan terhadap hybrid contract dikatakan haram jika

disertai unsur keharaman.

e) Akad-akad yang terhimpun dalam hybrid contract mempunyai akibat

hukum yang bertolak belakang atau berlawanan.

Meski ada hybrid contract yang diharamkan, namun menurut penulis
prinsip dari hybrid contract adalah boleh, hukum dari hybrid contract dianalogikan
dengan hukum akad yang membangunnya. Artinya setiap mu’amalah yang terdiri
dari beberapa akad, hukumnya halal selama akad-akad yang membangunya adalah
boleh. Membolehkan praktik hybrid contract bukan berarti membolehkan secara
bebas, tetapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati. Batasan-batasan itu
antara lain yang tidak mengandung hiaah riba, seperti bay al-‘inah; yaitu menjual
sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya
kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Pada transaksi

ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan Ai/ah riba dalam
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pinjaman (gard), karna objek semu dan tidak faktual dalam akad ini. Sehingga
tujuan dan manfaat dalam jual beli yang ditentukan dalam syariat tidak ditemukan
dalam transaksi ini.

Ketentuan dibolehkannya hybrid contract dalam transaksi perbankan
syariah, selaras dengan pandangan Ulama Malikiyah dan Ibn Taimiyyah dengan
sebuah pernyataan bahwa hybrid contract merupakan jalan keluar dan kemudahan
yang diperbolehkan dan diisyaratkan selama mengandung manfaat dan tidak
dilarang agama. Karena hukum asal sahnya syarat syarat dalam semua akad adalah
tidak bertentangan dengan nas dan bermanfaat bagi manusia.®

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional juga
membolehkan penggunaan hybrid contract dalam industri keuangan syariah di
Indonesia, melalui beberapa fatwa diantaranya fatwa Nomor 27/DSN-
MUI/NI/2002 tentang Zjarah Muntahiya Bi al-Tamlik, adalah akad hybrid
didalamnya ada #jarah, wa’ad dan hibah. Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-
MUI/X1/2008 tentang Musharakah Mutanagisah, yang terdiri dari akad
musharakah, dan bay’, serta ijarah

Senada dengan Majlis Ulama Indonesia, AAOIFI (Accounting And
Auditing Organization of Islamic Financial), sebagai lembaga internasional yang
menjadi rujukan dalam bidang akuntansi dan audit keuangan syariah bagi lembaga
keuangan di seluruh dunia, sebagaimana dikutip oleh ismail, pada Tahun 2007 telah
memberikan resolusi bahwasanya seluruh bentuk penggabungan akad (hybrid

contract) diperbolehkan, asalkan akad satu dengan akad lainnya terpisah, kecuali

8 Al-‘Imrani, Al- ‘ugid al-Maliyah al-Murakkabah, 74-75.
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penggabungan akad jual beli dengan hutang. AAOIFI memberikan peraturan

penggabungan akad sebagai berikut:3

1)

2)

3)

4)

Penggabungan akad tidak boleh menggabungkan akad yang telah jelas
dilarang dalam syariah, seperti penggabungan jual beli dengan hutang dalam
satu akad.

Penggabungan akad tidak boleh digunakan sebagai trik untuk menghalalkan
riba atau bunga, seperti perjanjian jual dan beli kembali (sale and buy back
agrrement) antara dua pihak (bay’, ‘inah atau riba fad).

Penggabungan akad tidak boleh digunanakan sebagai alat untuk riba,
misalnya kreditur meminjamkan uang supaya bisa mendapatkan hadiah dari
debitur atau memberikan kesubhatan lainnya, seperti uang pelicin dan
lainnya.

Penggabungan akad tidak boleh dikontradiksikan dengan esensi akad
tersebut, seperti akad mudarabah tidak boleh ada garansi profit dengan
memakai akad hibah yang dijamin atau penggabungan, penukaran mata

uang asing dengan bay’ al-salam dengan ju’alah.®’

D. Kajian Musharakah Mutanaqgisah

1.

Konsep Musharakah Mutanaqgisah

Musharakah Mutanagisah merupakan produk turunan dari akad

Musharakah, yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih. Pengertian

Musharakah atau Shirkah secara bahasa berarti al-ikAtilat, penggabungan atau

pencampuran. Menurut ulama figh, shirkah secara istilah adalah penggabungan

8 Ibid., 528.
8 Ismail Nawawi, Keuangan Islam (Sidoarjo: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2015), 528.
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harta untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya berupa keuntungan atau kerugian
dibagi bersama.®

Menurut bahasa Arab, Shirkah berasal dari kata sharika (fi’il madh),
yashruku (fi’il mudari’), sharikan/shirkatan/sharikatan, yang berarti menjadi
sekutu atau serikat.®” Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri,
musharakah berarti serikat dagang, perseroan, dan persekutuan.®® Sementara dalam
pembahasan Kitab Figh al-Islam wa Adillatuh, shirkah ialah bercampurnya suatu
harta dengan harta yang lain. Selanjutnya shirkah dimashurkan oleh Jumhur Ulama
sebagai transaksi khusus, meskipun tidak terjadi pencampuran kedua harta, karna
terjadinya percampuran harta tersebut disebabkan oleh transaksi.®

Adapun menurut istilah definisi shirkah adalah kerjasama antara dua orang
atau lebih dalam sebuah usaha serta konsekuensi kuntungan dan kerugiannya
ditanggung secara bersama.®® Dengan kalimat lain, Shirkah merupakan tindakan
hukum di antara pihak yang melakukan kerjasama untuk menjalankan usaha
berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai kesepakatan mereka.’* Dalam Pasal 2618
KUH Perdata disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persekutuan (shirkah)
adalah persetujuan dua orang atau lebih mengikat dirinya untuk memasukkan
sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi sesuatu dalam
persekutuan.®?

Shirkah menurut fikih mu’amalah terbagi menjadi dua, yaitu shirkah am/ak

(kerjasama harta) dan shirkah ugud (kerjasama transaksi). Dalam shirkah yang

86 Sayid Sabiq, Figh al-Sunnah, Vol 3 (Beirut: Dar al-Fath al-‘Alami al-Arabi, 2000), 202.

87 Warson, kamus, 312.

8 https://kbbi.web.id/musharakah, 234; dikases Tanggal 1 ktober 2018.

8 Wahbah Al-Zuhaili, al-Figh al-Zs/am Wa Adillatuh Jilid 5 (Jakarta: Dar al Fikr, 2011), 441.
% Abdul Rahman Ghazaly, Gufron lhsan, Sapiudin Shidiq, Fikih AMu’amalah (Jakarta: Kencana,
2010), 127.

%1 Burhanuddin, Hukum Kontrak Syariah (Yogyakarta:BPFE, 2009), 102.

92 | ihat Pasal 2618 KUH Perdata
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disebabkan oleh transaksi perjanjian terdapat tiga macam, di antaranya : Pertama,
shirkah ‘inan yaitu persekutuan dalam pengelolaan modal, yang kemudian
dikembangkan oleh industri perbankan sebagai bentuk akad sehingga pada
perkembangannya disebut musharakah. Kedua, shirkah wujuh yaitu persekutuan
atas tanggungan. Ketiga, shirkah a’mal yaitu persekutuan menggunakan keahlian
dalam pekerjaan.®®

Terminologi musharakah yang digunakan dalam pembahasan diatas
merupakan shirkah ‘inan, persekutuan dalam mengelola modal dengan ketentuan
syarat yang disepakati. Shirkah ‘inan ini pula yang berlaku dalam industri keuangan
syariah. Sebab persekutuan yang lainnya berupa pertanggungan atau pekerjaan
tidak dapat diberlakukan di bidang keuangan.

Terminologi musharakah tersebut diatas, dalam produk KPR dikaitkan
dengan istilah mutanagisah yaitu kata yang berasal dari tanagasa-yatanaqasu-
tanaqusan-mutanaqgisan yang memiliki arti mengurangi secara bertahap. Sehingga
penyebutan musharakah mutanagisah ialah bentuk kerjasama antara dua pihak atau
lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Kerjasama ini akan mengurangi
hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah.
Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan
yang lain. Bentuk kerjasama ini berkahir dengan pengalihan hak salah satu pihak
kepada pihak yang lain. %

Terminologi musharakah mutanagisah menurut para fuqaha’ antara lain

sebagai berikut :

9 Al-Zuhaili, Figh al-Zs/am , 443-449.
% Ibid., 48.
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Pendapat ulama’ Ibn Qudamah, yang dimaksud dengan musharakah

mutanagisah adalah *°:

gjﬁéﬁfaubu/ i U&;JMJ\A;-\LS \ij

Apabila salah satu dari dua yang bermitra (sharik) membeli porsi bagian
(hisah) dari sharik lainnya, maka hukumnya boleh, karena sebenarnya ia membeli
milik pihak lain.

Pendapat ulama’ Ibn ‘Abidin, yang dimaksud dengan musharakah

mutanagisah adalah :

S S350 3 Y Y s 0 3 K3 s p g

Apabila salah satu dari dua orang yang bermitra (sharik) dalam
(kepemilikan) suatu bangunan menjual porsi (Aisah)-nya kepada pihak lain, maka
hukumnya tidak boleh, sedangkan (jika menjual porsinya tersebut) kepada sharik-
nya, maka hukumnya boleh.%

Pendapat ulama Wahbah al-Zuhaily,®” yang dimaksud dengan musharakah

mutanaqisah adalah:
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Musharakah mutanagisah ini dibenarkan dalam syariah, Kkarena
sebagaimana ijarah Muntahiyah bi Al-Tamlik bersandar pada janji dari bank kepada
mitra (nasabah)-nya bahwa Bank akan menjual kepada mitra porsi kepemilikannya
dalam shirkah apabila mitra telah membayar kepada bank harga porsi bank tersebut.
Di saat berlangsung, musharakah mutanagisah tersebut dipandang sebagai shirkah
‘inan, karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi ra’su al-mal, dan bank
mendelegasikan kepada nasabah-mitranya untuk mengelola kegiatan usaha. Setelah
selesai shirkah bank menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada mitra, dengan

% Ibn Qudamah, Al-Mughni, Juz V (Berut: Dar Al-Fikr, t.th), 173.

% Ibn < Abidin, Rad al-Mukhtar Juz |11 (Berut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyah,t.th), 365.

% Wahbah al-Zuhaily, A/-Mu’amalah Al-Maliyah Al-Mu’asirah (Beirut: Dar Al-Kutub Al-
‘Iimiyah, t.th), 436-437.



ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terkait dengan
akad shirkah.

Pendapat ulama’ Kamal Taufiq Muhammad Khatab, yang dimaksud

dengan musharakah mutanagisa adalah °:
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Mengingat bahwa sifat (tabiat) musharakah merupakan jenis jual-beli
karena musharakah dianggap sebagai pembelian suatu porsi hisah secara musa
(tidak ditentukan batas-batasnya) dari sebuah pokok, maka apabila salah satu mitra
(sharik) ingin melepaskan haknya dari shirkah, maka ia menjual Aisah yang
dimilikinya itu, baik kepada pihak ketiga maupun kepada sharik lainnya yang tetap
melanjutkan musharakah tersebut.

Pendapat ulama Nuruddin Abdul Karim Al Kawamilah, yang dimaksud

dengan musharakah muatanaqgisah adalah
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Studi ini sampai pada kesimpulan bahwa musharakah mutanagisah
dipandang sebagai salah satu macam pembiayaan musharakah dengan bentuknya
yang umum, terdiri atas beberapa ragam dan macam yang berbeda-beda. Dilihat
dari sudut kesinambungan pembiayaan, musharakah terbagi menjadi tiga macam:
pembiayaan untuk satu kali transaksi, pembiayaan musharakah permanen, dan
pembiayaan musharakah mutanaqisah.

Sedangkan menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,

musharakah mutanagisah adalah mushazakah atau shirkah yang kepemilikan aset

98 Kamal Taufiq Muhammad Khattab, Dirasat Iqtisadiyyah Islamiyyah, Jilid 10, Vol. 11 (Jurnal
Igtishadiyah, Muharram 1434), 48. _ ~

9 Nuruddin Abdul Karim Al-Kawamilah, A/-Musharakah Al-Mutanagisah wa Tathbiqatuha Al-
Mou’asirah, (Yordan: Dar al-Nafa’is, 2008), 133.
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(barang) atau modal salah satu pihak (sharik) berkurang disebabkan pembelian
secara bertahap olehpihak lainnya.®®

PSAK 106 menerangkan  Musharakah Muatanaqgisah (diminishing
partnership) adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk
kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana kerjasama ini akan mengurangi hak
kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak
kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atas
hak kepemilikan yang lain.

Dari paparan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akad musharakah
mutanaqisah adalah sebuah akad musharakah dengan ketentuan bagian dana salah
satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian
dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain akan menjadi pemilik
penuh usaha tersebut. Gambaran ini apabila dilihat dari segi nasabah, jumlah barang
modal yang dimiliki oleh nasabah semakin lama semakin bertambah karena
membeli barang modal milik bank secara berangsur; oleh karena itu, shirkah ini
dari segi nasabah bukan musharakah mutanagisah, tetapi musharakah ziyadah (
bertambah).

E. Rukun dan Syarat musharakah mutanaqisah

Sebagai produk perbankan dan produk yang berlandaskan hukum syariah,
musharakah mutanagisanh memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara
bahasa, rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,

sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan

100 Fatwa DSN MUI No: 73/DSN-MUI/X1/2008
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dilakukan. Dalam syariah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau
tidaknya suatu transaksi.'%

Menurut T.M. Hasbi As-Shaddiqy, yang dikutip oleh azhar basyir
menyatakan ada empat komponen rukun yang harus dipenuhi untuk terbentuknya
suatu akad yaitu al-‘agidain, mahal al-‘aqd, maudhu’ al- ‘agd dan sighat al-aqd,
keempat rukun tersebut merupakan unsur-unsur penegak akad atau mugawimat al-
‘aqd. Secara rinci dapat dijelaskan sebagaimana berikut:12

1. Subjek perikatan (al- ‘agidain), al-agidain adalah para pihak yang melakukan
akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertentu berupa akad
(perikatan), dari sudut hukum adalah sebagai subjek hukum. Subjek hukum
sebagai pelaku perbuatan hukum seringkali diartikan sebagai pihak
pengemban hak dan kewajiban, yang terdiri dari dua macam yaitu manusia
dan badan hukum.

2. Objek perikatan (mahal al-’agd) Mahal al- ‘aqd adalah sesuatu yang dijadikan
objek akad dan dikarenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk
objek akad dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud.
Syarat yang harus dipenuhi dalam mafal al-‘agd adalah: pertama, objek
perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan, perikatan yang objeknya tidak
ada adalah batal, misalnya menjual anak hewan yang masih dalam perut
induknya atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Kedua, objek perikatan
dibenarkan oleh syariah, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah
memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Ketiga, objek akad harus jelas dan

dikenali, benda (barang atau jasa) yang menjadi objek perikatan harus jelas

101 GemalaDewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia ( Jakarta: Prenada Media, 2005), 49-50.
102 Ahmad AzharBasyir, Asas-Asas Hukum Muamalat (HukumPerdata Islam) (Yogyakarta:
Ul Press, 2000), 99-100.
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dan diketahui oleh ‘ agid, hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalah pahaman

diantara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Keempat, objek dapat

diserah terimakan, artinya objek dapat diserahkan pada saat akad terjadi, atau

pada waktu yang telah disepakati. Disarankan objek perikatan berada dalam

kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk diserahkan kepada pihak kedua.

. Tujuan perikatan (maud’u al-agd) adalah tujuan dan hukum suatu akad

disyariatkan untuk tujuan tersebut. Dalam buku Asas-asas Hukum Muamalat

(Hukum Perdata Islam), syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan

akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu sebagai berikut :

a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak
yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.

b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan
akad.

c) Tujuan akad harus dibenarkan shara’.

. Iljab dan Qabul (sighat al- ‘agd), shighat al- ‘aqd adalah suatu ungkapan para

pihak yang melakukan akad berupa ijab dan gabul. Iljab adalah suatu

pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau

tidak melakukan sesuatu. Qabuladalah suatu pernyataan menerima dari pihak

kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama. Para ulama figih

mensyaratkan tiga hal dalam melakukan jjab dan gabul agar memiliki akibat

hukum, yaitu sebagai berikut:

a) Jala’ al-ma’na, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas,
sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.

b) Tawafuq yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan kabul
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c) Jazm al-iradataini yaitu antara jjab dan kabul menunjukkan kehendak

para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. Teknis zjab dan

gabul dapat dilakukan dengan empat cara sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Lisan, para pihak mengungkapkan kehendaknya dalam bentuk
perkataan secara jelas.

Tulisan, adakalanya suatu perikatan dilakukan secara tertulis. Hal ini
dapat dilakukan oleh para pihak yang tidak dapat bertemu secara
langsung dalam melakukan perikatan, atau untuk perikatan-
perikatan yang sifatnya lebih sulit, seperti perikatan yang dilakukan
oleh suatu badan hukum, yang digunakan sebagai alat bukti tertulis
terhadap orang-orang yang bergabung dalam suatu badan hukum
tersebut.

Isyarat, suatu perikatan tidaklah hanya dilakukan oleh orang-orang
normal, orang cacat pun dapat melakukan suatu perikatan (akad).
Apabila cacatnya adalah tuna wicara maka akad dapat dilakukan
dengan isyarat, asalkan para pihak yang melakukan perikatan
tersebut memiliki pemahaman yang sama.

Perbuatan, seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat,
Kini perikatan dapat dilakukan dengan cara perbuatan saja, hal ini
dapat disebut ta’ati atau mu’atah (saling memberi dan menerima).
Adanya perbuatan memberi menerima dari para pihak yang telah
saling memahami perbuatan perikatan tersebut dengan segala
konsekuensinya (akibat hukumnya).

Para pihak (al-‘agidain). Dalam musharakah mutanaqisah, para

pihak juga disebut syarik atau pihak yang melakukan akad syirkah
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(musharakah). Adapun syarat khususnya yaitu para pihak dalam
keadaan dewasa dan mampu melaksanakan perjanjian, sebab ini
adalah perjanjian dalam sekala besar.1%3

Selain komponen rukun, akad musharakah mutanagisah mempunyai
komponen syarat yang meliputi :1%4

a) Para pelaku dalam musharakah mutanagisah harus cakap hukum dan

baligh

b) Modal musharakah mutanagisah harus diberikan secara tunai.

c) Modal yang sudah diserahkan oleh setiap mitra harus dicampur, tidak

boleh dilakukan pemisahan untuk kepentingan khusus.

d) Penentuan nisbah harus disepakati di awal akad untuk menghindari

risiko perselisihan diantara mitra.

e) Masing-masing pihak harus rela, artinya tidak ada unsur paksaan.

f) Objek musharakah mutanagisah harus jelas.

g) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan dibolehkan oleh agama.

h) Biaya sewa objek musharakah mutanagisah dibagi sesuai persentase

porsi kepemilikan.

Rukun-rukun dan syarat-syarat akad tersebut dipertegas oleh Dewan
Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dengan fatwa DSN-MUI
No0.73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musharakah Mutanagisah, dalam ketentuannya
disebutkan bahwa Musharakah Mutanagisah mengikuti ketentuan yang ada dalam

akad Musharakah yaitu fatwa DSN-MUI No0.08/DSNMUI/IV/2000 tentang

103 | jhat PoinPertama Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/X1/2008 Tentang Musharakah
Mutanaqisah
104 Sri Nurhayati-Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 155.
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pembiayaan musharakah, dalam fatwanya disebutkan rukun-rukun dan syarat-

syarat Musharakah, yang meliputi :1%°

1. Pernyataan 7jab dan gabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan

kehendak mereka dalam mengadakan kontrak dengan memperhatikan hal-hal

berikut:

e.

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan
kontrak.

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

Akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan
menggunakan cara-cara komunikasi modern.

Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.

Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan.

2. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra

melaksanakan kerja sebagai wakil.

3. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musharakah dalam proses

bisnis normal.

4. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset

dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan

aktifitas musharakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa

melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

5. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana

untuk kepentingan sendiri.

6. Objek akad (modal, kerja, keuntungan, dan kerugian)

105 Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musharakah
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a. Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya
sama. Modal yang terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang,
properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu
dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau
menghadiahkan modal musharakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar
kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musharakah tidak ada jaminan,
namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) dapat meminta jaminan.

b. Kerja
Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan

musharakah, akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang
mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini
ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musharakah atas nama pribadi dan
wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus
dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindarkan
perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian

musharakah.
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2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar
seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang
ditetapkan bagi seorang mitra.

3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah
tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian
Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut

porsi masing-masing dalam modal.
7. Biaya Operasional dan Persengketaan

a. Biaya Operasional dibebankan pada modal bersama.

b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi
perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui
Badan Arbitrase Syariah Nasional setelah tidak tercapai kesepakatan
melalui musyawarah.

Dalam akad musharakah mutanagisah terdapat juga unsur zjarah, oleh sebab
itu ketentuan rukun dan syarat 7jarah harus dipenuhi juga. Sebagaimana terdapat
dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/1V/2000 tentang ijarah,
meliputi®

a. Sighat ljarah, yaitu ijab dan gabulberupa pernyataan dari kedua belah pihak
yang berakad (berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain).

b. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa / pemberi jasa dan
penyewa / pengguna jasa.

c. Objek akad jjarah adalah :

106 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Zjarah
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1) Manfaat barang dan sewa.
2) Manfaat jasa dan upah.
d. Ketentuan Objek 7jarah :

1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan / atau jasa.

2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan
dalam kontrak.

3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak
diharamkan).

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan
syariah.

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik, sedemikian rupa untuk
menghindari jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan
sengketa.

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka
waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

7) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah
kepada LKS sebagai pembayaran manfaat.

8) Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari
jenis yang sama dengan objek kontrak.

9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat
diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Besaran sewa harus
jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak.Oleh sebab itu besaran
angsuran dan besaran sewa dalam kurun waktu tertentu dapat dilakukan
kesepakatan ulang.

F. Standar Produk Akad Musharakah Mutanaqisah
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Standarisasi dan inovasi produk perbankan syariah adalah sebuah
keniscayaan, agar perbankan syariah bertumbuh secara wajar, seimbang dan
berkelanjutan serta mampu bersaing dengan perbankan lain. Keniscayaan adanya
standarisasi dan inovasi produk perbankan syariah, mendapat respon dari Otoritas
Jasa Keuangan (OJK), yaitu lembaga negara yang tugasnya membina dan
mengawasi kinerja lembaga keuangan berbentuk bank dan non bank, termasuk
didalamnya bank syariah. OJK mempunyai komitmen dalam pengembangan
produk perbankan syariah. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah
pengembangan produk perbankan syariah yaitu produk berbasis kemitraan dengan
bagi hasil seperti musharakah maupun musharakah mutanagisah. Komitmen
tersebut diwujudkan dalam bentuk buku pedoman Standarisasi dan Harmonisasi
produk Musharakah dan Musharakah Mutanagisahpada tahun 2016, yang dapat
dijadikan pedoman operasional oleh Perbankan Syariah.

Standar produk ini bertujuan untuk menjamin kepastian ketentuan
operasional yang prudent dan perlindungan konsumen serta platform bagi
pengembangan dan inovasi produk yang semakin beragam agar bisa berkembang
dengan baik.%’

Standar produk ini terdiri dari standar umum, standar pelaksanaan, standar
manajemen risiko, standar manajemen sistem informasi, standar quality control,
standar perlindungan nasabah, standar akuntansi dan pembukuan, ketentuan
kerjasama dengan developer, dan standar perjanjian musharakah mutanaqisah.

Standar perjanjian musharakah mutanagisah yang dikeluarkan OJK dan

menjadi landasan dalam penelitian ini sekurang-kurangnya harus mencantumkan

107 Otoritas Jasa Keuangan, Standar Produk Perbankan Syariah Musharakah dan Musharakah
Mutanagisah (Jakarta: OJK Press, 2016), v.
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klausul-klausul pokok yaitu: pertama, ruang lingkup; menjelaskan pokok-pokok
klausul standar minimal dalam kontrak (perjanjian) yang harus tertera dalam setiap
kontrak (perjanjian) pembiayaan MMQ pada BUS/UUS/BPRS yang bersifat
umum. Tercukupi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang
membahayakan para pihak seperti gharar, maisir, ikrah. Para pihak yang
melakukan perjanjian yaitu pihak BUS/UUS/BPRS dan pihak Nasabah tidak
kehilangan kebebasan dalam pembuatan kontrak perjanjian yang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah sesuai dengan asas
kebebasan berkontrak (al hurriyah).

Kedua, klausul identitas, pokok akad, dan jangka waktu pembiayaan harus
rinci, jelas, dan transparan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman dan
nyaman bagi para pihak serta terwujudnya rasa tanggung jawab. Ketiga, Klausul
Objek Pembiayaan Hunian; perlunya kejelasan spesifikasi objek pembiayaan yang
perlu disebutkan meliputi alamat lokasi, objek pembiayaan, bukti kepemilikan,
ukuran bangunan/tanah, serta nama pengembang/penjual, serta tujuan dalam
pembiayaan seperti untuk pembelian properti yang akan disewakan sebagai usaha
bersama antara BUS/UUS/BPRS dan Nasabah hingga pada akhirnya kepemilikan
secara berangsur-angsur beralih sah menjadi milik Nasabah secara penuh. Keempat,
klausul harga perolehan dan porsi kepemilikan, klausul sewa dan harga sewa.

Kelima, klausul pembelian porsi bank, mencantumkan mekanisme
pembelian atau pengalihan komersial porsi bank oleh nasabah, dan nasabah harus
berjanji akan membeli keseluruhan Aisah (porsi) bank. Keenam, klausul hak dan
kewajiban para pihak atas objek pembiayaan, nasabah berhak untuk menempati dan
menggunakan objek pembiayaan sesuai tujuan yang telah disepakati dengan pihak

BUS/UUS/ BPRS, serta berkewajiban memelihara objek pembiayaan agar tidak
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menurun nilainya. Ketujuh, klausul biaya, klausul condition of precedent, yaitu
klausul yang menggambarkan kondisi awal nasabah serta syarat-syarat realisasi
yang diterapkan oleh pihak BUS/UUS/BPRS, klausul jaminan (collateral/rahn).
Kedelapan, klausul kewajiban nasabah (affirmative covenant), adalah klausul yang
berisi janji-janji nasabah untuk melakukan hal tertentu selama masa perjanjian atau
akad pembiayaan masih berlaku. Serta klausul larangan (Negative Covenant), yaitu
klausul yang berisi janji-janji debitur untuk tidak melakukan hal tertentu atau
merupakan larangan pihak BUS/UUS/BPRS terhadap beberapa tindakan nasabah
yang dapat menimbulkan kerugian atau mempengaruhi kemampuan pembayaran
pihak nasabah selama akad berlangsung.

Kesembilan, klausul cidera janji (wanprestasi) klausul force majeur atau
"keadaan memaksa" adalah keadaan dimana seorang nasabah terhalang untuk
melaksanakan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada
saat dibuatnya kontrak, keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung
jawabkan kepada Nasabah, sementara Nasabah tersebut tidak dalam keadaan
beriktikad buruk. Kesepuluh, klausul pilihan penyelesaian sengketa (choice of law),
jika hal tersebut terjadi penyelesaiannya lewat dua jalur yaitu litigasi dan non
litigasi.

Standar produk musharakah mutanagisah tersebut diatas merupakan
pedoman standar yang dapat membantu industri perbankan syariah dalam
pengembangan dan pelaksanaan inovasi produk, dan membantu memberikan
kepastian hukum dan transparansi produk guna mendukung perlindungan
konsumen melalui pemenuhan prinsip-prinsip syariah, prinsip kehati-hatian, good
governance, serta kepatuhan terhadap aturan pasar keuangan, sehinggan dapat

meningkatkan daya saing dan pertumbuhan industri perbankan syariah.
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Pertumbuhannya dari segi kualitas dan kuantitas melalui implementasi perjanjian
musharakah mutanaqgisah yang sesuai dengan standar Otoritas Jasa Keuangan
(OJK).

G. Hybrid Contract dalam Musharakah Mutanaqisah

Hybrid contract yang berlaku sebagai akad untuk produk perbankan
syariah berupa musharakah mutanaqgisah adalah suatu keniscayaan yang terjadi
dalam transaksi keuangan kontemporer saat ini. Pengimbangan terhadap produk
perbankan konvensional membuat perbankan syariah harus berani bersaing baik
dalam produk yang sama tetapi menggunakan prinsip yang berbeda, dengan
menjaga kepatuhan syariah atas aturan yang ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI, PBI
dan literatur fikih klasik maupun kontemporer. Inovasi terhadap akad, diharapkan
mampu memberikan daya saing terhadap produk perbankan konvensional yang
telah sedemikian maju dalam sumber daya manusia maupun dalam manajemennya.
Sehingga bila ingin menarik umat Islam yang selama ini menjadi nasabah bank
konvensional, perbankan syariah harus berani membuat terobosan produk dengan
menjamin kehalalan dari produk terse:zlt:)gljt.

Terobosan produk sebagai sebuah inovasi dalam transaksi keuangan
modern, bermodel hybrid contract (multi akad) merupakan kesepakatan dua pihak
untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga
semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan
kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat
dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Salah satu varian
hybrid contract yang cukup fleksibel dalam menjawab tantangan bisnis keuangan

kontemporer adalah musharakah mutanaqisah.
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Musharakah Mutanagisah sebagai salah satu akad berbentuk hybrid
contract, dalam dunia perbankan syariah diterapkan pada produk pembiayaan
kepemilikan rumah, mobil dan proses take over dari bank konvensional ke bank
syariah. Hybrid contract berupa musharakah mutanagisah mempunyai beberapa
keunggulan, diantaranya : Bank syariah dan nasabah bersama-sama memiliki asset
yang menjadi objek perjanjian, adanya bagi hasil yang diterima kedua pihak atas
aset yang disewakan, harga sewa bisa disesuaikan dengan harga pasar atas
kesepakatan kedua pihak, resiko financial cost dapat diminimalisir akibat inflasi
dan fluktuasi suku bunga.'®®

Keunggulan akad musharakah mutanagisah tersebut tidak terlepas dari
adanya gabungan beberapa akad (hybrid contract) yang terpisah tetapi akibat
hukumnya menjadi satu kesatuan. Gabungan akad-akad dalam musharakah
mutanagisah biasa disebut dengan model hybrid contract, terdiri dari akad
musharakah / shirkah, bay’, dan ijarah.**°

Akad shirkah yang dimaksud adalah shirkah ‘inan, yaitu akad antara dua
orang atau lebih, dimana setiap pihak memberikan porsi (Aisah) modal dari
keseluruhan modal yang dibutuhkan dan berpartisipasi dalam kerja . Akad bay’
dilaksanakan dengan adanya wa ’ad (janji) dari pihak pertama (sharik/bank syariah)
untuk menjual seluruh Aisah-nya secara bertahap dan pihak kedua (sharik Hasabah)
berjanji untuk membelinya. Jual beli dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.
Setelah selesai shirkah bank menjual seluruh porsinya kepada mitra, dengan

ketentuan akad perjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak terikat dengan

108 Hosen, Musharakah, 8.
109 Muhammad Ali Jum’ah, Mausu’ah Fatdwa al-Mu’dmalat al-Maliyah L7 al-masharif wa al-
Mouassasat al-Maliyah al-Isldmiyah, Juz 111 (Kairo: Dar al-Salam, 2009), 155-156.
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akad shirkah. Akad sewa (ijarah) merupakan kompensasi yang diberikan salah satu
pihak kepada pihak lainnya. Sharik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan
nilai ujrah yang disepakati. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan
pembayaran angsuran. Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambil alihan
porsi kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk
keuntungan (fee) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut.
Pembayaran sewa merupakan bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa
bank syariah, jJumlah angsuran dan jumlah sewa yang harus dibayar nasabah harus
jelas di awal akad. Besar kecilnya harga sewa dapat berubah sesuai kesepakatan.
Dalam kurun waktu tertentu besar kecilnya sewa dapat dilakukan kesepatan ulang.

Keuntungan yang diperoleh dari ujrah sewa tersebut dibagi sesuai dengan
nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan
proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi
kepemilikan sesuai kesepakatan para syarik.'1°

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional menetapkan
bahwa Hybrid contract dalam akad Musharakah mutanagisah terdiri dari tiga akad,
yaitu akad shirkah dan akad bay’/jual beli (yang dilakukan secara paralel), dan
jjarah***Dengan ketentuan Para sharik dalam hal ini bank syariah dan nasabah:

1. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad.
2. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat
akad.

3. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal

uo Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada SektorKeuangan
Syariah (Jakarta: RajaGrafindoPersada, 2016), 202.

111 Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Tentang Musharakah Mutanagisah DSN-MUI
No.73/DSN/-MUI/X1/2008, ketentuan ketiga tentang akad.
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4. Dalam akad Musharakah mutanagisah, pihak pertama (syarik) wajib
berjanji untuk menjual seluruh Aisah-nya secara bertahap dan pihak kedua
(sharik) wajib membelinya.

5. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai
kesepakatan.

6. Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh Aisah bank syariah beralih
kepada sharik lainnya (nasabah).

7. Dalam ketentuan Kkhusus Aset Musharakah mutanagisah dapat di-ijarah-
kan kepada sharik atau pihak lain.

8. Apabila aset Musharakah menjadi obyek 7jarah, maka sharik (nasabah)
dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati.

9. Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan nisbah
yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan
proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti perubahan
proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para sharik.

10. Kadar/Ukuran bagian/porsi kepemilikan asset musharakah sharik (LKS)
yang berkurang akibat pembayaran oleh sharik (nasabah), harus jelas dan
disepakati dalam akad.

11. Biaya perolehan aset Musharakah menjadi beban bersama sedangkan biaya
peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.

Dikarenakan asset musharakah mutanaqisah dapat di ijarah kan, maka akad
musharakah mutanagisah ini juga tunduk dengan aturan jjarah yang ditetapkan
Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia tahun 2000.

Hal senada juga dikemukakan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing

Organization for Islamic Financial Institution) menyatakan bahwa hybrid contract
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dalam musharakah mutanagisah terdiri dari tiga akad, dimulai dengan
pembentukan sebuah musharakah yang sesudahnya diikuti dengan jual-beli (bay’)
dari bagian kepemilikan (equity) yang terjadi diantara kedua mitra. Karenanya,
perlu ditekankan bahwa jual beli ini tidak boleh disyaratkan dalam kontrak
musharakah. Dengan kata lain, mitra yangakan membeli itu diijinkan untuk
memberi janji (waad) untuk membeli. Waad ini harus terpisah (independent) dari
kontrak musharakah. Sebagai tambahan, kesepakatan jual beli juga harus terpisah
dari musharakah. Tidak dibolehkan satu kontrak menjadi suatu syarat untuk
melakukan kontrak lainnya.

Agustianto mengemukakan bahwa akad hybrid dalam musharakah
mutanaqisah ada tiga akad , yaitu shirkah inan, ijarah dan jual beli. Pembelian porsi
atau hisah yang dimiliki bank oleh nasabah mengakibakan terjadinya mutan gisah
(pembelian secara bertahap), sehingga pada akhir periode, barang menjadi milik
nasabah melalui transfer of title setiap bulan. Oleh karena itu akad kedua yang
digunakan adalah akad 7jarah, dimana objek barang yang menjadi milik bersama
disewakan kepada orang lain atau nasabah itu sendiri. Dana bagi hasil yang diterima
nasabah dari cicilan ijarah setiap bulan, digunakan untuk pembelian porsi bank
setiap bulan. 2

Paparan tersebut diatas menunjukan bahwa model hybrid contract dalam
akad musharakah mutanagisah pada pembiayaan KPR iB Muamalat yang terdiri
dari akad shirkah inan, ijarah dan jual beli termasuk dalam hybrid contract model
al-uqud al-murakkabah al-mukhtalitah (akad tercampur) antara shirkah, bay’, dan

ijarah yang memunculkan nama baru yaitu musharakah mutanagisah. \Walaupun

uz2 Agustianto, Fikih, 120.
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tercampur akad-akad tersebut tetap berdiri sendiri-sendiri, namun saling terkait dan
akibat hukumnya menjadi satu.

Kata al-7kAtilat memiliki makna yang sama dengan al-jam 'u. Al-Ikhtilat
berarti terhimpun, terkumpul, dan tercampur. Seperti contoh seseorang
mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya tercampur atau terkumpul.
Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu sehingga kedua hal
itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang cair, dan bisa juga
dibedakan seperti dikumpulkannya suatu hewan dengan hewan yang lain.

Multiakad (al- ‘uqiid mukhtalitah) mengandung arti seperti akad murakkab,
yaitu akad-akad yang terhimpun dalam satu akad yang menimbulkan akibat hukum
satu akad. Al- ‘Uqgiid al-mukhtalitah (contract mixed) adalah menghimpun beberapa
akad modern di mana satu akad bercampur dengan akad lainnya. Dengan kata lain
akad yang terdiri atas percampuran beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad.
Contoh akad yang mukhtalit adalah mengontrak rumah. Beberapa akad yang ada
di dalamnya adalah akad sewa untuk ruangan tinggal, akad bekerja sebagai
pembantu, akad jual beli berkenaan dengan makanannya, dan akad wadi'ah
berkenaan dengan penitipan barang-barang (amti’ah).

H. Tawatu’dalam Hybrid Contract
1. Pengertian Tawatu’

Tawatu’ atau muwatoa’h berasal dari huruf waw, to’ dan hamzah, yaitu
suatu kalimat yang menunjukkan pada mempersiapkan sesuatu dan
memudahkannya. Tawatu’adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal yang

dilakukan oleh seseorang kepada orang lain'*®. Sementara ahli bahasa yang lain

113 Ibn Faris, Maqayis Al-Lughoh (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), 164.
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mengatakan, bahwa fawaru’ artinya adalah tawaffug-muwaffagah atau
bersepakat!!,

Sementara dalam terminologi fikih, Nazih Hammad mendefinisikan tawatu’
dalam beberapa pengertian, pertama, kesepakatan yang terjadi di antara dua pihak,
baik secara tersirat maupun tersurat untuk tidak menampakkan maksud
transaksinya dengan jelas, dengan cara melakukan rekayasa (Ailah) melalui akad-
akad yang dibenarkan oleh shar’, dengan tujuan menghalalkan suatu hal yang telah
diharamkan oleh shara’ (hilah madhmumah). Kedua, kesepakatan rahasia yang
dilakukan oleh kedua belah yang bertransaksi dengan tujuan mencari jalan keluar
terhadap suatu kontrak yang dibenarkan oleh shara’ (hilah mahmudah). Ketiga,
kesepakatan yang dikehendaki oleh dua pihak atas beberapa akad dan janji yang
menyertainya sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan, dengan tujuan
melaksanakan apa yang mereka kehendaki sesuai'*®.

2. Terjadinya Tawatu’
Tawatu’ dapat terjadi pada akad yang diucapkan dengan lisan maupun
tulisan serta kesepakatan yang didasarkan kepada kebiasaan (‘urf) yang
disertai dengan hal-hal yang terindikasi ke arah tersebut. Contoh terjadinya
tawatu’ sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimiyah: “Bila seseorang
menjual komoditi yang mengandung unsur ribawi dengan harga tertentu,
kemudian menginginkan membelinya kembali, didasarkan atas kesepakatan
secara verbal pada awal mula terjadinya akad, ataupun atas kebiasaan (‘ury),
maka hal tersebut batal demi shara’. Sebab hakikatnya mereka tidak ingin

bertransaksi (tidak memindahkan harga dan barang sepenuhnya) dan sekedar

114 |bn Athir, A/- Nihayah (Beirut: al-Maktabah al-‘Tlmiyah, 1979), 89.
115 Nazih Hammad, Qiroah Jadidah fi Al-Figh Al-Mu’amalah Al-Maliyah Al-Masrofiyah (Beirut:
Dar al-Qolam, 2007), 60.
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menjadikan harga dan komoditas hanya sebagai perantara untuk masuk pada

praktek riba. Apabila tidak terjadi tawatu’ diantara keduanya, tapi pembeli

mengetahui bahwa penjual menginginkan jual beli secara ribawi, maka hal

tersebut juga batal demi shara’ sebab tergolong kebiasaan yang tidak baik

(muwata’ah al- ‘urfiyah al-fasidah).**®

Contoh tawatu’ al-fasidah adalah bay’ al-‘inah. lbnu Abidin
mendefinisikannya dengan menjual sesuatu yang dilakukan secara kredit dan tempo
untuk dibeli kembali oleh penjual dengan kontan dengan harga yang lebih
rendah.'” Mayoritas ulama menyatakan bahwa bai’ al-‘inah dilarang sebab
mengandung suatu cara untuk menghalalkan riba. Diriwayatkan oleh Imam al-
Daruqutni dan al-Baihaqi dari Abu ishaq, dari istrinya “Aliyah bahwa ia pernah
menemui ‘Aishah ra. Bersama dengan Ummu Walad Zaid bin Argam serta seorang
wanita lain. Ummu Walad Zaid berkata, aku pernah menjual budak kepada Zaid
seharga 800 dirham dengan pembayaran tertunda. Dan aku membelinya kembali
secharga 600 dirham kontan. ‘Aishah berkata, sungguh tidak bagus cara engkau
berjualan dan cara engkau membeli. Katakan kepada Zaid bahwa ia telah
membatalkan pahala jihad dan hajinya bersama Rasulullah kecuali jika ia
bertaubat.*®

Walaupun mayoritas ulama klasik menolaknya namun di Malaysia melalui
Shariah Advisory Council, bay’ al-‘hah ini tetap digunakan sebagai konsep
pengembangan produk keuangan Islam di negeri jiran tersebut. Dampaknya,

sebagian kalangan masyarakat kemudian berpendapat bahwa tidak ada perbedaan

118 |bn al-Taimiyah, Majmu’ Al- Fatawa (Mesir: Dar al-Wafa’, 2005), 132.
117 |bn Abidin, Rad al- Mukhtar, 151.
118 Al-Daruqutni, Sunan Al-Daruqutni (Beirut: Dar al-Ma’rifat, t.th), 52.
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yang signifikan antara bank syariah dengan bank konvensional. Di sisi lain,
perbankan Malaysia mengalami kesulitan untuk menarik dana investasi dari Timur
Tengah karena mayoritas investor di sana berpendapat bahwa bay’ al- ‘inah adalah
transaksi yang haram dari sisi hukum Islam. Di Indonesia, DSN-MUI melalu fatwa
No 90/DSNMUI/XI11/2013 Tentang Pengalihan Pembiayaan Murabahah Antar
LKS, berpendapat bahwa bahwa bai’ al-‘inah tidak dapat dilaksanakan dalam
praktek perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kalangan otoritas pemberi
fatwa di negara ini masih berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dalam rangka
mendekatkan diri pada konsep Islam yang sesungguhnya. Dengan demikian,
masyarakat akan lebih percaya bahwa perbankan syariah memang adalah solusi dan
bukan lagi sekedar pilihan bagi masyarakat muslim Indonesia.

3. Jenis-jenis Tawatu’

a. Tawatu’ Atas Cara-cara Ribawi (Muwatoa’h ‘ala Hiyal Al-Ribawiyah)
Hilah seperti dikatakan Ibnu Taimiyah berasal dari kata 7ahawwul, atau
suatu hal yang berarti perubahan keadaan dari satu keadaan kepada keadaan
lainnya. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa #Ai/ah adalah melakukan
suatu hal yang samar demi terlaksananya maksud tertentu. Karena itu untuk
mengetahui adanya hilah perlu adanya kecermatan dalam melihatnya.
Dengan demikian apabila yang dikehendaki adalah maksud yang baik
disebut dengan hilah hasanah. Dan sebaliknya, apabila yang dikehendaki
adalah keburukan maka disebut dengan Ailah gabihah. Sehingga para
fugahamembagi Ailah kepada dua hal, yaitu, mubah dan haram. Hilahyang
mubah adalah, cara yang dilakukan oleh seseorang untuk menghilangkan

kesusahan pada dirinya sekaligus menghindarkan diri dari sesuatu yang
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haram, semata-mata demi menjalankan sesuatu yang benar atau halal dan
menolak kebatilan atau haram**°,
b. Tawatu’ Atas Riba Fadl

Riba fadlyaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun
tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Contoh tukar
menukar emas dengan emas atau beras dengan beras, dan ada kelebihan yang
disyaratkan oleh yang menukarkan. Supaya tukar menukar seperti ini tidak
termasuk riba harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut: pertama, barang yang
ditukarkan harus sama, kedua, timbangan atau takarannya harus sama. Ketiga,
Serah terima harus pada saat itu juga. Ide dasar dari pembahasan ini bersumber dari
hadith Rasulullah Saw. “Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Zaid
bin Aslam dari 'Atha bin Yasar ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Menjual
kurma dengan kurma harus sama timbangannya.” Lalu dikatakan kepada beliau,
"Pekerja anda dia menjual satu sa’kurma dengan dua sa?" Rasulullah Saw berkata
kepada laki-laki itu: "Panggillah dia! "Maka dipangillah pekerja Rasulullah
tersebut, beliau lalu bertanya: "Apa benar kamu menjual satu sa’kurma dengan dua
sa’ kurma. "Dia menjawab; "Wahai Rasulullah, mereka tidak mau menjual
kepadaku satu sa’kurma dengan satu sa? "Rasulullah Saw lalu bersabda kepadanya;
"Kalau begitu, juallah kurma jelek itu beberapa dirham, kemudian belilah dengan
dirham itu kurma yang bagus" (HR. Malik).

Terkait hadith di atas, Nabi hanya melarang jual beli kurma dengan
timbangan yang berbeda. Larangan di sini terkait dengan status kurma sebagai salah
satu makanan yang mengandung unsur ribawi. Nabi memerintahkan menjual kurma

jelek untuk dibelikan kurma yang bagus meskipun pada orang yang sama. Fugaha’

119 |bn al-Taimiyah, Majmu’ Al- Fatawa , 29-30.
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menyiratkan pertanyaan mengapa diperbolehkan menjual barang ribawi sekalipun
pada orang yang sama? Jawabannya adalah sebab jual beli tersebut tidak bersayarat
dan tidak ada rawatu’ untuk menghindari riba. Andaikata terdapat zawatu’ maka
pasti nabi akan melarang jual beli tersebut, meskipun dijual kepada pihak lain
terlebih dulu. Alasan lainnya adalah maksud hadith tersebut yang memerintahkan
agar dilakukan dua transaksi jual beli yang masing-masing berdiri sendiri. Sehingga
jual beli yang kedua baru bisa dilakukan ketika menyelesaikan jual beli yang
pertama. Apabila kedua transaksi jual beli tersebut menjadi satu tentunya transaksi
kedua menjadi bagian yang tak terpisahkan dari transaksi pertama mulai bangunan
akad sekaligus konsekuensinya'?°.

Selain dua hal tersebut diatas, [jma’ ulama juga bersepakat atas larangan
tawatu’ pada hadiah atau tambahan yang disyaratkan pada akad hutang piutang,
baik tambahan tersebut berupa barang maupun manfaat. Hal tersebut adalah riba
yang diharamkan oleh shara’. Apabila hadiah maupun tambahan tersebut tidak
disyaratkan, maka diperkenankan bagi orang yang berhutang memberikan
tambahan atas piutangnya itu sebagai tanda kebajikan. Selain itu ada sewa beli (hire
purchase) yang oleh Rofig Misri juga dikategorikan dalam zawatu’yang terlarang
ini. Hire purchase adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan
barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh
pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan
yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih
dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli

kepada penjual.*?!

120 1bnu Qudamah. Al Mughni, Juz V (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th.), 114-116.
121 Rafiq Yunus al-Misri, Bai " al- 7agsid (Damaskus: Dar al-Qalam, 1997), 28.
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Prinsipnya kontrak “’beli-sewa” adalah penggabungan dua jenis perjanjian

yaitu, jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa. Dimana pembayarannya dilakukan

secara angsuran. Apabila debitur tidak mampu menyelesaikan angsurannya maka

kreditur boleh menarik lagi objek perjanjian, dengan asumsi angsuran yang selama

ini dibayarkan dianggap sebagai biaya sewa objek perjanjian tersebut. Namun bila

debitur menyelesaikan pembayarannya sampai ke angsuran terakhir maka objek

perjanjian yang semula sebagai objek sewa menyewa berubah menjadi obyek jual-

beli. Sehingga hak milik beralih pada saat pembayaran angsuran terakhir. Transaksi

ini dilarang dalam fatwa Hai'ah Kibar Ulama’(Majelis ulama besar) Saudi Arabia

dalam keputusan no. 198 tanggal 6/11/1420 H, dengan argumentasi sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Transaksi tidak eksis pada salah satu diantara dua transaksi tersebut. Karena
ia berada diantara transaksi, jika ia berhasil menyempurnakan angsuran
maka menjadi jual beli dan tidak sempurna maka uang yang dibayarkan
menjadi uang sewa saja.

Terdapat unsur jahalah (ketidakjelasan) nilai barang dan sewanya dengan
sebab ia berada diantara kedua transaksi tersebut.

Transaksi ini ada unsur gharar (penipuan) nya dan memakan harta orang
lain dengan cara yang batil. Karena penyewa (musta jir) terkadang tidak
mampu membayar ansuran sampai lunas. Jika ia tidak mampu melunasi,
maka ia tidak mendapatkan barang padahal apabila akad itu benar jual beli
maka ia telah berhak mendapatkan barang dan wajib melunasi angsurannya.
Kedua transaksi yaitu sewa dan beli berlaku pada satu barang. Dilihat dari
prakteknya jelas ada pertentangan antara dua transaksi ini. Dalam sewa
menyewa tanggung jawab dan pemeliharaan ditanggung pemilik (orang

yang menyewakan). Dalam prakteknya ternyata semua ini menjadi



96

tanggung jawab pemakai atau penyewa. Sehingga jelas ini adalah jual beli
atau sewa menyewa dengan syarat menyelisihi hukum-hukumnya.!??
4. Tawatu’ pada perbankan syariah

Perbankan syariah sebagai solusi bagi masyarakat muslim Indonesia,
dituntut untuk menyajikan akad-akad yang up to date dan menarik serta compatible
dengan industri dan bisnis kontemporer. Hal ini bertujuan untuk mendorong
pertumbuhan industri perbankan syariah guna mempersempit jarak dengan lembaga
perbankan konvensional. Sehingga pertumbuhan sektor perbankan syariah dengan
legalitas dari sisi syariah islam berjalan beriringan. Meninggalkan salah satunya
akan berakibat industri perbankan syariah menjadi kehilangan karakter dan
pincang. Akibatnya tidak ada yang bisa menjadi harapan umat islam untuk
bermuamalah yang mu’asiroh.

Hybrid contract sebagai salah satu bentuk akad yang mu’asiroh, dalam
penerapannya pada produk perbankan syariah bisa dimasuki teori tawatu’. Contoh
hybrid contract yang bisa dimasukan konsep tawatu’antara lain:

a. Murabahah Ii al-Amri bi al-Shira
Murabahah Ii al-Amri bi al-Shira adalah jual beli di mana bank
melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya
dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua

(nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuh atau sebagian,

dan hal itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia

122 (https://almanhaj.or.id/3877-hukum-sewa-beli-atau-imbt al iijaar-al-muntahi-bit-mlik.html);
diakses tanggal 17 Desesmber 2019.
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pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di depan (diawal
transaksi).'?3

Tawatu’ dalam akad murabahah ini terjadi pada permulaan kontrak
dengan adanya tiga akad yang terikat sekaligus, yaitu, jual beli biasa oleh
pihak bank atas perintah nasabah, komitmen yang mengikat (wa’ad mulzim)
bagi nasabah untuk membeli barang yang telah dibeli bank atas perintahnya
dan murabahah itu sendiri, di mana nasabah akan membeli barang yang
telah beradadalam kepemilikan bank sepenuhnya disertai dengan
keuntungan bagi pihak bank.

b. [jarah Muntahiya bi al- Tamlik (IMBT)

ljarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri
dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak
jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan
kepemilikan barang ditangan si penyewa. Pada dasarnya akad IMBT ini
terjadi karena nasabah (penyewa) menginginkan pembiayaan untuk
membiayai kegiatan usahanya melalui proses yang dibenarkan oleh shara’
dengan melakukan akad sewa dan hibah dalam satu kesepakatan di awal
(tawatu’) yang biasanya disertai dengan janji setelah sewa selesai untuk
melakukan akad pemindahan kepemilikan tersebut.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 27/2002 tentang IMBT, ada
perbedaan mendasar pada komitmen atau janji yang terdapat pada IMBT
dengan murabahah. Apabila janji pada murabahah bersifat mengikat, maka

janji pada IMBT justru sebaliknya, di mana nasabah (penyewa) diberikan

123 Al-“Imrani, Al-Ugid Al-Maliyah, 257.
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opsi untuk melanjutkan atau tidak. Apabila ingin melanjutkan, harus ada
akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa 7jarah selesai.
¢. Musharakah Mutanagisah (MMQ)

Dalam fatwa DSN MUI No 73 Tahun 2008 tentang Musharakah
Mutanaqisah disebutkan, bahwa musharakah mutanagisah adalah
musharakah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
Dengan demikian, di ujung akad ini satu pihak, yaitu nasabah akan
memperoleh kepemilikan sempurna terhadap suatu aset atau modal. Dalam
akad MMQ bank syariah wajib berjanji menjual aset yang disepakati secara
bertahap dan nasabah wajib membelinya. 7Tawatu’pada MMQ ini pun
mengandung banyak akad (hybrid contract), di antaranya adalah shirkah
‘Inan (shirkah antara 2 pihak atau lebih, dimana setiap pihak
menyumbangkan modal dan menjalankan kerja), bay’ (jual beli), dan
jjarah'?*

Sejatinya dalam akad MMQ nasabah hanya membayar cicilan pokok
selama pengalihan kepemilikan. Namun, karena nasabah menggunaka aset
tersebut maka ada akad 7jarah di sana, di mana bank menyewakan bagian
kepemilikannya kepada nasabah. Dari akad 7jarah itulah kemudian terdapat
pendapatan sewa yang dibagi sesuai porsi kepemilikan. Porsi bank masuk
sebagai pendapatan untuk bank, sedangkan bagian pendapatan sewa

nasabah akan digunakan untuk membeli kepemilikan aset dari bank.

124 https://keuangan syariah.mysharing.co/mengenal-akad-musyarakah-mutanagisah; diakses
tanggal 17 desember 2019.
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Paparan diatas menurut penulis menunjukan bahwa 7awatu’ dalam
hybrid contract diperbolehkan dengan catatan; pertama, Tidak boleh ada
kesepakatan yang bertentangan dengan nas syari’ah. Jika hal tersebut terjadi
maka kesepekatan tersebut batal demi hukum, seperti larangan untuk
mengumpulkan akad jual beli dan hitung piutang dan bay’ ‘inah.
Kedua, Tidak boleh terjadi tawatu’ pada hybrid contract yang berlawanan
(mutanagidah) di antara kontrak-kontraknya. Contohnya menggabungkan
akad jual beli dan pinjaman (bay’ wa salaf), menggabungkan gard wa a-1
ijarah. Ketiga, Hendaknya akad-akad yang terdapat pada hybrid contract
dibenarkan secara syariat pada hukum asalnya saat menjadi akad tunggal,
misalnya ketika jual beli saja, hutang piutang saja maupun sewa menyewa
saja. Atas dasartersebut ketika digabungkan dengan akad yang lain dan
selama tidak ada nas yang mengharamkan, tentu saja tidak perlu
dipersoalkan apabila terjadi penggabungan akad (hybrid contract).
Keempat, Tidak boleh ada kesepakaan yang menjadi dalih atau rekayasa
terhadap terjadinya riba, seperti tawatu’ atas bay’ al-‘inah, ribh al-fadl,

maupun pemberian hadiah pada akad hutang piutang.
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BAB IlI
PENERAPAN HYBRID CONTRACT PADA AKAD MUSHARAKAH

MUTANAQISAH DALAM PEMBIAYAAN KPR IB MUAMALAT DI BANK

MUAMALAT INDONESIA Tbhk. KCU SURABAYA MAS MANSUR

A. Model Hybird Contract dalam Akad Musharakah Mutanaqgisah pada Produk
Pembiayaan KPR iB Muamalat Indonesia Tbk Kantor Cabang Surabaya Utama
Mas Mansur.

1. Sejarah Perkembangan Bank Muamalat Indonesia Thk.

Pencetusan ide awal dari pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Thk.
Dilakukan pada lokakarya Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua Bogor Jawa
Barat, yang kemudian didukung dan diprakarsai oleh beberapa pejabat penting
pemerintah, para pengusaha yang berpengalaman dalam bidang perbankan bahkan
kemudian Presiden Soeharto dan wakil Presiden Soedarmono bersedia mendukung
pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia Thk.?®

Lokakarya yang dilakukan di Cisarua Bogor Jawa Barat tersebut
mengusung tema tentang perekonomian, bunga bank dan perbankan. Pada saat itu
pula MUI memutuskan untuk memprakasai didirikannya bank tanpa bunga,
sehingga dibentuklah kelompok kerja yang diketuai oleh H.S Prodjokusumo yang
pada saat itu menjabat sebagai sekjen MUI. Kemudian kelompok yang terbentuk
tersebut melakukan lobi melalui Prof. Dr. B.J Habibie Nama yang diusulkan adalah
Bank Syariat Islam, namun karena memiliki pertimbangan mengenai perdebatan
pemakaian nama Syariat Islam pada Piagam Jakarta di masa lalu sehingga nama

tersebut tidak dipilih. Nama yang kemudian diusulkan adalah Bank Muamalat Islam

125 https://muamalat.com/index.plp/home/about/profile; diakses tanggal 16 Oktober 2019.
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Indonesia. Dengan menggunakan nama tersebut Presiden Soeharto akhirnya
menyetujui dengan menghilangkan kata Islam dan dipakailah nama Bank Muamalat
Indonesia.

Realisasi keputusan hasil lokakarya tersebut dilakukan pada 1 November
1991 yang ditandai dengan penanda tanganan akte pendirian PT Bank Muamalat
Indonesia di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 1
November yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan lIzin Menteri
Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 Tanggal 21 Maret 1992 / Berita Negara
Republik Indonesia Tanggal 28 April 1992 Nomor 34. Pada saat penandatanganan
akte pendirian ini diperoleh komitmen dari berbagai pihak untuk membeli saham
sebanyak Rp. 84 miliar. Kemudian dalam acara silaturrahmi pendirian di Istana
Bogor diperoleh tambahan dana dari masyarakat Jawa Barat senilai Rp. 106 miliar
sebagai wujud dukungan mereka. Dengan modal awal tersebut dan berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK/013/1991 tanggal 5
November 1991 serta izin usaha yang berupa Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 430/KMK.013/1992 Tanggal 24 April 1992. Bank
Muamalat mulai beroperasi pada 1 Mei 1992 bertepatan dengan 27 Syawal 1412 H.
Setelah mendapatkan persetujuan, maka secara resmi PT. Bank Muamalat
Indonesia Tbk.diresmikan pada tanggal 24 Rabius Tsani 1412 Hijriah atau pada
tanggal 14 November 1991 dan mulai beropersi pada tanggal 27 Syawal 1412 H
atau 1 Mei 1992. Pada tanggal 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia
mendapatkan izin sebagai Bank Devisa syari’ah pertama di Indonesia dengan

beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.?®

126 1hid.
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Setelah mendapatkan izin sebagai Bank Devisa, Pada tahun 1998, Indonesia
dilanda krisis moneter yang memporak-porandakan sebagian besar perekonomian
di Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen
korporasi, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Menghadapi
krisis moneter tersebut, PT. Bank Muamalat Indonesia Thk. berusaha memperkuat
permodalannya dengan cara mencari pemodal yang potensial, usaha ini ditanggapi
secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah,
Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu
pemegang saham Bank Muamalat. Oleh karena itu, kurun waktu antara tahun 1999
samapi 2002 adalah masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi
Bank Muamalat, karena Bank Muamalat Indonesia Tbk., ditunjang oleh
kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan
terhadap pelaksanaan operasional perbankan syariah secara murni.?’

Masa-masa penuh tantangan ini dapat dilalui Bank Muamalat Indonesia
yang berhasil bangkit atas keterpurukannya dengan berbagai upaya, yaitu diawali
dari pengangkatan kepengurusan baru yaitu seluruh anggota Direksi diangkat dari
dalam tubuh PT. Bank Muamalat Indonesia Thk. Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada:

a. Tidak menambahkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham.

b. Tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumberdaya insani yang ada, dan
dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak pegawai Muamalat
sedikit pun.

c. Pemulihan kepercayaan dan rasa percayadiri pegawai Muamalat menjadi

prioritas utama di tahunkedua.

127 1bid.
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d. Peletakan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja menjadi agenda
utama Bank Muamalat di tahun kedua.

e. Pembangunan tonggak-tonggak wusaha dengan menciptakan serta
membubuhkan peluang usaha menjadi sasaran Bank Muamalat pada tahun
ketiga dan seterusnya.

Upaya-upaya tersebut akhirnya membawa Bank Muamalat Indonesia
terdaftar sebagai perusahaan publik yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada
tahun 2003. Bank Muamalat dengan percaya diri melakukan Penawaran Umum
Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak
5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan syariah pertama di Indonesia yang
mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin
menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.
Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, bank melebarkan sayap dengan terus
menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.*?®

Pada tahun 2009, Bank Muamalat mendapatkan izin untuk membuka kantor
cabang di Kuala Lumpur Malaysia dan menjadi bank 45 pertama di Indonesia serta
satu- satunya bank syariah yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Bank
Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan
syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga
KeuanganMuamalat (SPLK Muamalat) dan multi finance syariah (Al-Zjarah
Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu
Bank Muamalat melakukan inovasi produk berupa Shar-e, merupakan tabungan
instan pertama di Indonesia. Inovasi produk tersebut mendapatkan penghargaan

dari Museum Rekor Indonesia (MURI) pada tahun 2011, sebagai Kartu Debit

128 1hid.
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Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti
internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-
produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak
sejarah penting bagi industri perbankan syariah.

Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir produk syariah di Indonesia telah
memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia.
Operasional Bank juga di dukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit
ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, 103 Mobil Kas
Keliling (mobile branch) serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui
Malaysia Electronic Payment (MEPS). Kini PT. Bank Muamalat Indondonesia
Tbk., memiliki koresponden di Arab Saudi, Sudan, Singapura, Inggris, Amerika,
Korea Selatan, Hongkong dan Malaysia. Pelopor perbankan syariah ini
berkomitmen untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya comply
terhadap syariah, namun juga kompetitif dan mudah dijangkau oleh masyarakat
hingga ke berbagai pelosok Nusantara.*?

Komitmen tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah, media massa,
lembaga nasional dan internasional, serta masyarakat luas dengan diperolehnya
berbagai penghargaan bergengsi. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai
Best Islamic Bank Indonesia 2009 oleh Islamic Finance News (Kuala Lumpur),
sebagai Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009 oleh Global Finance
(New York) serta sebagai The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009 oleh
Alpha South East Asia (Hong Kong).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia

melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness

129 1hid.
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terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan profesional. Bank pun
terus mewujudkan berbagai prestasi yang diakui baik secara nasional maupun
internasional. Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosis untuk
menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.
Metamorfosis tersebut menghasilkan penghargaan berupa peringkat 1 dalam
survey “Satisfaction, loyality, and engagement” (SLE) 2019 yang diselenggarakan
oleh Marketing Research Indonesia (MRI) bekerjasama dengan Infobank. Dan
diawal bulan februari 2019 PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Juga meraih
penghargaan Indonesia Corporate Secretary dan corporate Communication Award
2019. Perseroan mendapatkan predikat Gold untuk kategori bank public dengan
asset diatas Rp 25 triliun. Penghargaan ini digagas oleh Majalah Economic Review

yang bekerjasama dengan Indonesia-Asia Institute dan perbanas Institute.**

2. Model Hybird Contract dalam Akad Musharakah Mutanagisah pada Produk
Pembiayaan KPR iB Muamalat Indonesia Tbhk Cabang Surabaya Mas
Mansur
Akad musharakah mutanagisah merupakan bentuk hybrid contract yang

terdiri dari tiga akad yaitu akad musharakah, jual beli (bay’), dan sewa (ijarah).
Akad musharakah dilakukan antara bank muamalat dan nasabah dalam rangka
pembelian property rumah dengan menyetor kontribusi atau porsi modal sesuai
kesepakatan bersama. Akad sewa (7jarah) digunakan oleh Bank Muamalat
Indonesia agar bisa mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang bisa langsung
diambil dari akad ini, dan nasabah juga bisa menyewa objek musharakah tersebut.

Sedangkan akad jual beli (bay’) digunakan berkenaan dengan nasabah secara

130 https://muamalatbank.com/index.php/home/profile; diakses tanggal 16 Oktober 2019.
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bertahap membeli porsi kepemilikan bank. Adapun bagi hasil dari uang sewa atas
objek musharakah yang diperuntukkan oleh nasabah digunakan nasabah untuk
membeli secara mencicil porsi kepemilikan bank muamalat atas objek musharakah.
Nasabah membayar cicilan setiap bulan kepada bank muamalat sebagai bentuk
pengalihan kepemilikan (bay’) dari bank muamalat kepada nasabah. Cicilan
tersebut dilakukan terus menerus setiap bulan oleh nasabah, sehingga porsi
kepemilikan bank muamalat semakin lama semakin berkurang. Diakhir tenor waktu
cicilan yang disepakati porsi kepemilikan bank muamalat beralih semuanya kepada
nasabah, sehingga rumah sebagai objek musharakah sepenuhnya milik nasabah.

Tiga komponen akad yang terkandung dalam akad musharakah mutanaqgisah
pada pembiayaan KPR iB Muamalat sebagaimana paparan tersebut diatas, dalam
penerapannya dapat dicontohkan pada nasabah bernama Ibu Sofia yang
mengajukan objek shirkah berupah rumah hunian yang terletak di desa Kwangsan
Kabupaten Sidoarjo. Langkah pertama setelah pengajuan pembiayaan KPR iB
Muamalat Ibu Sofia disetujui oleh pihak bank muamalat, diadakanlah kesepakatan
berupa penenandatanganan akad shirkah terlebih dahulu dengan bank muamalat
Surabaya Mas Mansur guna pembelian objek shirkah sebagaimana tersebut.
Masing-masing menyetorkan porsi shirkah, nasabah sebesar 20% (62.500.000) dan
bank muamalat 80% (250.000.000) dari total harga pembelian rumah sebesar Rp
312.500.000, dengan tenor waktu mengangsur selama 15 tahun.*3!

Setelah akad shirkah dilakukan, bank muamalat dan nasabah mengadakan
akad ijarah guna mengakomodir kepentingan bersama, yaitu nasabah ingin

menempati rumah tersebut dengan cara sewa dan bank muamalat berkepentingan

131 Disarikan dari dokumen akad musharakah, ijarah dan bay’ di Bank Muamalat Surabaya Mas
Mansur
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untuk mendapat uang secara langsung dari hasil sewa yang dibayar nasabah setiap
bulannya. Dalam hal ini BMI melakukan kesepakatan dengan mengambil biaya
ijarah Rp. 3.000.420 per bulan, nisbah bagi hasil 16,68% untuk nasabah, dan
83,32% untuk bank. Maka nisbah bagi hasil ujroh dari ijarah yang diterima bank
setiap bulannya adalah 3.000.420 x 83,32% = 2.499.950,- sedangkan nasabah
menerima 3.000.420 x 16.68% = 500.470,-.

Mekanisme pembayaran angsuran tersebut, menjadikan akad bay’
dilaksanakan guna penjualan Aisah bank muamalat secara bertahap kepada nasabah
(Ibu Sofia). Ketentuan akad Jual beli (buy°) ini dilakukan secara terpisah yang tidak
terikat langsung dengan akad shirkah. Jual beli dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan yaitu bank muamalat berjanji kepada nasabah untuk menjual secara
bertahap porsi kepemilikannnya atas objek musharakah. Nasabah membelinya
dengan cara mencicil setiap bulan kepada bank muamalat sebagai bentuk
pengalihan kepemilikan dari bank muamalat kepada nasabah. Cicilan tersebut
dilakukan terus menerus setiap bulan oleh nasabah, sehingga porsi kepemilikan
bank muamalat semakin lama semakin berkurang. Diakhir tenor waktu cicilan yang
disepakati porsi kepemilikan bank muamalat beralih semuanya kepada nasabah,
sehingga rumah sebagai objek musharakah sepenuhnya milik nasabah.

Selama proses tersebut nasabah diharuskan membuat dua rekening yaitu
rekening untuk menampung nisbah bagi hasil sewa dan rekening cicilan pengalihan
porsi (hisah) kepemilikan dari bank muamalat ke nasabah. Sebagaimana
diungkapkan oleh Tio Saputra selaku AM: “Setiap nasabah yang melakukan akad

transaksi MMQ harus membuka dua rekening yaitu rekening penampungan nisbah
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bagi hasil dari sewa dan rekening cicilan pengalihan porsi kepemilikan rumah dari
bank muamalat kepada nasabah.”%2

Fungsi rekening tersebut dibuat menampung bagi hasil untuk nasabah yang
digunakan untuk mengambil alih porsi kepemilikan bank secara bertahap setiap
bulannya. Sehingga dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama, porsi
kepemilikan objek rumah menjadi milik nasabah sepenuhnya. Proses
pengambilalihan ini berdasar dari pendebetan rekening yang dilakukan Bank
Muamalat Indonesia Tbk kepada rekening nasabah.

Proses pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad musharakah
mutanaqisah tersebut diatas, yang didalamnya terdapat tiga akad yang berdiri
sendiri namun saling terkait yaitu akad shirkah, ijarah, dan bay’, merupakan
kategori model hybrid contract. Sehingga gabungan tiga akad dalam musharakah
mutanaqgisah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap objeknya, mempunyai
akibat hukum yang jelas untuk masing-masing akadnya terhadap objeknya dan
tidak terdapat ketidak jelasan dan pertentangan akibat hukum akad terhadap objek
akadnya. seperti akad zjarah dan ba’y bergantung pada proses kesempurnaan akad
syirkah. Apabila akad syirkah telah sempurna, maka akad 77arah dan bay’ baru bisa
dilaksanakan dan merupakan respon atas kesempurnaan akad pertama yaitu
syirkah. Kontruk model hybrid contract dalam akad musharakah mutanagisah pada
produk pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia KCU Mas
Mansur Surabaya tersebut, ketika dikonfirmasi kepada Bapak Rudi, selaku kepala
divisi syariah compliance BMI mengatakan: “Benar adanya bahwa hybrid contract
dalam akad MMQ pada KPR iB Muamalat terdiri dari tiga akad, yaitu akad

musharakah, ijarah, dan akad bay’. Akad-akad tersebut berdiri sendiri tetapi saling

1%2Tio Saputra, Wawancara, Surabaya. 12 November 2019.
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terkait dan mengikat. Kontruk model hybrid contract- nya berupa al-uqud al-
murakkabah al-mukhtalitah (akad tercampur) antara shirkah, bay’, dan ijarah yang
memunculkan nama baru yaitu musharakah mutanagisah. Percampuran akad-akad
tersebut akan menjadikan objek pembiayaan yang semula porsi kepemilikan bank
lebih besar dari nasabah, karna porsi shirkah nya lebih banyak, pada akhir periode
objek barang menjadi milik nasabah, karna adanya akad 7jarah, yaitu pemindahan
hak guna atas barang atau jasa yang dilakukan melalui pembayaran upah sewa. Dan
terakhir dilakukan akad bay’, untuk peralihan hak milik dari hasil pembayaran
nasabah lewat angsuran pokok dan hasil sewa yang menjadi hak nya nasabah,
sehingga porsi bank semakin lama menjadi mutanagisah” **®

B. Penerapan Akad Musharakah Mutanagisah Dalam Produk Pembiayaan KPR iB

Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Thk.

1. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia Thk.

Bank Muamalat Indonesia Sebagai bank berskala nasional dan
internasional, memiliki berbagai macam produk dan layanan yang ditujukan kepada
nasabah, baik nasabah peminjam atau pun nasabah penyimpan. Bank Muamalat
Indonesia menyajikan produk dan layanannya dalam tiga varian besar, yaitu produk
penghimpunan, pembiayaan dan layanan. Adapun rincian produk-produknya
sebagai berikut:*3*

a. Produk Penghimpunan Dana.

Bank Muamalat Indonesia sebagai lembaga keuangan menyediakan produk

bagi nasabah deposan dengan berbagai macam varian produk penghimpunan dana

yaitu Tabungan iB Muamalat adalah tabungan yang nyaman untuk digunakan

133 Rudi, Wawancara, Surabaya. 12 November 2019.
134https://muamalatbank.com/index.php/home/produk/1765 diakses tanggal 20 November 2019.
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sebagai kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu Shar-e Debit yang berlogo
Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di merchant
local dan luar negeri. Lalu Tabungan iB Muamalat dollar, tabungan syariah dalam
denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD), Tabungan
Haji Arafah Plus, Tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi
masyarakat muslim indonesia yang berencana menuanikan ibadah haji secara
regular maupun plus untuk program usia 18 tahun keatas. Juga ada Tabungan
Muamalat Umrah, yaitu tabungan berdasarkan prinsip syariah dengan akad
mudarabah mutlagoh (bagi hasil), ditujukan bagi nasabah yang ingin melaksanakan
umrah tapi dana nya belum mencukupi. Selanjutnya ada Tabunganku, Tabungan iB
Muamalat Rencana, Tabungan iB Muamalat Prima yaitu tabungan prioritas yang
didesain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang maksimal dan
kebebasan bertransaksi.

Selain tabungan tersedia juga Giro iB Muamalat Attijary, Giro iB Muamalat
Ultima, yaitu produk berbasis akad wadiah yang memberikan kemudahan dan
kenyamanan dalam bertransaksi nasabah perorangan maupun non perorangan. Lalu
ada Deposito Muamalat, merupakan Deposito Syariah dalam mata uang Rupiah dan
US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.

b. Produk Penyaluran Dana.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan penghimpunan dana, Bank Muamalat
Indonesia juga melakukan kegiatan penyaluran dana dengan istilah pembiayaan.
Pembiayaan ini terbagi menjadi pembiayaan konsumen, modal kerja dan investasi.
Pembiayaan Konsumen terdiri atas Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) iB
Muamalat adalah produk pembiayaan yang akan membantu nasabah untuk

memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi
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dan pembangunan serta pengalihan (take over) KPR dari bank lain dengan dua
pilihan akad yaitu akad murahabah (jual-beli) atau musharakah mutanaqisah
(kerjasama sewa). Auto Muamalat untuk pembiayaan kendaraan, Dana Talangan
Porsi Haji dan Pembiayaan Muamalat Umrah bagi yang ingin melakukan ibadah
haji dan umrah ke tanah suci.®

Produk Pembiayaan Modal Kerja, yaitu produk pembiayaan yang akan
membantu kebutuhan modal kerja usaha nasabah perorangan dan pemilik usaha,
serta badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia. Peruntukan : antara lain
Pembiayaan LKM Syariah, yang ditujukan untuk Lembaga Keuangan Mikro
Syariah (BPR, BMT atau Koperasi) yang hendak meningkatkan pendapatan dengan
memperbesar portofolio pembiayaan kepada nasabah. Ada pula Pembiayaan
Rekening Koran Syariah, untuk membiayai kebutuhan bahan baku dan mencairkan
serta melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan bahan baku dan mencairkan serta
melunasi pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan nasabah. Berdasarkan
prinsip syariah dengan pilihan akad musharakah, mudarabah, atau murabahah
sesuai dengan spesifikasi kebutuhan modal kerja.

Untuk Pembiayaan Investasi, Bank Muamalat memiliki produk bernama
Pembiayaan Investasi, yang dapat digunakan untuk pembelian atau penyewaan
tempat usaha, peralatan investasi (mesin, kendaraan, alat, berat dan lain sebagainya)
serta pembangunan.Ada pula Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis, untuk pembelian
dan pembangunan properti untuk bisnis. Misalnya rumah, ruko, kios dan gedung
baru maupun bekas untuk kebutuhan bisnis.

c. Layanan

135 1hid
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Bank Muamalat Indonesia juga memiliki produk jasa atau layanan, yaitu
International Banking berupa Remittance dan Trade Finance, Layanan 24 jam,
berupa Muamalat Mobile, Salam Muamalat merupakan layanan Phone Banking 24
Jam melalui 500016/ (021) 500016 (jika dihubungi melalui telepon seluler) yang
memberikan kemudahan kepada nasabah, setiap saat dan dimanapun nasabah
berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan informasi
transaksi, transfer antar rekening muamalat. Lalu Internet Banking Muamalat:
Layanan transaksi perbankan elektronik melalui akses internet dengan
menggunakan SMS Token yang dapat beroperasi 24 jam 7 hari seminggu dengan
mudah, kapan saja dan dimana saja.*3®

Itulah produk dan layanan yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia,
sebagai roda penggerak perekonomian syariah yang berperan penting dalam
kemajuan dan akselerasi perbankan syariah di Indonesia. Mengingat bahasan
penulis dalam disertasi ini adalah mengenai akad musharakah mutanagisah dalam
produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), maka penulis lebih
menekankan fokus pembahasan pada akad musharakah mutanagisah dalam produk
pembiayaan KPR iB Muamalat.

Produk pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia dengan
menggunakan prinsip syariah resmi dirilis pada bulan Februari 2007. Pada awal
peluncuran produk KPR, Bank Muamalat Indonesia menggunakan nama brand
KPRS Baiti Jannati. Sejak Agustus 2010, Bank Muamalat Indonesia berusaha terus
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas dengan meningkatkan fitur-fitur

dari produk KPR nya dengan melakukan peluncuran kembali nama brand yang

136 1hid
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sebelumnya Baiti Jannati, menjadi Pembiayaan Hunian Syariah (PHS), dan pada
tahun 2012 berubah menjadi pembiayaan KPR iB Muamalat sampai sekarang.*’

Pembiayaan perumahan secara syariah atau Kepemilikan Rumah Syariah di
Bank Muamalat ada dua macam, yaitu KPR iB Muamalat dan Pembiayaan Hunian
Syariah Bisnis. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Tio bagian AM :
“Pembagian KPR di Bank Muamalat ada dua macam yaitu KPR iB Muamalat dan
Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis dengan dua pilihan akad yaitu musharakah
mutanaqgisah dan murabahah” **

Penggunaan akad musharakah mutanagisah pada KPR iB Muamalat
merupakan sebuah keuntungan bagi bank muamalat, karena dapat terhindar dari
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana yang selama ini menjadi konsekuensi
dari penerapan akad murabahah. Akad murabahah jika diterapkan dalam
pembiayaan KPR iB Muamalat, maka bank muamalat berperan sebagai penjual atas
objek rumah yang dimohonkan pembiayaannya oleh nasabah. Setelah rumah yang
dimohonkan pembiayaannya diperoleh, bank muamalat akan menjual kembali
rumah tersebut ke nasabahnya, dengan margin keuntungan yang telah disepakati
bersama. Dari penjualan kembali tersebut, bank muamalat akan menerima margin
keuntungan atas penjualan rumah tersebut. Dari keuntungan ini bank akan
dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%, karena bank dianggap sebagai
penjual barang.***PPN inilah yang dapat dihindari jika pembiayaan KPR iB
Muamalat menggunakan akad musharakah mutanagisah.

KPR iB Muamalat memiliki beberapa fitur unggulan diantaranya:4°

a) Pembiayaan berjangka waktu hingga 15 Tahun.

137 |bid

138 Tio Saputra, Wawancara, Surabaya. 12 Desember 2019.

139 1hid.

140 Buku Pedoman Kebijakan Umum Pembiayaan Bank Muamalat Indonesia.
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Uang muka minimal 10% untuk rumah dibawah tipe 45, dan 20% untuk
rumah diatas tipe 45.

Adanya angsuran tetap sampai lunas atau kesempatan angsuran yang ringan.
Plafon pembiayaan hingga 25 Milyar.

Pelunasan sebelum jatuh tempo tidak ada pinalti.

Dapat digunakan untuk pembiayaan rumah/ruko/rukan/apartemen/kios baru
dan lama (second), dan bisa take over untuk pembiayaan sejenis dari bank
lain.

Nilai pembiayaan yang tinggi hingga 90% dari nilai rumah yang diakui oleh
Bank.

Selain fitur unggulan tersebut, terdapat juga fitur-fitur umum dari

pembiayaan KPR iB Muamalat ini yaitu :

1)

2)

3)

4)

5)

Berdasarkan prinsip syariah dengan dua pilihan akad, yakni akad
murahabah dan akad musharakah mutanagisah.

Dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan
bersama dalam mengangsur.

Dapat diajukan sumber pendapatan gabungan dari gaji karyawan dan
wiraswasta atau professional.

Dilindungi oleh asuransi syariah yang berbentuk asuransi jiwa dan asuransi
kebakaran.

Fasilitas angsuran secara auto debet dari tabungan muamalat.!4*

141 1bid.



116

2. Ketentuan Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat
Indonesia Tbk.

Ketentuan produk pembiayaan KPR iB Muamalat untuk pembelian hunian
ready stock baik baru atau bekas (second) berupa rumah tinggal, rumah susun, dan
apartemen, plafond pembiayaan bagi property yang berada di wilayah Jabodetabek
minimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000.000
(dua puluh lima miliar). Bagi properti yang berada di luar wilayah Jabodetabek
minimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan maksimal Rp.
20.000.000.000 (dua puluh miliar).**

Plafond tersebut digunakan sebagai acuan pengaturan shirkah untuk porsi
nasabah, bagi property baru yang dibeli dari developer, pembiayaan sendiri
minimal sebesar 10% dari harga perolehan properti, untuk property baru yang dibeli
dari non developer atau properti lama, pembiayaan sendiri minimal sebesar 10%
dari harga perolehan properti. Untuk penerapannya, porsi nasabah dapat disetor
kerekening nasabah di BMI atau dapat disetor langsung ke developer atau penjual
dengan memberikan bukti asli pembayaran ke bank. Maksimum jangka waktu
pembiayaana adalah 15 (lima belas) tahun. Jangka waktu pembiayaan tidak boleh
melebihi umur nasabah seperti yang ditentukan dalam persyaratan. Besarnya yield
ditetapkan oleh Asset liabilitas Committee (ALCO) dan perhitungan yield
berdasarkan metode efektif.

Ketentuan besaran plafond dan pengaturan porsi shirkah tersebut, diikuti
juga dengan peraturan jaminan atau agunan bagi pembiayaan KPR iB Muamalat,
antara lain jenis agunan yang diberikan adalah rumah tinggal, rumah susun,

apartemen, rumah kantor, rumah toko dan kios. Agunan harus di atas namakan

142 1hid.
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calon nasabah. Pada pembiayaan KPR, objek pembiayaan wajib dijadikan objek
agunan.#

Untuk agunan berupa bangunan rumah tinggal, rumah susun, apartemen
harus sudah selesai dibangun dan dapat dibuktikan dengan berita acara serah terima
property (siap huni). Status kepemilikan sudah per unit rumah tinggal, rumah susun,
apartemen, (sertifikat induk sudah pecah) atas nama developer. Status dari agunan
tersebut haruslah Hak Milik, Hak Guna Bangunan dengan sisa masa berlaku HGB
saat pembiayaan jatuh tempo minimum 1 (satu) tahun, atau Hak Milik atas Satuan
Rumah Susun atau Strata Title yang didirikan di atas tanah Hak Milik atau HGB
(untuk ketentuan ini tidak dapat diperkenankan untuk kios). Adapun kondisi agunan
haruslah memiliki ljin Mendirikan Bangunan (IMB). Bagi daerah yang belum
mewajibkan adanya IMB, maka harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari
Pemda (minimal Camat) atau Dinas Tata Kota setempat bahwa di lokasi agunan
tidak atau belum diwajibkan adanya IMB. Bangunan juga harus memiliki bukti
setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir. Untuk rumah tinggal,
lebar jalan dimuka minimum 3 (tiga) meter. Bangunant tidak berada di bawabh jalur
tegangan tinggi (berjarak minimal 20 meter), tidak berada di daerah yang terkena
banjir dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak berlokasi di jalur hijau (green belt),
bantaran sungai dan bantaran rel kereta api, dan tidak sedang dalam sengketa. Bagi
kriteria agunan yang tidak memenuhi persyaratan masih dimungkinkan untuk
diterima sebagai agunan dengan syarat :144

a) Terletak di daerah dengan tingkat penjualan kembali yang relatif tinggi.

b) Kondisi agunan dalam keadaan baik.

143 1bid.
144 1bid.
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c) Terletak di daerah yang marketable.

d) Terletak di dalam lingkungan real estate dengan kondisi baik.

3. Persyaratan Pembiayaan produk KPR iB Muamalat di Bank Muamalat

Indonesia Tbk.

Nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan KPR iB Muamalat harus

memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank Muamalat. Syarat-syarat

pengajuan dibagi dua yaitu syarat bagi calon nasabah dan syarat administratif untuk

pengajuan. Adapun syarat bagi calon nasabah rinciannya sebagai berikut:14°

a) Usia bagi calon nasabah :

1)

2)

Usia calon nasabah harus dalam usia produktif yaitu usia minimum 21
tahun dan pada saat pembiayaan jatuh tempo maksimum berumur 55
tahun untuk pegawai dan 60 tahun untuk wiraswasta. Untuk pegawai
instansi atau perusahaan dengan ketentuan umur pension dibawah 55
tahun, maka pada saat pembiayaan jatuh tempo tidak boleh melebhi umur
pensiun yang berlaku pada instansi atau perusahaan yang bersangkutan.
Untuk pegawai instansi atau perusahaan, umur calon nasabah pada saat
pembiayaan jatuh tempo dapat melebihi umur maksimum yang
ditetapkan bekerja di instansi atau perusahaan yang sama atau dikaryakan
di tempat lain dan bukti tersebut harus dapat diverifikasi kebenarannya,
dengan kewenangan pemutusan ada pada pejabat pemegang kewenangan
memutus pembiayaan sesuai limit kewenangan yang dimiliki.

Calon nasabah harus Warga Negara Indonesia (WNI) yang berdomisili

di Indonesia dan tida cacat hukum.

145 Buku Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan (PUPP) KPR iB Muamalat pada Bank
Muamalat Indonesia.
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Calon nasabah harus memiliki pekerjaan dan penghasilan. Pengaturan
calon nasabah dengan pekerjaan pegawai tetap dan pekerja kontrak
adalah berbeda. Pegawai tetap harus memenuhi masa kerja minimum 1
(satu) tahun termasuk masa kerja sebelum diangkat menjadi pegawai
tetap di perusahaan saat ini, atau minimum 1 (satu) tahun di perusahaan
saat ini dengan memiliki pengalaman 2 (dua) tahun di perusahaan saat
ini, atau minimum 1 (satu) tahun diperusahaan saat ini memiliki
pengalaman 2 (dua tahun sebagai pegawai kontrak atau tetap di

perusahaan terakhir sebelumnya.

b) Syarat administratif untuk pengajuan, adalah: 146

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Mengisi formulir permohonan pembiayaan untuk individu.

Foto copy KTP dan Kartu Keluarga.

Foto copy NPWP bagi plafon pembiayaan diatas Rp. 100 Juta.

Foto copy Surat Nikah (bagi yang sudah menikah).

Asli slip gaji dan surat keterangan kerja (bagi karyawan).

Foto copy mutasi rekening tabungan atau statemen giro 3 bulan terakhir.
Laporan keuangan / laporan usaha (bagi wiraswasta dan profesional).
Foto copy dokumen property yang akan dibeli : SHM/SHGB, IMB, dan

denah.

4. Proses pengajuan permohonan pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank

Muamalat Indonesia Thk.

Proses pengajuan permohonan Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank

Muamalat Indonesia Thk dapat dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:14’

146 1hid.
147 1bid.
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Proses Pengajuan Pembiayaan KPR IB Muamalat

Bank MCC
(Muamalat BPN
Nasabah Bank Consumer (Badan Pertahanan
(Marketing) Center) Nasional)
Mengajukan Menerima Menerima Menerima
Permohonan Persyaratan persyarata Legalitas
dari
Y l Pihak Bank
v Menyerahkan
Mengisi persyaratan ke Melakukan
Formulir MCC Check list Y
Permohonan persyaratan Melakukan
v evaluasi
Melakuka v
Mel r‘; Kapi n Analisis Melakukan
elengkapl i OL (Overing
fotocopy L !
legalitas Menerima OL etter) -
kepada bank (Overing letter) Menyerahka
n
\ 4
Keputusan
Menyerahkan E]&S”
Meminta ke pihak
legalitas marketing
kepada nasbah
Menerima hasil Melakukan
Menerima legalitas dan ||, ekneerl';tTl]gar?S' | ,| akad dengan
menyerahkan kepada P luasi nasabah dan
evaluasi pihak pihak

Keterangan bagan proses pengajuan permohonan pembiayaan perumahan:48

a. Nasabah

1) Mengajukan permohonan pembiayaan yaitu KPR iB Muamalat kepada

bank dengan akad musharakah mutanagqisah.

Sumber: hasil wawancara dengan Bapak Tio unit marketing Bank Muamalat Cabang Surabaya Mas
Mansur pada tanggal 25 Oktober 2019 yang diolah oleh peneliti.

148 1hid.
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Mengisi formulir permohonan pembiayaan perumahan yang berisi data
tentang permohonan pembiayaan, data pribadi pemohon, data
pekerjaan, data suami/istri, data keuangan, pinjaman lain, kekayaan,
simpanan/rekening di bank, data jaminan.

Melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank.
Menyerahkan foto copy legalitas yaitu berupa SHM (Surat Hak Milik)
atau SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) yang dimiliki oleh pemilik

rumah yang akan dibeli.

. Bank (Marketing)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Menerima persyaratan dari nasabah.

Menyerahkan persyaratan tersebut kepada MCC (Muamalat Consumer
Centre) untuk dilakukan check list.

Melakukan analisis yaitu untuk mengetahui kemampuan nasabah
membayar pinjaman. Analisis dilakukan dalam jangka waktu 2-3 hari
kerja.

Menerima Overing Letter (OL) dari MCC. Overing Lettera dalah surat
keputusan persetujuan bahwa pengajuan permohonan pembiayaan
perumahan oleh nasabah telah disetujui pihak bank.

Meminta legalitas yaitu berupa fotocopy SHM (Surat Hak Milik) atau
SHGB (Surat Hak Guna Bangunan).

Menerima legalitas dan menyerahkan kepada BPN (Badan Pertahanan
Nasional).

Menerima hasil evaluasi dari BPN (Badan Pertahanan Nasional).



122

8) Jika hasil evaluasi menunjukkan kesesuaian legalitas yang diserahkan
nasabah dengan rumah yang bersangkutan maka bank melakukan akad
yang terdiri dari dua akad yaitu :

a) Akad jual beli yang terdiri dari penjual (suami istri), pembeli (suami
istri), notaris dan pihak bank.
b) Akad kredit. Akad ini bertujuan untuk menyatakan bahwa nasabah
mengakui menerima kredit dari Bank Muamalat.
c. MMC (Muamalat Cunsomer Centre).

1) Menerima persyaratan nasabah yang diserahkan oleh pihak bank.

2) Melakukan check list untuk memastikan bahwa persyaratan telah
dilengkapi oleh nasabah.

3) Jika persyaratan telah dinyatakan lengkap, maka MCC mengeluarkan
OL (Overing Letter) sebagai tanda bahwa pengajuan permohonan telah
disetujui.

4) Menyerahkan OL (Overing Letter) ke pihak marketing bank.

d. BPN (Badan Pertahanan Nasional).

1) Menerima legalitas dari bank yang berupa SHM (Surat Hak Milik) atau
SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) pemilik rumah yang akan dibeli.

2) Melakukan evaluasi lapangan yaitu menyesuaikan apakah legalitas
tersebut sesuai dengan rumah yang dimaksud. Evaluasi dilakukan oleh
BPN dengan pihak bank yang memerlukan waktu 7 hari kerja.

3) Jika sudah dilakukan evaluasi dan dinyatakan sesuai maka akad antara

pihak bank, pembeli dan penjual siap untuk dilakukan.
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5. Realisasi pembiayaan KPR 1B Muamalat dengan akad musharakah

mutanagisah di Bank Muamalat Indonesia Tbk.

Setelah ketentuan, persyaratan, dan proses pembiayaan KPR iB Muamalat
dipenuhi dan disetujui, proses selanjutnya adalah realisasi pembiayaan.
Tahapannya adalah penyerahan barang ( rumah ) dari developer kepada bank atau
nasabah, setelah bank dan nasabah melunasi harga rumah kepada developer. Lalu
bank dan nasabah menerima rumah yang dimaksud, selanjutnya pihak bank
menyerahkan rumah tersebut kepada nasabah, dengan terlebih dahulu
menandatangani akad pembiayaan musharakah mutanaqgisah. Terdapat tiga akad
(hybird contract) yang harus dilakukan agar akad musharakah mutanaqgisah ini
dapat berjalan. Akad pertama adalah akad musharakah/ shirkah ‘inan antara bank
dengan nasabah, untuk bersama-sama memiliki sebuah rumah, masing-masing
pihak menyetorkan modal shirkah dengan besaran sesuai kesepakatan. Dalam
penelitian ini modal shirkah yang disetor masing-masing yaitu nasabah Ibu Sofia
20% dan BMI 80%. Akad yang kedua adalah akad sewa-menyewa (ijarah), dimana
bagian nasabah dari bagi hasil uang sewa langsung dibayarkan ke bank sebagai
pembelian bertahap nasabah atas porsi kepemilikan bank dari objek akad. Lalu
akad terakhir yaitu akad bay’ dilaksanakan dengan adanya wa ’ad (janji) dari pihak
pertama (sharik BMI) untuk menjual seluruh Aisah-nya secara bertahap dan pihak
kedua (sharik nasabah) berjanji untuk membelinya. Jual beli dilaksanakan sesuai
dengan kesepakatan. Setelah selesai shirkah BMI menjual seluruh porsinya kepada
mitra, dengan ketentuan akad perjualan ini dilakukan secara terpisah yang tidak
terikat dengan akad shirkah. Akad-akad tersebut merupakan akad utama yang
resmi, karna dibuat oleh notaris dan penanda tanganannya juga dihadapan notaris

secara langsung. Sebagaimana penuturan Bapak Syaifullah, Kepala Cabang BMI
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Mas Mansur:“Ada tiga akad dalam pembiayaan KPR iB Muamalat ini, yang
pertama akad musharakah, untuk kepemilikan rumah secara bersama-sama, kedua
akad 7jarah, dimana bagian nasabah dari bagi hasil uang sewa langsung dibayarkan
ke bank, pembayaran tersebut sebagai pembelian bertahap nasabah atas porsi yang
dimiliki bank dari objek akad, sehingga dibuatlah akad yang ketiga yaitu bay’
dimana dengan pembayaran angsuran nasabah setiap bulannya membuat porsi bank
atas kepemilikan objek MMQ menjadi berkurang, dan porsi nasabah bertambah.
Akad-akad tersebut di buat secara langsung oleh notaris dan di tanda tangani
bersama dihadapan notaris juga.*4°

Penanda tanganan akad-akad tersebut, dalam prakteknya nasabah tidak
banyak membaca isi dari akad-akad Musharakah, ijarah, dan bay’ tetapi langsung
di tanda tangani. Ketika hal ini dikonfirmasi penulis kepada salah satu nasabah KPR
iB Muamalat yang bernama Ibu Sofia, dia mengatakan bahwa * saya sudah percaya
dengan bank muamalat dan merasa terlalu banyak isi-isi nya sehingga yang dibaca
hanya yang penting-penting saja”.** Hal ini juga dibenarkan oleh Syaifullah bahwa
“kebanyakan nasabah BMI memang tidak membaca klausul-klausul akad secara
menyeluruh tapi yang inti-inti saja, tetapi biasanya para nasabah diberi penjelasan
yang cukup akan inti dari isi akad dan akibat hukumnya, dan selama ini nasabah
tidak mempermasalahkan”.*®

Untuk lebih jelasnya agar dapat memahami bagaimana penerapan akad
musyarakah mutanaqisah pada bank muamalat Surabaya pada produk pembiayaan

KPR iB Muamalat, maka berikut adalah contoh pembiayaan dari salah satu nasabah

yang bernama lbu Sofia. Pada tanggal 7 maret 2014, lbu Sofia mengajukan

149 gyaifullah, Wawancara, Surabaya. 12 November 2019.
150 Sofia, Wawancara, Sidoarjo. 20 Desember 2019.
151 gyaifullah, Wawancara, Surabaya. 12 November 2019
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permohonan pembiayaan untuk pembelian sebuah rumah seluas 96 m?, di desa
Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dengan harga Rp. 312.500.000,-
dimana Bu Sofia menyertakan porsi modal sebagai uang muka sebesar 20% (Rp.
62.500.000,-), sedangkan BMI sebesar 80% (250.000.000) dengan tenor waktu
mengangsur pembiayaan selama 15 tahun (180 bulan). Pihak bank pun melakukan
kesepakatan dengan mengambil biaya 7jarah Rp. 3.000.420,00 per bulan, nisbah
bagi hasil 16,68% untuk nasabah, dan 83,32% untuk bank. Maka nisbah bagi hasil
ujroh dari 7arah yang diterima bank setiap bulannya adalah 3.000.420,00 x 83,32%
= 2.499.950,- sedangkan nasabah menerima 3.000.420 x 16.68% = 500.470,-.

Berdasarkan perhitungan diatas, pembayaran angsuran nasabah sejumlah Rp
3.000.420,- terdiri dari pembayaran ujrah kepada bank muamalat setiap bulannya
sebesar nisbah bank dan pembelian porsi kepemilikan bank oleh nasabah. Porsi
kepemilikan bank akan terus menurun sesuai dengan bertambahnya porsi
kepemilikan nasabah atas rumah tersebut. Ujrah bank sebesar Rp 2.499.950,- akan
terus menurun, sedangkan porsi kepemilikan bank yang dikembalikan nasabah
sebesar Rp 500.470,- akan terus bertambah. Sehingga diakhir masa kontrak
kepemilikan rumah sebagai objek shirkah telah berpindah menjadi milik nasabah
sepenuhnya.

Perpindahan kepemilikan secara angsuran tersebut merupakan salah satu
macam perpindahan kepemilikan bersama dalam akad muharakah mutanagisah.
Macam lainnya berupa pelunasan pembayaran dipercepat yaitu nasabah ingin
melunasi pembayaran sebelum masa sewa berakhir, maka akad yang digunakan
dalam pengalihan kepemilikan objek akad adalah dengan melunasi porsi
kepemilikannya, besarnya pembayaran adalah sesuai dengan nilai pasar wajar yang

berlaku saat itu sesuai hasil penilaian dari appraisal company dan disesuaikan
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dengan porsi kepemilikan bank pada saat pembayaran dipercepat tersebut akan
dilakukan. Bagi nasabah yang mempercepat pembayaran sebelum masa sewa
berakhir maka akan mendapat mugasah (diskon margin), namun sebelumnya
diadakan Sidang Komite Pembiayaan terlebih dahulu yang akan memutuskan
persetujuan adanya percepatan, kemudian diadakan penilaian oleh appraisal
company berkenaan dengan harga yang harus dibayar nasabah. Dalam hal ini
nasabah yang bernama Ibu Sofia memilih sistem angsuran atas kepemilikan
bersama objek shirkah.

Komponen sistem angsuran tersebut terdiri dari pembayaran ujrah kepada
bank muamalat setiap bulannya sebesar nisbah bank dan pembelian porsi
kepemilikan bank oleh nasabah. Biaya ujrah yang terdapat dalam pembiayaan KPR
iB Muamalat ini dihitung berdasarkan berapa persen keuntungan bank dikalikan
jumlah pembiayaan nasabah lalu dibagi berapa bulan pembiayaan yang diajukan
oleh nasabah. Dalam prakteknya pada Bank Muamalat, besaran ujrah yang dibayar
setiap bulannya oleh nasabah tetap/flat selama 2 tahun pertama. Artinya, komposisi
antara pengurangan Pokok dan bagi Hasil dalam ujroh bulanan dari hasil
penyewaan aset muharakah mutanagisah dibuat tetap. Sebagaimana penuturan
Bapak Syaifullah berikut: “jika besarnya angsuran sewa yang tetap/flat setiap
bulannya adalah kesepakatan yang telah disetujui baik dari pihak bank maupun
pihak nasabah, besaran ujrah yang dibayarkan ini juga ada dalam perjanjian ketika
pihak bank dan nasabah melakukan perjanjian akad ijarah, dan dapat berubah sesuai
ketentuan revieuw ujrah setiap dua tahun sekali.”*?

Revieuw ujroh setiap dua tahun sekali tersebut berdasarkan pertimbangan

atas kondisi nasabah yang didasarkan pada asumsi bank syariah bahwa nasabah

152 1hid.
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memiliki sumber angsuran yang juga meningkat. Kenaikan harga sewa belum tentu
selalu terjadi pada setiap evaluasi, dan ini dikembalikan pada kebijakan Bank
Muamalat Indonesia tingkat pusat. Hal ini dipertegas dengan penuturan Syaifullah
bahwa: “Pertimbangan merivieuw ujrah dilakukan dengan mempertimbangkan
kondisi nasabah yang didasarkan pada asumsi bank muamalat atas peningkatan
sumber angsuran nasabah dan proyeksi keuntungan bank muamalat dalam tahun
berjalan, dan penyewa dari objek MMQ ini adalah nasabahnya sendiri, sehingga
revieuw ujrah bisa dikondisikan dengan baik.”%3

Pernyataan Kepala Cabang BMI tentang revieuw ujrah setiap dua tahun
sekali dan penyewa atas objek tersebut adalah nasabah sendiri, walaupun nasabah
juga memiliki porsi kepemilikan atas objek shirkah, ketika penulis konfirmasi
dengan Bapak Salahuddin, selaku Dewan Pengawas Syariah Bank Muamalat
Indonesia Tbk. menyatakan “bahwa hal tersebut diperkenankan karena berdasarkan
fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 73/DSN-
MUI/XI1/2008 tentang musharakah mutanagisah, dalam Kketentuan Kkhusus
dinyatakan bahwa jika objek shirkah di ijarah kan, maka sharik (nasabah) atau
orang lain bisa menyewa objek tersebut. Juga Fatwa No 09/DSN-MUI/IV/2000
tentang /jarahbahwa besaran angsuran dan sewa dalam kurun waktu tertentu dapat

dilakukan kesepakatan ulang”.'>*

153 1pid.
154 Salahudiin, Wawancara, Jakarta. 6 Desember 2019.



BAB IV
ANALISIS HYBRID CONTRACT DALAM AKAD MUSHARAKAH

MUTANAQISAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN KPR iB MUAMALAT

A. Analisis Model Hybrid Contract dalam Akad Musharakah Mutanaqgisah Pada
Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Thk KCU
Mas Mansur Surabaya

Hybrid contract atau multi akad menjadi pro dan kontra dikalangan ulama,
ada yang membolehkan namun ada juga yang melarang. Dalam kondisi saat ini,
diperlukan kajian Ushdl fikih dan kaidah fikih terhadap prinsip larangan hybrid
contract tersebut. Mana hybrid contract yang dilarang dan mana hybrid contract
yang dibolehkan. Sehingga hybrid contract dalam perbankan syariah ini, menurut
penulis adalah hybrid contract yang dibolehkan selama akadnya berdiri sendiri, bila
dicampur menjadi satu akad dalam satu waktu maka menjadikan hybrid contract
itu terlarang dan berefek kepada keabsahan akad yang disepakati sebelumnya.

Hybrid contract sebagai bentuk inovasi akad untuk produk perbankan
syariah adalah suatu keniscayaan yang terjadi dalam transaksi keuangan
kontemporer saat ini. Keniscayaan ini bertujuan untuk mengimbangi beragamnya
produk-produk perbankan konvensional, sehingga produk-produk perbankan
syariah bisa bersaing dengan bank konvensional dalam produk yang sama tetapi
menggunakan prinsip yang berbeda, dengan menjaga kepatuhan syariah yang telah
ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI, PBI, POJK, dan literatur fikih klasik maupun
kontemporer. Kepatuhan terhadap ketentuan syariah tersebut, diharapkan mampu

menarik umat Islam yang selama ini menjadi nasabah bank konvensional, untuk
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beralih ke perbankan syariah secara sporadis, sehingga perbankan syariah dapat
meningkat kinerjanya.

Hybird contract sebagai bentuk inovasi akad, bermetafora dalam berbagai
bentuk nama akad. Salah satunya adalah akad musharakah mutanaqgisah pada
produk pembiayaan KPR iB Muamalat Indonesia Thk Cabang Surabaya Mas
Mansur, terdiri dari gabungan tiga akad, diawali dengan akad shirkah, yaitu shirkah
inan. Akad shirkah dilakukan antara bank muamalat dan nasabah dalam rangka
pembelian property rumah dengan menyetor kontribusi atau porsi modal sesuai
kesepakatan bersama. Pada penelitian kali ini porsi syirkah yang disetorkan oleh
nasabah yang bernama Sofia sebesar 20% dan Bank Muamalat 80% dengan total
pembiayaan atau harga rumah sebesar Rp 312.500.000,- dengan tenor waktu
mengangsur pembiayaan selama 15 tahun (180 bulan).

Akad kedua berupa akad jjarah, akad [jarah diperlukan karna BMI
menginginkan pendapatan yang bisa diterima langsung setiap bulan. Pihak BMI
dan nasabah melakukan kesepakatan dengan mengambil biaya 7arah Rp.
3.000.420,00 per bulan, dengan nisbah bagi hasil 16,68% untuk nasabah, dan
83,32% untuk bank. Maka nisbah bagi hasil ujroh dari ijarah yang diterima bank
setiap bulannya adalah 3.000.420,00 x 83,32% = 2.499.950,- sedangkan nasabah
menerima 3.000.420 x 16.68% = 500.470,-.1%°

Berdasarkan perhitungan diatas, biaya 7jarah yang merupakan pembayaran
angsuran nasabah setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.420,- terdiri dari pembayaran
ujrah kepada bank muamalat setiap bulannya sebesar nisbah bank dan pembelian
porsi kepemilikan bank oleh nasabah. Porsi kepemilikan bank akan terus menurun

sesuai dengan bertambahnya porsi kepemilikan nasabah atas rumah tersebut. Ujrah

1%5 Disarikan dari dokumen akad shirkah, ijarah, dan bay’
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bank sebesar Rp 2.499.950,- nilai tersebut akan terus menurun, sedangkan porsi
kepemilikan bank yang dikembalikan nasabah sebesar Rp 500.470,- nilai tersebut
akan terus bertambah.

Mekanisme pembayaran angsuran tersebut, menjadikan akad bay’
dilaksanakan guna penjualan Aisah bank muamalat secara bertahap kepada nasabah
(Ibu Sofia). Ketentuan akad Jual beli (buy’) ini dilakukan secara terpisah yang tidak
terikat langsung dengan akad shirkah. Jual beli dilaksanakan sesuai dengan
kesepakatan yaitu bank muamalat berjanji kepada nasabah untuk menjual secara
bertahap porsi kepemilikannnya atas objek musharakah. Nasabah membayar cicilan
setiap bulan kepada bank muamalat sebagai bentuk pengalihan kepemilikan dari
bank muamalat kepada nasabah. Cicilan tersebut dilakukan terus menerus setiap
bulan oleh nasabah, sehingga porsi kepemilikan bank muamalat semakin lama
semakin berkurang. Diakhir tenor waktu cicilan yang disepakati porsi kepemilikan
bank muamalat beralih semuanya kepada nasabah, sehingga rumah sebagai objek
musharakah sepenuhnya milik nasabah.

Hybrid contract berbentuk musharakah mutanagisah pada produk
pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia KCU Mas Mansur
Surabaya dalam paparan tersebut, terlihat sangat jelas terdiri dari tiga akad yaitu
musharakah, ijarah, dan akad bay’ . Hybrid contract dalam istilah fikih disebut
dengan al- ‘ugud al-murakkabah, menurut Nazih Hammad adalah®®®:

“Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung
dua akad atau lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, gard,
muzara’ah, sarf, shirkah, mudarabah.... dst, sehingga semua akibat hukum akad-
akad yang terhimpun tersebut, dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang

ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan
sebagaimana akibat hukum dari satu akad”.

156 Nazih Hammad, a/- ‘Uqud al-Murakkah fi al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al fikr, 2005), 123.



131

Menurut al-‘Imrani ada dua bentuk utama dari akad murakkabah,yaitu
ishtirat ‘aqdin fi ‘aqdin (persyaratan adanya akad lain atas suatu akad) yang disebut
dengan akad timbal balik (al-uqud al-mutaqgabilah) dan ijtim’a ‘aqdain fi ‘aqdin
(terhimpun dua akad dalam satu akad), disebut dengan akad gabungan (al ‘uqudal-
mujtami’ah). Dua bentuk utama ini disebut akad murakkabah baik kedua akad yang
dihimpun merupakan akad sejenis atau tidak sejenis, akad yang saling menafikkan,
berlawanan atau bahkan bertolak belakang. Bisa jadi objek dua akad itu adalah hal
yang sama atau berbeda, dilakukan pada waktu yang sama atau berlainan, dengan
harga yang sama atau yang berbeda.*>’

Antara masing-masing akad tersebut terdapat korelasi satu sama lain
sehingga satu akad tersebut terbentuk apabila akad yang satunya lagi sudah
terbentuk, seperti halnya dalam musharakah mutanaqisah adanya akad ijarah dan
jual-beli terbentuk apabila sudah dilakukan akad shirkah terlebih dahulu untuk
membeli asset yang dimaksud. Serta mempunyai akibat hukum yang tidak dapat
dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum yang timbul dari satu akad biasa yang
sah. Sehingga menurut Al-‘Imrani meskipun terhimpun beberapa akad, tetapi tidak
terdapat korelasi satu sama lain dan akibat hukum dari akad-akad tersebut dapat
dipisah-pisahkan maka hal tersebut tidak dapat dinamakan dengan akad
murakkabah.

Mengenai status hukum hybrid contract , para Ulama berbeda pendapat
tentang status keabsahannya. Mayoritas Ulama Hanafiyah, sebagian pendapat
Ulama Malikiyah, Ulama Syafi’iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum

hybrid contract sah dan diperbolehkan menurut syariat islam. Bagi yang

157 < Abdullah al-Imrani, a/- ‘Uqud al-Maliyah al-Murakkabah (Kairo: Dar al-Nahzah, t.th), 47.
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membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak
diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya.®®

Hukum asal shara’ adalah bolehnya melakukan transaksi hybrid contract,
selama setiap akad yang membangunnya ketika dilakukan sendiri-sendiri
hukumnya boleh dan tidak ada dalil yang melarangnya. Ketika ada dalil yang
melarang, maka dalil itu tidak diberlakukan secara umum, tetapi mengecualikan
pada kasus yang diharamkan menurut dalil itu. Karena itu, kasus itu dikatakan
sebagai pengecualian atas kaidah umum yang berlaku yaitu mengenai kebebasan
melakukan akad dan menjalankan perjanjian yang telah disepakati.>®

Al-Shatibi menjelaskan perbedaan antara ibadah dengan mu’amalah,
hukum asal ibadah adalah melaksanakan (za’abbud) apa yang diperintahkan dan
tidak melakukan penafsiran hukum. Sedangkan hukum asal mu’amalah adalah
mendasarkan substansinya bukan terletak pada prakteknya (i/tifat ila ma’ani),
dalam hal ibadah tidak bisa dilakukan penemuan atau perubahan atas apa yang telah
ditentukan, sementara dalam bidang mu’amalah terbuka lebar kesempatan untuk
melakukan perubahan dan penemuan baru, karena prinsip dasarnya adalah
diperbolehkan (al-idhn) bukan melaksanakan (ta ‘abbud).*®®

Kalangan Malikiyah dan Ibn Taimiyah berpendapat bahwa hybrid contract
merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan
selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya
adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama

dan bermanfaat bagi manusia.*¢*

1%8 |hid, 69.

159 Nazih Hammad, Al- “Ugiid al-Murakkabah, 8.

180 As-Syatibi, Al-Muwafagat, 284.

161 1bn, Qudamah, Al-Mughni, Juz V. (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th), 332.
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Adapun menurut ulama dari kalangan Dhahiriyyah mengharamkan hybrid
contract dengan alasan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali
ditunjukkan boleh oleh agama. Kalangan ini berpendapat bahwa islam sudah
sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan
yang tidak disebutkan dalam nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang
tidak ada dasarnya dalam agama, dan perbuatan ini dianggap perbuatan yang
melampaui batas agama seperti dinyatakan dalam surat Al-Bagarah ayat 229. Maka
dari itu kalangan ini berpendapat bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang,
kecuali yang dinyatakan kebolehannya oleh agama. Namun pendapat ini dinilai
terlalu membatasi manusia secara sempit dan mempersulit dalam urusan
mu’amalah nya. Sehingga tidak sesuai dengan semangat ajaran agama islam yang
justru memberi peluang untuk melakukan inovasi dalam bidang mu’amalah agar
memudahkan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Karena islam adalah agama
yang memberi kemudahan bagi hambanya.

Meskipun mayoritas ulama membolehkan praktek hybrid contract, tetapi
hal tersebut tidak sepenuhnya bebas untuk dilaksanakan karena mereka menetapkan
sejumlah batasan dan ketentuan tertentu yang harus diperhatikan dalam praktek
hybrid contract. Jika batasan tesebut dilanggar maka akan menyebabkan hybrid
contract menjadi terlarang. Secara umum batasan batasan tersebut adalah sebagai
berikut :

1. Hybrid contract yang terlarang oleh nasagama.
Hadith Nabi Muhammad SAW yang melarang empat bentuk hybrid
contract yaitu :

a. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang jual beli dan pinjaman” (HR.
Ahmad)
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b. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah melarang dua jual beli dalam satu jual beli”
(HR. Malik)

c. “Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda : “Barang siapa melakukan dua
jual beli dalam satu jual beli, maka baginya kekurangan atau kelebihannya
(riba)” (HR. Abu Daud)

d. “Dari Ibnu Mas’ud, Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu
transaksi” (HR. Ahmad)

Mengenai hadith diatas, para ulama sepakat melarang akad jual beli dengan
akad pinjaman disatukan dalam satu akad, seperti apabila seorang meminjamkan
seribu, lalu menjual barang yang harga delapan ratus dengan harga seribu. Dengan
demikian, ia telah memberikan seribu dan barang seharga delapan ratus untuk
mendapatkan bayaran dua ribu. Disini ia memperoleh kelebihan dua ribu dan itu
adalah riba. Ulama sepakat untuk melarang menghimpun semua akad jual beli
dengan akad pinjaman, seperti antara 7jarah dengan gard, salam dengan gard, sarf
dengan gard karena akan menimbulkan ketidak jelasan harga dalam objek jual-beli
nya.

Adapun mengenai Aadithtentang larangan dua jual beli dalam satu jual beli,
para ulama menyatakan bahwa hal tersebut akan menimbulkan ketidak jelasan
harga dan menjerumuskan ke riba. Banyak ulama berbeda dalam mengilustrasikan
maksud dari hAadith ini. Dari semua yang dicontohkan oleh para ulama terdapat
kesamaan dalam keharamannya dikarenakan ‘i/lah-nya yaitu adanya ketidakjelasan
harga (bay’ al-gharar).

Sedangkan hadith larangan dua transaksi (safgah) dalam satu transaksi
(safgatain fi safgah) para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari kata
“safgali’. Sebagian besar ulama menafsirkan larangan dua transaksi dalam satu
transaksi ini adalah larangan transaksi dua jual beli dalam satu jual beli. Mengingat
perkataan Umar bin Khattab yang berkata “Sesungguhnya jual beli itu safgah atau

khiyar’. Sehingga ‘illah dalam larangan ini sama dengan larangan dua jual beli
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dalam satu jual beli. Sedangkan ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa
larangan dua transaksi dalam satu transaksi bermakna umum bukan hanya jual-beli,
oleh karena itu larangan dalam Aadith ini menurut mereka meliputi larangan
bergabungnya akad sa/am dengan jual beli, ;7arah dengan jual beli, shirkah dengan
ijarah, hibah dengan sarf. dsb.162
2. Hybrid contract sebagai Ailah riba dan mengandung unsur riba

Hybrid contract yang dilarang ini mengantarkan kepada riba seperti jual beli
inah dan yang mengantarkan kepada riba fadl. Contohnya ketika seorang menjual
sesuatu dengan harga seratus secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya
kembali kepada penjual dengan harga delapan puluh secara tunai. Karena dalam
jual beli inah seolah olah terjadi jual beli padahal nyatanya merupakan hilah riba
dalam pinjaman, karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini, sehingga
tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan dalam syariat tidak ditemukan
dalam akad ini. Transaksi seperti ini bentuk formalnya adalah jual beli namun
substansinya adalah riba.

Hybrid contract yang mengandung hi/ah riba fadl dilarang, seperti contoh
apabila seseorang menjual beras (harta ribawi) 2 kg dengan harga 20 ribu dengan
syarat ia dengan harga yang sama (20 ribu) harus membeli dari pembeli tadi
sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak (misalnya 3 kg).
Transaksi ini adalah Ai/ah riba fadl yang dilarang.'®*Transaksi seperti ini dilarang
berdasarkan peristiwa pada zaman nabi dimana para penduduk Khaibar melakukan
transaksi kurma kualitas sempurna 1kg dengan kurma kualitas rendah 2 kg atau

lebih. Praktik seperti ini dilarang Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual

182 Al-‘Imrani, Al- ‘uqud al-maliyah al-murakkabah, 180.
163 |bn Qudamah, Al-Mughny, Juz. 6, 114.



136

kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri, begitu pula kurma kualitas
sempurna juga dibayar dengan harga sendiri. Maksudnya, menurut Ibn Qayyim,
adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah
menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri-sendiri.
Hadith ini ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi
salaing bergantung satu dengan yang lainnya.®*

3. Hybrid contract yang terdiri dari akad yang akibat hukumnya saling

berlawanan.

Sebagian kalangan ulama Malikiyah mengharamkan hybrid contract yang
antara akad-akad tersebut berbeda ketentuan hukumnya dan akibat hukumnya
berlawanan, seperti jual beli dan pinjaman, jual beli dengan ju’alah, sarf, musaqah,
shirkah dan mudarabah. Meski demikian, sebagian lagi ulama Malikiyah dan
mayoritas ulama non Malikiyah membolehkan hybrid contract jenis ini. Mereka
beralasan perbedaan hukum dua akad tidak menyebabkan hilangnya keabsahan
akad.'® dari dua pendapat ini, pendapat yang membolehkan hybrid contract adalah
pendapat yang lebih unggul. Larangan hybrid contract ini karena penghimpunan
dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya
kewajiban dan hasil. Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu
waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh tergabungnya akad
menghibahkan sesuatu dan menjualnya. Akad-akad yang berlawanan (mutadadah)
inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa

keharaman hybrid contract dikarenakan adanya ketidak pastian dan ketidak jelasan

1%41bn Qayyim, 777am Al-Muwaqgqi’, juz. 3, 238.
185 |bn Jauzy, Al-Qawanin Al-Fighiyyah, Tahqiq : Adullah al-misnawi, (Kairo :Dar al-hadith,
2005), 209-210.
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harga dan objek transaksi serta akibat hukumnya (gharar), adanya hrlah riba dan
mengandung unsur riba, dan hybrid contract yang menimbulkan akibat hukum
yang bertentangn pada objek yang sama sehingga menimbulkan ketidak jelasan
(gharar). Adapun dalam musharakah mutanagisah meskipun terdapat gabungan
antara akad shirkah, ijarah dan bay’, hal tersebut dapat dinyatakan sah
menggabungkan akad-akad ini dengan imbalan dibagi untuk masing-masing akad
sesuai dengan harga masing-masing objek akad, harga ijarah nya jelas, harga jual
beli nya jelas berikut objek masing masing transaksinya Sehingga penggabungan
ini tidak membatalkan akad. Dengan begitu jadi jelas kedudukan masing-masing
transaksi atas objeknya sehingga tidak menimbulkan ketidak jelasan (gharar) baik
atas objeknya ataupun atas harganya serta akibat hukum terhadap objeknya.

Mengenai syarat yang menjerumuskan atau mengarah kepada /Ailah riba
meskipun dalam transaksi musharakah mutanaqgisah terdapat ketentuan aset di
ijarah kan kepada nasabah, hal tersebut merupakan pilihan dan bukan syarat mutlak
bahwa asset tersebut harus disewa oleh nasabah, karena prinsipnya asset
musharakah mutanagisah boleh disewakan kepada pihak manapun yang penting
asset tersebut menghasilkan keuntungan untuk para sharik, sehingga tidak
dipersamakan dengan Ailah riba seperti dalam jual beli inah. Karena salah satu dari
tujuan akad shirkah adalah untuk mencari keuntungan bagi para sharik dari akad
yang dilaksanakan.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa kombinasi tiga akad dalam
musharakah mutanagisah mempunyai kedudukan yang jelas terhadap objeknya,
mempunyai akibat hukum yang jelas untuk masing-masing akadnya terhadap
objeknya dan tidak terdapat ketidak jelasan dan pertentangan akibat hukum akad

terhadap objek akadnya. Dengan begitu akad musharakah mutanagisah pada
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produk pembiayaan KPR iB Muamalat merupakan model hybrid contract al - ‘ugud
al-murakkabah al-mukhtalitah (akad tercampur) yang terdiri dari tiga akad yang
tercampur menjadi satu akad yang berbeda hukum atas satu objek (al- ‘ugud al-
mukhtalitah) yang pelaksanaan masing masing akadnya bergantung pada
kesempurnaan akad yang lainnya, dalam artian akad kedua dan ketiga merespon
akad pertama, yaitu akad 77arah dan jual beli bergantung pada proses kesempurnaan
akad shirkah. Apabila akad shirkah telah sempurna, maka akad 7jarah dan jual beli
baru bisa dilaksanakan dan merupakan respon atas kesempurnaan akad pertama
(shirkah).

Model hybrid contract al-‘uqud al-murakkabah al-mukhtalitah dalam
pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Tbk, yang tercampur
antara akad shirkah, bay’, dan ijarah memunculkan nama baru yaitu musharakah
mutanaqisah. Percampuran akad-akad tersebut akan menjadikan objek pembiayaan
yang semula porsi kepemilikan bank lebih besar dari nasabah karna porsi shirkah
nya lebih banyak, pada akhir periode objek barang menjadi milik nasabah, karna
adanya akad ijarah, yaitu pemindahan hak guna atas barang atau jasa yang
dilakukan melalui pembayaran upah sewa. Dan terakhir dilakukan akad bay’, untuk
peralihan hak milik dari hasil pembayaran nasabah lewat angsuran pokok dan hasil
sewa yang menjadi hak nya nasabah, sehingga porsi bank semakin lama menjadi
mutanaqisah.

Model hybrid contract dalam penelitian ini sependapat dengan teori nya
Nazih Hammad tentang hybrid contract yaitu kesepakatan dua pihak untuk
melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, seperti jual beli
dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qard, muzara’ah, sarf, shirkah,

mudarabah.... dst, sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun
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tersebut, dan semua hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang ditimbulkannya
dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana
akibat hukum dari satu akad.®® Namun dalam hal ini ada perbedaan istilah antara
Nazih dan penulis, jika Nazih menggunakan istilah al-‘uqud al-murakkabah al-
mujtami’ah, penulis menggunakan istilah al- ‘uqud al-murakkabah al-mukhtalitah.
Istilah ini memperkuat pendapatnya agustianto yaitu model hybrid contract a/-
mukhtalitah (akad tercampur) antara shirkah ‘inan, bay’, dan ijarah yang
memunculkan nama baru musharakah mutanaqgisah. Subtansinya hampir sama
dengan ljarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT), yaitu pada akhir periode akad
barang menjadi milik nasabah namun bentuk ijarah nya berbeda. /jarah dalam
MMQ transfer of title bukan dengan jalan hibah sebagaimana pada IMBT,
melainkan dengan pembelian bertahap setiap bulan. Sehingga transfer of title
terjadi setiap bulan. Dana bagi hasil yang diterima nasabah dari cicilan 7jarah setiap
bulan, digunakan untuk pembelian porsi bank setiap bulan juga.®’

Istilah al-mukhtalitah berasal dari kata al-ikhAtilar memiliki makna yang
sama dengan al-jam 'u. Al-Ikhtilat berarti terhimpun, terkumpul, dan tercampur.
Seperti contoh seseorang mencampurkan sesuatu pada yang lain, maka keduanya
tercampur. Tercampurnya dua hal itu bisa berakibat melebur menjadi satu sehingga
kedua hal itu tidak bisa dibedakan seperti tercampurnya barang-barang cair. Al-
‘uqiid al- murakkabah al- mukhtalitah adalah terhimpunnya beberapa akad di
mana satu akad bercampur dengan akad lainnya. Dengan kata lain akad yang terdiri

atas percampuran beberapa akad yang berbeda menjadi satu akad, yang

186 Nazih Hammad, a/- ‘Uqud al-Murakkabah fi al-Figh al-Islami (Damaskus: Dar al fikr,
2005),123.
167 Agustianto, Figih Muamalah, 120.
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memunculkan nama baru, seperti bay’ istighlal, bay’ tawarruq, bay’ wafa’, dan
musharakah mutanaqisah.

Munculnya nama baru musharakah mutanaqgisah dalam Al-‘uqid al-
murakkabah al- mukhtalitah pada produk KPR iB Muamalat yang dicetuskan oleh
agustianto, penulis sedikit berbeda dalam penamaannya dengan agustianto.
Perbedaan ini yang menjadi penemuan dalam penelitian disertasi ini. Penamaan
yang penulis gagas yaitu bernama musharakah mugayyadah (kerjasama terikat),
karena dalam akad ini terdapat keterikatan yang disepakati oleh bank dan nasabah
yaitu: Pertama, kesepakatan untuk membeli barang modal milik bank oleh nasabah
yang dilakukan secara berangsur (musharakah mugayyadah bi al- bay’). Kedua,
kesepakatan untuk melakukan prestasi tertentu, dalam hal ini adalah akad 7jarah
yang dilakukan oleh bank dan nasabah karena harta yang dijadikan modal dalam
shirkah harus menghasilkan keuntungan (musharakah muqgayyadah bi al- ijarah).
Ketiga, kesepakatan untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada
nasabah karena pembelian dan/atau pembayaran secara berangsur (musharakah
muqayyadah muntahiyyah bi al- tamlik)

Penamaan baru hybrid contract model Al-‘ugiid al- murakkabah al-
mukhtalitah pada produk KPR iB Muamalat berupa musharakah mutanaqisah
merupakan implementasi dari kebebasan berkontrak para pihak guna menyesuaikan
dengan keadaan dan kebutuhan serta tujuan masing-masing dalam ber-mu’amalah.
Kebebasan berkontrak dalam asas-asas perjanjian islam disebut dengan mabda’ al-
hurriyah al-ta ‘agqud, yaitu kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam

apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas
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kesusilaan dan ketertiban umum.'®Juga dalam al-Quran surat al-maidah ayat 1
yang artinya “Hai orang-orang yang beriman penuhilah perjanjian-perjanjian”.
Kebebasan membuat perjanjian terkait dengan hal tersebut selaras dengan
pasal 1338 KUH Perdata yaitu: “semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai
dengan undang-undang, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya”. Diksi ‘semua” menunjukan adanya kebebasan bagi setiap orang
untuk membuat perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, asalkan tidak dilarang
oleh hukum. Artinya semua ketentuan dalam perjanjian yang disepakati para pihak
mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Apabila salah
satu pihak tidak melaksanakan perjanjian maka salah satu pihak dapat menuntut
ganti rugi kepada salah satu pihak yang tidak melaksanakan tersebut. Sedangkan
diksi “yang dibuat secara sah” diartikan bahwa apa yang disepakati , berlaku
sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusilaan. Jika bertentangan, perjanjian batal demi hukum.¢°
Kebebasan membuat perjanjian hybrid contract model Al-‘ugiid al-
murakkabah al- mukhtalitah pada produk KPR iB Muamalat ini memperkuat teori
nya nazih hammad tentang tawatu’, yang berasal dari huruf waw, fo’dan hamzah,
yaitu suatu kalimat yang menunjukkan pada mempersiapkan sesuatu dan
memudahkannya. Tawatu’ adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal yang
dilakukan oleh seseorang kepada orang lain'’®. Sementara ahli bahasa yang lain
mengatakan, bahwa rawatu’ artinya adalah tawafug-muwafagah atau bersepakat®’?.

Sementara dalam terminologi figih, Nazih Hammad mendefinisikan tawatu’dalam

168 Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990), 13.

169 Wangsa wijaya, Akad Musharakah Mutanagishah: Tinjauan dari perspektif Hukum Islam,
Makalah disampaikan dalam workshop tentang Program Pembiayaan Perumahan secara Prinsip
Syariah khususnya terkait Musharakah Mutanagishah, Jakarta 29 November 2010, 12.

170 Tbn Faris, Magayis Al-Lughoh (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), 164.

11 |bn Athir, A/- Nihayah (Beirut: al-Maktabah al-‘Iimiyah, 1979), 89.
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hybrid contract sebagai suatu kesepakatan yang dikehendaki oleh dua pihak atas
beberapa akad dan janji yang menyertainya sebagai satu kesatuan transaksi yang
tidak terpisahkan, dengan tujuan melaksanakan apa yang mereka kehendaki
sesuail’. Definisi tawatu’ dalam hybrid contract tersebut, penerapannya pada
produk perbankan syariah diwujudkan dalam beberapa nama akad, antara lain:
d. Murabahah Ii al-Amri bi al-Shira
Murabahah Ii al-Amri bi al-Shira adalah jual beli di mana bank
melaksanakan realisasi permintaan orang yang bertransaksi dengannya
dengan dasar pihak pertama (Bank) membeli yang diminta pihak kedua
(nasabah) dengan dana yang dibayarkan bank secara penuh atau sebagian,
dan hal itu dibarengi dengan keterikatan pemohon untuk membeli yang ia
pesan tersebut dengan keuntungan yang disepakati di depan (diawal
transaksi).1’®
Tawatu’ dalam akad murabahah ini terjadi pada permulaan kontrak
dengan adanya tiga akad yang terikat sekaligus, yaitu, jual beli biasa oleh
pihak bank atas perintah nasabah, komitmen yang mengikat (wa’ad mulzim)
bagi nasabah untuk membeli barang yang telah dibeli bank atas perintahnya
dan murabahah itu sendiri, di mana nasabah akan membeli barang yang
telah beradadalam kepemilikan bank sepenuhnya disertai dengan
keuntungan bagi pihak bank.

e. [ljarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT)

172 Nazih Hammad, Qiroah Jadidah fi Al-Figh Al-Mu’amalah Al-Maliyah Al-Masrofiyah (Beirut:
Dar al-Qolam, tp, 2007), 60.

173 Al-Imrani, Al-Ugqud Al-Maaliyah, 257.
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ljarah Muntahiya bi al-Tamlik (IMBT) adalah sewa yang diakhiri
dengan pemindahan kepemilikan barang; sejenis perpaduan antara kontrak
jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan
kepemilikan barang ditangan si penyewa. Pada dasarnya akad IMBT ini
terjadi karena nasabah (penyewa) menginginkan pembiayaan untuk
membiayai kegiatan usahanya melalui proses yang dibenarkan oleh shara’,
dengan melakukan akad sewa dan hibah dalam satu kesepakatan di awal
(tawatu’) yang biasanya disertai dengan janji setelah sewa selesai untuk
melakukan akad pemindahan kepemilikan tersebut.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No 27/2002 tentang IMBT, ada
perbedaan mendasar pada komitmen atau janji yang terdapat pada IMBT
dengan murabahah. Apabila janji pada murabahah bersifat mengikat, maka
janji pada IMBT justru sebaliknya, di mana nasabah (penyewa) diberikan
opsi untuk melanjutkan atau tidak. Apabila ingin melanjutkan, harus ada
akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa 7jarah selesai.
Musharakah Mutanagisah (MMQ)

Dalam fatwa DSN MUI No 73 Tahun 2008 tentang Musharakah
Mutanaqgisah disebutkan, bahwa musharakah mutanagisah adalah
musharakah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.
Dengan demikian, di ujung akad ini satu pihak, yaitu nasabah akan
memperoleh kepemilikan sempurna terhadap suatu aset atau modal. Dalam
akad MMQ bank syariah wajib berjanji menjual aset yang disepakati secara
bertahap dan nasabah wajib membelinya. Tawatu’pada MMQ ini pun

mengandung banyak akad (hybrid contract), di antaranya adalah shirkah
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inan (shirkah antara 2 pihak atau lebih, dimana setiap pihak

menyumbangkan modal dan menjalankan kerja), bai’ (jual beli), dan

ijarah'*

Sejatinya dalam akad MMQ nasabah hanya membayar cicilan
pokok selama pengalihan kepemilikan. Namun, Kkarena nasabah
menggunaka aset tersebut maka ada akad 7jarah di sana, di mana bank
menyewakan bagian kepemilikannya kepada nasabah. Dari akad ijarah
itulah kemudian terdapat pendapatan sewa yang dibagi sesuai porsi
kepemilikan. Porsi bank masuk sebagai pendapatan untuk bank, sedangkan
bagian pendapatan sewa nasabah akan digunakan untuk membeli
kepemilikan aset dari bank.

Paparan diatas menurut penulis menunjukan bahwa 7awatu’ dalam hybrid
contract diperbolehkan dengan catatan; pertama, tidak boleh ada kesepakatan yang
bertentangan dengan nas syari’ah. Jika hal tersebut terjadi maka kesepekatan
tersebut batal demi hukum, seperti larangan untuk mengumpulkan akad jual beli
dan hitung piutang dan bai’ ‘inah. Kedua,tidak boleh terjadi tawan pada hybrid
contract yang berlawanan (mutanaqgidah) di antara kontrak-kontraknya. Contohnya
menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (bay’ wa salaf), menggabungkan gard
wa al ijarah. Ketiga, hendaknya akad-akad yang terdapat pada hybrid contract
dibenarkan secara syariat pada hukum asalnya saat menjadi akad tunggal, misalnya
ketika jual beli saja, hutang piutang saja maupun sewa menyewa saja. Atas dasar
tersebut ketika digabungkan dengan akad yang lain dan selama tidak ada nas yang

mengharamkan, tentu saja tidak perlu dipersoalkan apabila terjadi penggabungan

174 https://keuangan syariah.mysharing.co/mengenal-akad-musyarakah-mutanagisah; diakses
tanggal 17 desember 2019.
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akad (hybrid contract). Keempat, tidak boleh ada kesepakaan yang menjadi dalih
atau rekayasa terhadap terjadinya riba, seperti tawatu’ atas bai’al- ‘inah, ribh al-
fadl, maupun pemberian hadiah pada akad hutang piutang.

Dengan teori tawatu’, bank syariah dapat melakukan inovasi-inovasi
produk dengan akad-akad yang tidak melanggar syariah dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Jika dalam penerapannya ditemui ketidak sesuaian antara
teori dan praktek, bisa dilakukan kesepakatan tambahan yang tidak melenceng dari
ketentuan yang ada. Ketentuan fikih misalnya, bukan lagi sekedar melegitimasi
syariat islam secara hitam putih, tapi fikih juga harus adaptif dan solutif terhadap
persoalan-persoalan kontemporer yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah.

Tawatu’ diharapkan juga dapat menjadi sebuah pemahaman teori dalam
melakukan kontrak. Dalam teori ekonomi, hukum kontrak yang biasa disebut akad
dalam industri keuangan syariah, merupakan sebuah pijakan yang sangat penting
dalam mengatur pertukaran ekonomi pasar. Sebagian besar hukum kontrak
menampakkan sikap konsisten dengan efisiensi ekonomi. Pertemuan hukum
dengan ekonomi ini menemukan paradigma bahwa kontrak secara umum haruslah
efisien bagi pihak pelaku bisnis. Dampak dari paradigma tersebut menimbulkan
doktrin perizinan bagi para pihak untuk menulis kontrak mereka sendiri dalam
keadaan normal. Kontrak dan hukum bagi teori ekonomi juga dirancang untuk
meminimalkan masalah oportunisme. Perilaku oportunisme berubah menjadi posisi
yang membahayakan ketika muncul dua pihak yang setuju terkait sesuatu namun
terdapat potensi kontrak yang menguntungkan satu pihak dalam keberjalanan

kontrak nantinya, sehingga pihak yang lain seperti dimanfaatkan dengan tidak
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sadar, maka doktrin untuk mengurangi efek kerugian ini pula yang harus masuk

dalam pembahasaan yang mudah dipahami sebagai efisien.*”

Tawatu’ dalam hybrid contract penerapannya juga menggunakan dasar
surat al-Nisa : 29, yang artinya:
“Wabhai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil(tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. 17®

Ayat di atas sangat penting menjadi landasan bagi umat islam dalam
melakukan perniagaan. Betapa pentingnya ayat tersebut sampai-sampai Allah Swit.
menyandingkanya dengan ayat larangan memakan harta sesama umat islam dengan
jalan yang batil. Artinya, kesepakatan atau pun kerelaan dalam bertransaksi sangat
menentukan terhadap halal tidaknya harta yang diperoleh. Sehingga tidak
diperbolehkan ada kesepakatan dalam zawatu’yang bertentangan dengan nas sha’r.

Apabila hal tersebut terjadi maka kesepekatan tersebut batal demi hukum.

B. Analisis Penerapan Akad Musharakah Mutanagisah Pada Produk Pembiayaan
KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Surabaya Mas Mansur.
1. Konsep Produk Pembiayaan KPR iB Muamalat dengan Akad Musharakah
Mutanaqisah
Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Tbk
merupakan produk kepemilikan hunian ditujukan kepada nasabah yang ingin
memiliki rumah dengan akad musharakah mutanagisah (MMQ). Akad MMQ

merupakan akad musharakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan

175 Priyono, Zaenuddin Islami, Teori Ekonomi(Surabaya: Zifatama, 2016), 56.
176 Al Quran, 4:29.
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dialinkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan
menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain akan menjadi pemilik penuh usaha
tersebut. Akad musharakah mutanaqgisah (MMQ) merupakan Aybrid contract yang
terdiri dari akad syirkah, ijarah, dan bay’.

Akad musharakah mutanaqgisah (MMQ) diterapkan berdasarkan pemikiran
bisnis, bahwa segala sesuatu yang terkait dengan kerjasama, harus berdasarkan
atas kepercayaan akan adanya keuntungan yang akan dibagi secara adil
berdasarkan perjanjian diantara para mitra. Akad musharakah mutanagisah pada
produk KPR iB Muamalat harus disesuaikan dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia, baik ketentuan hukum positif maupun hukum
syariah.

Bank Muamalat Indonesia resmi meluncurkan produk pembiayaan
Kepemilikan Rumah (KPR) dengan prinsip shariah yaitu murabahah dan
musharakah mutanagisah sejak bulan Februari 2007. Pada awal peluncuran produk
KPR, Bank Muamalat Indonesia menggunakan nama brand KPRS Baiti Jannati.
Sejak Agustus 2010, Bank Muamalat Indonesia berusaha terus meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat luas dengan meningkatkan fitur-fitur dari produk
KPR nya dengan melakukan peluncuran kembali nama brand yang sebelumnya
Baiti Jannati, menjadi Pembiayaan Hunian Syariah Kongsi (PHSK). Perubahan
brand tersebut belum tertera dalam Buku Kodifikasi Produk Bank Syariah,
sehingga BMI mengajukan perizinan atas produk tersebut. Pada tanggal 13 Agustus
2010, turunlah surat persetujuan Bank Indonesia yang tertuang dalam Persetujuan

Bank Indonesia Nomor 12/1362/BPbS.1"" Pada tahun 2012 berubah menjadi

Thttps://muamalat.com/index.plp/home/about/profile; diakses tanggal 16 Oktober 2019.
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pembiayaan KPR iB Muamalat sampai sekarang. Perubahan brand ini telah
dilaporkan Bank Muamalat Indonesia kepada Bank Indonesia sebagai bentuk
kepatuhan atas Peraturan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 10/17/PBI/2008
Tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah pasal 1 ayat 1-3 tentang
kewajiban pelaporan produk baru bank syariah yang ada di Buku Kodifikasi Produk
Bank Syariah dan produk baru yang tidak tertera dalam Buku Kodifikasi Produk
Bank Syariah, serta Buku Standar Produk Musharakah Mutanagisah Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) tentang Landasan Hukum. Sehingga produk KPR iB Muamalat
ini sudah memenuhi unsur legalitas yang berlaku di Indonesia. Lebih jelasnya dapat

diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1
No | Konsep Produk Kesesuaian | Keterangan
1 KPRS Baiti Jannati, 2007 | Sesuai PBI No 10/17/PBI1/2008
2 PHSK, 2010 Sesuai PBI No 12/1362/BPbS/2010
3 KPR iB Muamalat, 2012 | Sesuai PBI No 10/17/PBI1/2008

2. Analisis mekanisme pembiayaan KPR iB Mumalat dengan akad musharakah
mutanaqisah.

Terpenuhinya unsur legalitas pada produk pembiayaan KPR iB Mumalat
dengan akad musharakah mutanaqgisah sebagaimana uraian tersebut diatas,
menunjukan bahwa Bank Muamalat Indonesia selalu mematuhi peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan Bank Muamalat ternyata menjadi
bank syariah pertama di Indonesia yang menerapkan akad musharakah

mutanaqisah pada produk KPR. Musharakah mutanaqgisah diterapkan guna
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mengimbangi produk KPR dalam pembiayaan perumahan dan properti dari
perbankan konvensional. Dengan modifikasi akad yang sudah menjadi keniscayaan
dalam dunia ekonomi modern ini, diharapkan kesukaran dari umat Islam untuk
mendapatkan pembiayaan yang telah lama hanya bisa dinikmati secara
konvensional bisa dinikmati dengan cara syariah, yang tentunya mendapatkan
kedamaian dalam hati, dan juga yang tidak kalah penting adalah memenuhi
ketentuan syariah. Musharakah mutanagisah merupakan bentuk kerjasama antara
dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Dimana kerjasama
ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain
bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme
pembayaran atas hak kepemilikan yang lain. Mekanisme kerjasama dalam akad
musharakah mutanaqisah pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat ini melalui
beberapa tahapan.

Terdapat lima tahapan dalam mekanisme pembiayaan KPR iB Muamalat,
yaitu: tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan analisis, tahapan keputusan, tahapan
realisasi pembiayaan , dan tahapan perpindahan kepemilikan. Pada tahapan
pengajuan pembiayaan, nasabah terlebih dahulu harus menentukan spesifikasi
hunian yang dikehendaki, lalu diajukannya ke bank muamalat dengan disertai
berkas administrasi yang dipersyaratkan. Persyaratan administrasi pengajuan dibagi
dua yaitu syarat bagi calon nasabah dan syarat administratif untuk pengajuan.
Adapun syarat bagi calon nasabah diantaranya usia minimal 21 tahun dan maksimal
55 tahun, Warga Negara Indonesia, mempunyai penghasilan dan pekerjaa.
Sedangkan persyaratan administratif untuk pengajuan meliputi: mengisi formulir
permohonan pembiayaan untuk individu, foto copy KTP dan Kartu Keluarga, foto

copy NPWP bagi plafon pembiayaan diatas Rp. 100 Juta, foto copy Surat Nikah
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(bagi yang sudah menikah), asli slip gaji dan surat keterangan kerja (bagi
karyawan), foto copy mutasi rekening tabungan atau statemen giro 3 bulan terakhir,
dan laporan keuangan / laporan usaha (bagi wiraswasta dan profesional), serta foto
copy dokumen property yang akan dibeli : SHM/SHGB, IMB, dan denah.’®

Sedangkan pada tahapan analisis, Bank Muamalat akan menganalisa
kemampuan pembiayaan nasabah. Secara garis besar analisa yang dilakukan adalah
analisa kemampuan bayar nasabah (cash ratio) dan coverage jaminan. Jika hasil
analisa nasabah dinyatakan mampu, maka tahapan selanjutnya adalah tahapan
keputusan pembiayaan. Pada tahapan ini bank muamalat dan nasabah akan
menyetujui ketentuan-ketentuan yang harus dipauhi kedua pihak. Ketentuan
pertama mengatur tentang kontribusi modal. Bank Muamalat dan nasabah akan
berkontribusi dalam bentuk modal, dengan jumlah kontribusi modal Bank
Muamalat lebih besar dari nasabah. Dalam hal ini kontribusi modal BMI sebesar
80% dan nasabah Ibu Sofia 20%. Ketentuan kedua Bank Muamalat berjanji untuk
menjual porsi kepemilikannya atas rumah yang menjadi objek shirkah kepada
nasabah secara bertahap, dan nasabah, dan nasabah wajib membelinya dengan cara
diangsur setiap bulan. Ketentuan ketiga nasabah berjanji untuk menempati
(menyewa) rumah dan membayar biaya sewa (ujrah). Kewajiban pemeliharaan
rumah dilakukan oleh nasabah secara penuh. Ketentuan keempat, cicilan dan sewa
yang dibayar nasabah diakumulasikan dalam angsuran dengan menggunakan
metode yield.

Setelah ketentuan disepakati, selanjutnya adalah tahapan realisasi

pembiayaan. Tahapan realisasi pembiayaan ditandai dengan penandatanganan surat

178 Buku Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan (PUPP) KPR iB Muamalat pada Bank
Muamalat Indonesia.
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perjanjian pembiayaan (klausul akad) oleh kedua belah pihak dan realisasi
kontribusi modal shirkah. Terakhir adalah tahapan pemindahan kepemilikan. Pada
tahapan ini dilakukan oleh nasabah dengan melakukan pembayaran angsuran secara
berkala hingga porsi kepemilikan yang dimiliki Bank Muamalat habis. Pada saat
jatuh tempo, Bank Muamalat mengeluarkan surat roya untuk mencabut covernote,
sehingga rumah yang menjadi objek shirkah kepemilikannya menjadi milik penuh
nasabah.

Selain tahapan-tahapan tersebut, hal lain yang perluh diperhatikan adalah
faktor-faktor pembiayaan Kepemilikan Rumah KPR, yaitu peraturan yang berlaku,
syarat administratif, kemampuan pembiayaan dan spesifikasi rumah. Kemampuan
pembiayaan dan peraturan yang berlaku perlu diperhatikan mengingat pembiayaan
KPR termasuk pembiayaan beresiko tinggi. Bank dan nasabah diwajibkan untuk
memberikan informasi dengan sejelas-jelasnya guna meminimalisir permasalahan
dan batalnya akad termasuk kejelasan tentang spesifikasi rumah.

Mekanisme pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad AMusharakah
mutanaqisah beserta tahapan-tahapannya tersebut merupakan bentuk kepatuhan
Bank Muamalat Indonesia terhadap PBI Nomor 13/13/PBI1/2011 Tentang Penilaian
Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).
PBI tersebut menegaskan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha
Syariah (UUS) harus menetapkan tahapan-tahapan untuk menilai Kualitas Aktiva
Produkrif dalam bentuk pembiayaan dengan melakukan penilaian terhadap prospek
usaha nasabah, Kinerja nasabah dan kemampuan membayar nasabah. Selanjutnya
tahapan-tahapan tersebut juga sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 maret 1995 tentang Kewajiban

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum.



152

Panduan yang dibuat sekurang-kurangnya memuat dan mengatur tentang prinsip
kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan
persetujuan kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan
penyelesaian kredit bermasalah. Surat Keputusan Direktur Bl tersebut direspon
oleh BMI dengan membuat buku panduan pembiayaan. Panduan-panduan itu antara
lain berupa Buku Pedoman Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan (PUPP)
Bank Muamalat Indonesia, Kebijakan Umum Pembiayaan Bermasalah (KUPB)
BMI, dan Prosedur Umum Pembiayaan Bermasalah (PUPB) BMI.

Semua buku panduan pembiayaan tersebut menurut peneliti disamping
sebagai bentuk kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia juga sebagai bentuk
kehati-hatian BMI dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga pembiayaan tersebut
betul-betul dapat menyasar nasabah yang memenuhi persyaratan 5C yaitu
Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral.X"®

a. Character yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon
penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan
bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

b. Capacity yaitu penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima
pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan
catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan
pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-
alat, pabrik serta metode kegiatan.

c. Capital yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh

calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara

178 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modern Berdasarkan UU No 10 Tahun 1998, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 1999), 23.
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keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada
komposisi modalnya.

Conditition of Economy yaitu bank syariah harus melihat kondisi ekonomi

yang terjadi di masyarakat secara spesifik, melihat adanya keterkaitan
dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal

tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya

usaha calon penerima pembiayaan.

Collateral yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan.
Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko
kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai
pengganti dari kewajiban.

Berikut tabel kesesuaian mekanisme pembiayaan KPR iB Muamalat pada

akad musharakah mutanaqisah dengan peraturan BI dan OJK:

Tabel 4.2

No Ketentuan Kesesuaian Keterangan

1 Tahapan pengajuan pembiayaan Sesuai PBI No 13/23/PBI1/2011

2 | Tahapan Analisis Sesuai SK Dir BI No
27/162/KEP DIR/1995

3 Tahapan Keputusan Sesuai Standar Produk MMQ
OJK

4 | Tahapan Realisasi Pembiayaan Sesuai Standar Produk MMQ
OJK

5 | Tahapan Perpindahan Kepemilikan | Sesuai Standar Produk MMQ
OJK
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3. Kesesuaian Penerapan Akad Musharakah Mutanagisah Pada Produk
Pembiayaan KPR iB Muamalat dengan Fatwa DSN MUI Nomor 73 Tahun
2008.

Dewan Syariah Nasional, disingkat dengan nama DSN, dibentuk oleh
Majelis Ulama Indonesia dengan tugas mengawasi dan mengarahkan lembaga
lembaga keuangan syariah untuk mendorong penerapan nilai-nilai ajaran Islam
dalam kegiatan perekonomian dan keuangan. DSN diharapkan dapat berperan
secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang
dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.'®°Perkembangan bidang ekonomi
dan keuangan khususnya keuangan syariah, memerlukan sebuah pijakan syariah
islam dalam penerapannya agar tidak melenceng dari garis-garis yang telah
ditentukan oleh syariah. Pijakan syariah dalam bidang keuangan syariah di
Indonesia menjadi otoritas Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini Dewan Syariah
Nasional Majelis Ulama Indonesia yang disingkat dengan DSN-MUI. Ada sekitar
150 lebih Fatwa dalam bidang ekonomi dan keuangan islam yang telah dikeluarkan
DSN-MUI. Salah satu fatwa tersebut adalah Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN
MUI/X1/2008 tentang Musharakah Mutanaqisah, dalam hal ini telah diterapkan
olen Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Utama Mas Mansur Surabaya pada
produk pembiayaan KPR iB Muamalat.

Subtansi dari ketentuan Fatwa DSN-MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008
tentang Musharakah Mutanagisah,(MMQ) terdiri terdiri atas ketentuan umum

yaitu: MMQ adalah kepemilikan aset (barang) atau modal bersama dimana

180 pewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional, (Jakarta: CV. Gaung Persada, 2006), 430-431.
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kepemilikan salah satu sharik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap
oleh sharik lainnya. Sharik adalah mitra yaitu pihak yang melakukan akad
musharakah, selanjutnya hisah adalah porsi modal sharik dalam kekayaan
musharakah yang bersifat musha’, dan musha’ adalah porsi atau bagian sharik
dalam kekayaan musharakah (milik bersama) dari segi nilai dan tidak dapat
ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN-MUI tentang musharakah
mutanagisah adalah boleh dan ketentuan akadnya terdiri atas; '8! satu, akad
musharakah mutanagisah terdiri atas akad shirkah dan akad bai’/jual beli (yang
dilakukan secara paralel), dua, ketentuan mengenai sharik dalam akad musharakah
mutanaqisah adalah: a) Berkewajiban menyertakan harta untuk dijadikan modal
usaha dan kerja berdasarkan kesepakatan dalam akta. b) Berhak memperoleh
keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad, ¢) Menanggung
kerugian sesuai proporsi modal, tiga, dalam akad musharakah mutanaqgisah bank
berjanji untuk menjual seluruh Aisah-nya secara bertahap, dan sharik lain (nasabah)
wajib membelinya, empat, jual beli dilakukan sesuai kesepakatan; dan lima, setelah
selesai seluruh proses jual beli, seluruh Aisah Lembaga Keuangan Syari’ah/LKS
beralih kepada sharik lainnya/nasabah.

Musharakah mutanagisah dalam ketentuan khusus terdiri dari; asetnya
dapat di jjarahkan kepada sharik atau pihak lain. Apabila aset menjadi objek rjarah,
maka sharikinasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah (sewa)
berdasarkan kesepakatan. Selanjutnya keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai
dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan pembagian kerugian

harus berdasarkan porsi modal/kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat mengikuti

181 Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musharakah Mutanagisah
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proporsi modal/kepemilikan sesuai kesepakatan para sharik. Poin berkurangnya
bagian/porsi kepemilikan aset musharakah yang dimiliki sharik/ bank akibat
pembayaran oleh sharikl/ nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad, dan biaya
perolehan aset musharakah mutanagisah menjadi beban bersama, sedangkan biaya
peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.*8?

Melalui penelusuran dokumen akad musharakah mutanagisah ditemukan
bahwa yang menyewa aset musharakah mutanaqisah tersebut adalah nasabah
sendiri, yang bernama Ibu Sofia yang mengajukan permohonan pembiayaan untuk
pembelian sebuah rumah di desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
Nasabah yang bernama Ibu Sofia, sebagai pihak kedua melakukan perjanjian
dengan PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur
sebagai pihak kedua. Perjanjian/akad ini dilakukan sebagai salah satu pengikat
bahwasanya Bu Sofia tidak bisa membatalkan akad secara sepihak, karena dalam
akad musharakah mutanagisah terdapat porsi kepemilikan PT. Bank Muamalat
Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur. Efek dari akad tersebut adalah
pembagian porsi bagi hasil (nisbah) antara Bu Sofia dengan PT. Bank Muamalat
Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur yang disesuaikan dengan porsi
bagi hasil masing-masing yang telah disepakati.

Pelaksanaan akad musharakah mutanaqisah tersebut, yang menjadi
‘Agidain adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas
Mansur sebagai pihak pertama dan nasabah Ibu Sofia sebagai pihak kedua. Dalam
konteks ini kedua belah pihak melakukan akad untuk membeli sebuah bangunan
(sebagai ma’qud alaih), dengan tujuan untuk dijadikan rumah tinggal (sebagai

maudh() oleh pihak pertama. Keinginan nasabah dalam hal ini adalah pihak

182 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/1V/2000 tentang ljarah
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pertama dijelaskan kepada pihak kedua dengan ucapan dan direalisasikan dalam
sebuah klausul akad Surat Permohonan Pembelian Barang (SP3B) dengan akad
musharakah mutanagisah.

Dengan demikian, apabila merujuk pada rukun akad yang telah dijelaskan
dalam bab sebelumnya, akad yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia
Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur sebagai pihak pertama dan nasabah sebagai
pihak kedua, sah untuk dilakukan secara lebih lanjut, yaitu proses pengikatan,
pencairan dana, dan pembiayaan sesuai dengan persetujuan pihak komite
pembiayaan PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur
dalam bentuk Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3), dan selaras dengan
pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya Figh al-Islam wa Adillatuh tentang
rukun akad yang terdiri dari tiga bagian, yaitu ‘ Agid, ma’qud alaih, dan shigat,
sementara itu menurut ulama kontemporer rukun akad terdiri dari ‘agidain, ma’qud
alaih, shigat, dan maudha.

Terpenuhinya rukun akad musharakah mutanagisah sebagaimana tersebut
diatas, selanjutnya dilihat juga syarat-syarat yang diajukan oleh PT. Bank
Muamalat Indonesia kepada nasabah yang ditinjau dari syarat pembentukan sahnya
sebuah akad, yaitu syarat nafad, dan luzum.

Syarat nafadz, yaitu syarat-syarat terbentuknya sebuah akad tersebut, yang
terdiri dari tamyiz, ‘aqgidain, persesuaian ijab dan gabul, kesatuan majelis akad,
objek akad dapat diserahkan, objek tertentu atau dapat ditentukan, objek akad dapat
ditransaksikan, dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara’.

Syarat Tamyizsudah terpenuhi, karna ada nasabah dan PT. Bank Muamalat
Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur yang diwakili oleh Kepala

Cabang, serta penjual (Developer) . Pihak-pihak tersebut melakukan akad
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musharakah mutaanaqisah di hadapan notaris dalam satu majelis untuk pembelian
sebuah bangunan untuk penggunaan rumah hunian, menunjukan pelaksanaan akad
tersebut sah ditinjau dari syarat-syarat pembentukan akad.

Syarat pembentukan akad tercantum pada pasal 2 dalam akad musharakah
dijelaskan bahwa objek yang dibeli oleh nasabah adalah sebidang tanah seluas 96
m2 beserta bangunan yang berdiri diatasnya, terletak di desa Kwangsan, Kecamatan
Sedati, Kabupaten Sidoarjo. Ini menunjukan akad tersebut sah, karena objek akad
yang dimaksud tidak mengandung hal-hal yang menyebabkan cacat akad seperti
jahalah (ketidak jelasan barang), gharar dan lain-lain. Menurut Wahbah Al-Zuhaili
syarat berlakunya sebuah akad terdiri dari syarat kepemilikan (al-milk) dan
kewenangan yang bersifat syar’i (al-wilayah). Dalam hal ini PT. Bank Muamalat
Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur mensyaratkan adanya bukti
kepemilikan yang berupa SHM (Surat Hak Milik). Persyaratan pembelian asset
berupa tanah/bangunan, dapat dipenuhi nasabah dengan bukti kepemilikan berupa
Hak Milik (HM).

Terpenuhinya persyaratan nafad, dikuti dengan persyaratan /uzum, yaitu
diikatnya nasabah dengan janji untuk membeli porsi kepemilikan bank oleh PT.
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur, yang telah
tuangkan dan dijelaskan dalam Ketentuan Akad Fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSN-
MUI/1X/2008 mengenai Musharakah Mutanagisah, bahwa akad musharakah
mutanagqisah terdiri dari akad shirkah dan bay’. Akad shirkah digunakan dalam hal
kerjasama modal yang disertakan masing masing pihak, yaitu Bank Muamalat
Indonesia Surabaya Mas Mansur dengan nasabah guna pemilikan rumah. Adapun
porsi penyertaan modal masing-masing Yyaitu: nasabah menyertakan modal

pembelian rumah sebesar Rp. 62.500.000, atau setara dengan 20% dan PT. Bank



159

Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur menyertakan modal
pembelian rumah sebesar Rp. 250.000.000, atau setara dengan 80%. Efek dari akad
tersebut adalah pembagian keuntungan dan kerugian (Profit and Loss Sharing)
antara nasabah dengan PT.Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas
Mansur berdasarkan porsi masing-masing pihak yang disesuaikan dengan hasil
pada saat yang ditentukan. Hasil keuntungan berbentuk nisbah besar kecilnya
ditentukan jumlah proporsi modal musharakah masing-masing pihak. Dan nisbah
tersebut dari waktu kewaktu akan berubah sesuai dengan jumlah porsi kepemilikan
masing masing pihak terhadap objek pembiayaan, sebagaimana ditentukan di dalam
angsuran/cicilan pembelian porsi kepemilikan bank.

Angsuran pembelian porsi kepemilikan bank oleh nasabah dilakukan
melalui nisbah bagi hasil bagian nasabah atas pemanfaatan objek pembiayaan
dengan akad sewa atau ijarah. Iljarah diperlukan oleh bank muamalat agar ada
pendapatan yang bisa langsung diterima oleh bank muamalat. Hasil sewa yang
menjadi bagian BMI menjadi hak BMI, bagian dari sewa nasabah dikembalikan
lagi ke BMI sebagai bagian dari pembelian porsi kepemilikan BMI secara bertahap.
Sehingga penerapan akad musharakah mutanaqisah pada produk pembiayaan KPR
iB Muamalat juga tunduk kepada fatwa DSN-MUI tentang ijarah.

Paparan tersebut diperkuat dengan Frequently Asked Questions (FAQ)
Surat Edaran Nomor 14/33/Dpbs Tanggal 27 November 2012 Perihal Penerapan
Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Dan Pembiayaan Kendaraan
Bermotor Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, sebagaimana uraian
FAQ dibawah ini:

Q : Bagaimana pengaturan penyertaan (sharing) dan uang jaminan (deposit) KPR

iB?
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Penyertaan (sharing) BUS atau UUS dalam rangka kepemilikan rumah
diberlakukan terhadap KPR iB dengan skema Musharakah Mutanaqisah
(MMQ). Penyertaan (sharing) BUS atau UUS ditetapkan paling tinggi
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga perolehan rumah.

Uang Penyertaan nasabah dalam rangka kepemilikan rumah diberlakukan
terhadap KPR iB dengan akad Musharakah Mutanagisah MMQ, ditetapkan
paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga perolehan rumah.

Perubahan nisbah tersebut akan di evaluasi oleh pihak Bank setiap dua

tahun bila dianggap perlu adanya perubahan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Bank

Muamalat Indonesia yang dituangkan dalam Surat Tanda Terima Obyek Sewa.

Perubahan penentuan porsi nisbah antara bank dan nasabah, dipengaruhi oleh

beberapa hal diantaranya adalah:

1)

2)

3)

4)

Nominal shirkah yang disertaan oleh masing-masing pihak.

Yield (persentasi ekspektasi keuntungan yang diharapkan oleh bank) yang
berlaku pada saat realisasi akad pembiayaan musharakah mutanagisah.
Nilai sewa yang dibayarkan oleh nasabah kepada bank.

Jangka waktu satu tahun (hitungan bulan). Ekspektasi yield dijadikan oleh
Bank Muamalat Indonesia Surabaya Mas Mansur hanya untuk menentukan
perubahan harga sewa, yang biasanya dilakukan dua tahun sekali, dengan
berbagai pertimbangan yang tidak memberatkan nasabah.

Penentuan jumlah persentase yield tersebut disandarkan keterangan dalam

Alguran QS. Lukman: 34 vyaitu: karena pada dasarnya manusia tidak akan

mengetahui apa yang akan terjadi di kemudian hari baik dari segi keuntungan atau

resiko yang akan dihadapi. Dan sejalan dengan pendapat kalangan madzhab
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Hambali dan Hanafi, bahwasanya nisbah bagi hasil di antara partner ditentukan atas
pertimbangan besar kecilnya kontribusi dalam kerjasama tersebut. Dalam skema ini
memungkinkan seseorang mendapatkan porsi bagi hasil lebih besar atau lebih kecil
dari porsi kontribusi dalam permodalan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab
sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa penerapan
pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia dengan akad
musharakah mutanaqisah melalul akad musharakah, bay’dan ijarah dalam
perjanjiannya, sudah sesuai dengan ketentuan akad yang terdapat dalam fatwa DSN
MUI Nomor 73 Tahun 2008 tentang musharakah mutanaqgisah dalam ketentuan
umum, dan ketentuan khusus tentang 7jarah. Ketentuan Fatwa DSN-MUI tersebut
menyatakan bahwa “‘setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh Aisah bank syariah
beralih kepada sharik lainnya (nasabah).”, pernyataan tersebut dapat disimpulkan
bahwa perpindahan kepemilikan porsi (Aisah) bank syariah kepada nasabah dengan
jual beli terjadi setelah nasabah melunasi seluruh angsuran dari penjualan rumah
tersebut, maka diakhir masa sewa objek akad secara otomatis menjadi milik
nasabah sepenuhnya.

Kemudian setelah nasabah melewati akad pengalihan kepemilikan objek
akad dengan akad bay’, maka bank akan mengeluarkan surat Roya Hak
Tanggungan yang ditujukan kepada kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Surat Roya Hak Tanggungan ini berisi pernyataan bahwa nasabah telah melunasi
pembayaran hak tanggungan atas objek akad dari bank. Penyampaian surat Roya
Hak Tanggungan ini dapat disampaikan oleh bank maupun nasabah sendiri kepada
BPN, setelah surat Roya Hak Tanggungan itu dimasukkan ke Badan Pertanahan

Nasional (BPN), maka pihak BPN akan mengeluarkan sertifikat tanah atas nama
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nasabah berdasarkan surat Roya Hak Tanggungan yang dimasukkan ke BPN. Maka
setelah sertifikat tanah itu berada ditangan nasabah secara otomatis hak
kepemilikan atas objek akad berupa tanah dan bangunan berada sepenuhnya
ditangan nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hal tersebut juga selaras dengan Standar Produk Akad Musharakah
Mutanagisah yaitu Standar akad/perjanjian musharakah mutanagisah yang
dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Lembaga Independen yang
mengurusi dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan bank dan non bank, yang
dijadikan pedoman operasional di Perbankan Syariah. Standar produk ini terdiri
dari standar umum, standar pelaksanaan, standar manajemen risiko, standar
manajemen sistem informasi, standar quality control, standar perlindungan
nasabah, standar akuntansi dan pembukuan, ketentuan kerjasama dengan developer,
dan standar perjanjian musharakah mutanaqgisah. Berkaitan dengan standar akad/
perjanjian musharakah mutanaqgisah, ditetapkan klausul-klausul yang harus ada
dalam akad/perjanjian musharakah mutanagisah.*®®Diantara klausul tersebut
terdapat kalusul Ruang Lingkup, yang menjelaskan pokok-pokok klausul standar
minimal dalam kontrak (perjanjian) yang harus tertera dalam setiap kontrak
(perjanjian) pembiayaan musharakah mutanagisah (MMQ) pada BUS/UUS/BPRS.
Perjanjian atau akad dalam praktik perbankan syariah merupakan hal yang esensial.
Perjanjian atau akad yang telah disepakati akan melahirkan hak dan kewajiban
masing-masing pihak. Dalam standar minimal kontrak perjanjian musharakah
mutanaqisahini hanya akan memberikan standar dan ketentuan yang bersifat umum

dalam produk pembiayaan musharakah mutanaqgisah. Para pihak yang melakukan

183 Otoritas JasaKeuangan (OJK), Standar Produk Perbankan Syariah Musyarakah dan
Musyarakah Mutanagishah (Jakarta: OJK Press, 2016), 196-212.
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perjanjian yaitu pihak BUS/UUS/BPRS dan pihak Nasabah tidak kehilangan

kebebasan dalam pembuatan kontrak perjanjian yang tidak bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah sesuai dengan asas kebebasan

berkontrak.

Bentuk kesesuaian penerapan akad musharakah mutanagisah pada

pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia dengan fatwa DSN

MUI Nomor 73 Tahun 2008 dan Standar Produk Akad Musharakah Mutanaqisah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara garis besar dapat penulis simpulkan dalam

tabel 4.3 berikut ini:

Nasional nomor
73/DSN-
MUI/X1/2008
Tentang
Musyarakah

Mutanaqgisah

modal. Pasal 3, ayat 1,2, dan 3

Tabel 4.3
Peraturan Ketentuan Bentuk Kepatuhan
Fatwa Dewan |1. Kewajiban nasabah dan bank | Pencantuman ketentuan
Syariah untuk memberikan kontribusi | dalam akad musyarakah

mutanaqgisah pasal 2, ayat

1,2, dan 3
2. Kewajiban bagi nasabah untuk | Pencantuman ketentuan
membeli porsi kepemilikan | dalam akad musyarakah

bank, pasal 5

mutanagqgisah pasal 3

. Kewajiban bagi nasabah dan

bank untuk saling berbagi

kerugian, pasal 6 ayat 3

Pencantuman ketentuan

dalam akad musyarakah

mutanaqisah pasal 6 ayat 3
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4. Kewajiban membagi
keuntungan atas ujroh yang
disepakati bersama antara

bank dan nasabah pasal 7

Pencantuman  ketentuan
dalam akad musyarakah

mutanagisah pasal 7

Peraturan

Ketentuan

Bentuk Kepatuhan

Standar Produk
Musyarakah
Mutanagisah
Otoritas  Jasa

Keuangan

1. Standar Perjanjian

Pokok — pokok klausul
standar minimal tertera
dalam pasal 1, ayat 1 dan 2

2. Standar hak dan kewajiban

Dicantumkan dalam akad
MMQ pasal 3

3. Standar pembagian ujrah

Dicantumkan dalam akad
MMQ pasal 7




BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Merujuk pada paparan, analisa dan temuan data pada bab sebelumnya, maka
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model Hybrid Contract Dalam Akad Musharakah Mutanaqisah Pada Produk
Pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Tbk Kantor
Cabang Utama Surabaya Mas Mansur.

Hybrid contract menjadi pro dan kontra dikalangan ulama tentang
keabsahannya, ada yang membolehkan namun ada juga yang melarang. Bagi yang
membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak
diharamkan selama ada dalil hukum yang mengharamkannya. hybrid contract
merupakan jalan keluar dan kemudahan yang diperbolehkan dan disyariatkan
selama mengandung manfaat dan tidak dilarang agama. Karena hukum asalnya
adalah sahnya syarat untuk semua akad selama tidak bertentangan dengan agama
dan bermanfaat bagi manusia. Ulama yang mengharamkan hybrid contract
beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah dilarang kecuali ditunjukkan boleh
oleh agama. Kalangan ini berpendapat bahwa islam sudah sempurna, sudah
dijelaskan apa yang diperlukan oleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak
disebutkan dalam nas agama berarti membuat ketentuan sendiri yang tidak ada
dasarnya dalam agama, dan perbuatan ini dianggap perbuatan yang melampaui
batas agama. Mayoritas Ulama membolehkan praktek hybrid contract dengan
batasan-batasan yaitu hybrid contract yang jelas-jelas terlarang oleh nas agama,
yang dijadikan sebagai Ailah riba dan mengandung unsur riba, serta hybrid contract

yang akibat hukumnya saling berlawanan.
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Diantara hybird contract yang diperbolehkan sebagai bentuk inovasi akad
adalah musharakah mutanaqgisah yang diterapkan pada produk pembiayaan KPR iB
Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surabaya Mas Mansur, terdiri dari gabungan tiga
akad, diawali dengan akad shirkah, yaitu shirkah inan. Akad shirkah dilakukan
antara bank muamalat dan nasabah dalam rangka pembelian property rumah dengan
menyetor kontribusi atau porsi modal sesuai kesepakatan bersama. Akad kedua
berupa akad ijarah, akad ljarah diperlukan karna BMI menginginkan pendapatan
yang bisa diterima langsung setiap bulan, terdiri dari pembayaran ujrah kepada
bank muamalat setiap bulannya sebesar nisbah bank dan pembelian porsi
kepemilikan bank oleh nasabah. Porsi kepemilikan bank akan terus menurun sesuai
dengan bertambahnya porsi kepemilikan nasabah atas rumah tersebut. Mekanisme
pembayaran angsuran tersebut, menjadikan akad bay’ dilaksanakan guna penjualan
hisah bank muamalat secara bertahap kepada nasabah. Jual beli dilaksanakan
sesuai dengan kesepakatan yaitu bank muamalat berjanji kepada nasabah untuk
menjual secara bertahap porsi kepemilikannnya atas objek musharakah. Nasabah
membayar cicilan setiap bulan kepada bank muamalat sebagai bentuk pengalihan
kepemilikan dari bank muamalat kepada nasabah. Cicilan tersebut dilakukan terus
menerus setiap bulan oleh nasabah, sehingga porsi kepemilikan bank muamalat
semakin lama semakin berkurang

Kombinasi tiga akad pada musharakah mutanagisah tersebut, termasuk
dalam hybrid contract model al-uqud al-murakkabah al-mukhtalitah (akad
tercampur), yang memunculkan nama baru yaitu musharakah mutanagisah. Terdiri
dari tiga akad yang tercampur menjadi satu akad dan berbeda hukum atas satu objek
(al- ‘uqud al-mukhtalitah) yang pelaksanaan masing masing akadnya bergantung

pada kesempurnaan akad lainnya, dalam artian akad kedua dan ketiga merepon



167

akad pertama, yaitu akad 7jarah dan jual beli bergantung pada proses kesempurnaan
akad shirkah. Apabila akad shirkah telah sempurna, maka akad 7jarah dan jual beli
baru bisa dilaksanakan dan merupakan respon atas kesempurnaan akad pertama
(shirkah).

Model hybrid contract dalam penelitian ini sependapat dengan teori nya
Nazih Hammad tentang hybrid contract yaitu kesepakatan dua pihak untuk
melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih, sehingga semua
akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, dan semua hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang
tidak dapat dipisah-pisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad. Namun
dalam hal ini ada perbedaan istilah antara Nazih dan penulis, jika Nazih
menggunakan istilah  al-‘uqud  al-murakkabah  al-mujtami’ah, penulis
menggunakan istilah al-‘uqud al-murakkabah al-mukhtalitah. Istilah ini
memperkuat pendapatnya agustianto yaitu model hybrid contract a/-mukhtalitah
(akad tercampur) antara shirkah ‘inan, bay’, dan ijarah yang memunculkan nama

baru musharakah mutanagqisah.

2. Penerapan Akad Musharakah Mutanagisah Pada Produk Pembiayaan KPR iB
Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Surabaya Mas Mansur.

Penerapan akad musharakah mutanagisah dalam produk pembiayaan KPR

iB Muamalat di Bank Muamalat Indonesia Cabang Surabaya Mas Mansur melalui

lima tahapan, yaitu: tahapan pengajuan pembiayaan, tahapan analisis, tahapan

keputusan, tahapan realisasi pembiayaan , dan tahapan perpindahan kepemilikan.

Pada tahapan pengajuan pembiayaan, nasabah terlebih dahulu harus menentukan

spesifikasi hunian yang dikehendaki, lalu diajukannya ke bank muamalat dengan
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disertai berkas administrasi yang dipersyaratkan. Sedangkan pada tahapan analisis,
Bank Muamalat akan menganalisa kemampuan pembiayaan nasabah. Secara garis
besar analisa yang dilakukan adalah analisa kemampuan bayar nasabah (cash ratio)
dan coverage jaminan. Jika hasil analisa nasabah dinyatakan mampu, maka tahapan
selanjutnya adalah tahapan keputusan pembiayaan. Pada tahapan ini bank
muamalat dan nasabah akan menyetujui ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi
kedua pihak. Ketentuan tersebut menyangkut tentang kontribusi modal antara Bank
Muamalat dan nasabah, adanya janji dari BMI untuk menjual porsi kepemilikannya
atas rumah yang menjadi objek shirkah kepada nasabah secara bertahap, dan
nasabah wajib membelinya dengan cara diangsur setiap bulan. Lalu nasabah
berjanji untuk menempati (menyewa) rumah dan membayar biaya sewa (ujrah),
dan kewajiban pemeliharaan rumah dilakukan oleh nasabah secara penuh.
Ketentuan selanjutnya cicilan dan sewa yang dibayar nasabah diakumulasikan
dalam angsuran dengan menggunakan metode yield.

Setelah ketentuan disepakati, selanjutnya ada tahapan realisasi pembiayaan.
Tahapan realisasi pembiayaan ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian
pembiayaan (klausul akad) oleh kedua belah pihak dan realisasi kontribusi modal
shirkah. Terakhir adalah tahapan pemindahan kepemilikan. Pada tahapan ini
dilakukan oleh nasabah dengan melakukan pembayaran angsuran secara berkala
hingga porsi kepemilikan yang dimiliki Bank Muamalat habis. Pada saat jatuh
tempo, Bank Muamalat mengeluarkan surat roya untuk mencabut covernote,
sehingga rumah yang menjadi objek shirkah kepemilikannya menjadi milik penuh
nasabah.

Penerapan pembiayaan KPR iB Muamalat dengan akad Musharakah

mutanaqisah beserta tahapan-tahapannya tersebut merupakan bentuk kepatuhan
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Bank Muamalat Indonesia terhadap PBI Nomor 13/13/PBI1/2011 Tentang Penilaian
Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS),
dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31
maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan
Perkreditan Bank bagi Bank Umum. Melalui penyusunan buku panduan
pembiayaan berupa Buku Pedoman Prosedur Umum Pelaksanaan Pembiayaan
(PUPP) Bank Muamalat Indonesia, Kebijakan Umum Pembiayaan Bermasalah
(KUPB) BMI, dan Prosedur Umum Pembiayaan Bermasalah (PUPB) BMI.

Bentuk kepatuhan BMI terhadap peraturan Bl dalam penerapan
pembiayaan KPR 1B Muamalat melalui tahapan-tahapannya tersebut, dengan
menggunakan akad musharakah mutanaqgisah yang terdiri dari akad gabungan
shirkah, bay’'dan ijarah dalam perjanjiannya, juga sesuai dengan ketentuan akad
yang terdapat dalam fatwa DSN MUI Nomor 73 Tahun 2008 tentang musharakah
mutanaqisah dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus. ketentuan umum yaitu:
MMQ adalah kepemilikan aset (barang) atau modal bersama dimana kepemilikan
salah satu sharik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh sharik
lainnya. Sharik adalah mitra yaitu pihak yang melakukan akad musharakah,
selanjutnya hisah adalah porsi modal sharik dalam kekayaan musharakah yang
bersifat musha’, dan musha adalah porsi atau bagian sharik dalam kekayaan
musharakah (milik bersama) dari segi nilai dan tidak dapat ditentukan batas-
batasnya secara fisik.

Adapun ketentuan khusus terdiri dari; asetnya dapat di ijarah kan kepada
sharik atau pihak lain. Apabila aset menjadi objek 7jarah, maka sharik/nasabah
dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah (sewa) berdasarkan kesepakatan.

Selanjutnya keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah
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disepakati dalam akad, sedangkan pembagian kerugian harus berdasarkan porsi
modal/kepemilikan. ~ Nisbah  keuntungan  dapat = mengikuti  proporsi
modal/kepemilikan sesuai kesepakatan para sharik. Poin berkurangnya bagian/porsi
kepemilikan aset musharakah yang dimiliki sharik/ bank akibat pembayaran oleh
sharikl nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad, dan biaya perolehan aset
musharakah mutanaqisah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan
kepemilikan menjadi beban pembeli.

Dari ketentuan umum dan Khusus tersebut, apabila merujuk pada rukun
akad, maka apa yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Surabaya Mas Mansur sebagai pihak pertama dan nasabah sebagai pihak kedua
adalah sah. Selanjutnya dilihat dari syarat-syarat yang diajukan oleh PT. Bank
Muamalat Indonesia kepada nasabah yang ditinjau dari syarat pembentukan sahnya
sebuah akad, juga sudah sesuai dengan syarat nafad, dan [uzum. yaitu diikatnya
nasabah dengan janji untuk membeli porsi kepemilikan bank oleh PT. Bank
Muamalat Indonesia Kantor Cabang Surabaya Mas Mansur.

Ketentuan umum dan khusus dalam fatwa DSN MUI Nomor 73 Tahun 2008
tentang musharakah mutanagisah, juga selaras dengan Standar Produk Akad
Musharakah Mutanagisah yaitu Standar akad/perjanjian musharakah mutanagisah
dengan klausul-klausul nya, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
yaitu Lembaga Independen yang mengurusi dan mengawasi lembaga-lembaga
keuangan bank dan non bank, yang dijadikan pedoman operasional di Perbankan

Syariah.

B. Implikasi Teoritik
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Penelitian dengan fokus penerapan hybrid contract berupa musharakah
mutanaqgisah pada produk pembiayaan KPR iB Muamalat di Bank Muamalat
Indonesia Cabang Surabaya Mas Mansur, menemukan model baru hybrid contract
berupa Al-‘uqiid al- murakkabah al- mukhtalitah, dengan nama baru juga yaitu
musharakah mutanaqgisah. Temuan ini sependapat dengan teorinya agustianto,
namun penulis sedikit berbeda dalam penamaan akadnya. Perbedaan ini yang
menjadi penemuan dalam penelitian disertasi ini. Penamaan yang agustianto
cetuskan adalah musharakah mutanaqisah tapi penulis memberi nama musharakah
mugayyadah (kerjasama terikat), karena dalam akad ini terdapat keterikatan yang
disepakati oleh bank dan nasabah yaitu: Pertama, kesepakatan untuk membeli
barang modal milik bank oleh nasabah yang dilakukan secara berangsur (baca:
musharakah muqayyadah bi al- bay’). Kedua, kesepakatan untuk melakukan
prestasi tertentu, dalam hal ini adalah akad 7jarah yang dilakukan oleh bank dan
nasabah karena harta yang dijadikan modal dalam shirkah harus menghasilkan
keuntungan (baca: musharakah muqgayyadah bi al- ijarah). Ketiga, kesepakatan
untuk memindahkan kepemilikan modal dari bank kepada nasabah karena
pembelian dan/atau pembayaran secara berangsur (baca: musharakah mugayyadah
muntahiyyah bi al- tamlik).

Penamaan baru hybrid contract model Al-‘ugiid al- murakkabah al-
mukhtalitah pada produk KPR iB Muamalat merupakan implementasi dari
kebebasan berkontrak para pihak guna menyesuaikan dengan keadaan dan
kebutuhan serta tujuan masing-masing dalam ber-mu’amalah. Kebebasan
berkontrak dalam asas-asas perjanjian islam disebut dengan mabda’ al-hurriyah al-

ta’aqqud, yaitu kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan
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berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan
ketertiban umum.

Kebebasan membuat perjanjian hybrid contract model Al-‘ugiid al-
murakkabah al- mukhtalitah pada produk KPR iB Muamalat ini memperkuat teori
nya nazih hammad tentang tawatu’, yang berasal dari huruf waw, fo’dan hamzah,
yaitu suatu kalimat yang menunjukkan pada mempersiapkan sesuatu dan
memudahkannya. Tawatu’ adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal yang
dilakukan oleh seseorang kepada orang lain. Sementara dalam terminologi figih,
Nazih Hammad mendefinisikan tawatu dalam hybrid contract sebagai suatu
kesepakatan yang dikehendaki oleh dua pihak atas beberapa akad dan janji yang
menyertainya sebagai satu kesatuan transaksi yang tidak terpisahkan, dengan tujuan
melaksanakan apa yang mereka kehendaki sesuai.

Dengan teori tawattu’, bank syariah dapat melakukan inovasi-inovasi
produk dengan akad-akad yang tidak melanggar syariah dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku. Jika dalam penerapannya ditemui ketidak sesuaian antara
teori dan praktek, bisa dilakukan kesepakatan tambahan yang tidak melenceng dari
ketentuan yang ada. Tawattu’ diharapkan juga dapat menjadi sebuah pemahaman
teori dalam melakukan kontrak. Dalam teori ekonomi, hukum kontrak yang biasa
disebut akad dalam industri keuangan syariah, merupakan sebuah pijakan yang
sangat penting dalam mengatur pertukaran ekonomi pasar. Sebagian besar hukum
kontrak menampakkan sikap konsisten dengan efisiensi ekonomi. Pertemuan
hukum dengan ekonomi ini menemukan paradigma bahwa kontrak secara umum
haruslah efisien bagi pihak pelaku bisnis. Dampak dari paradigma tersebut
menimbulkan doktrin perizinan bagi para pihak untuk menulis kontrak mereka

sendiri dalam keadaan normal. Kontrak dan hukum bagi teori ekonomi juga
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dirancang untuk meminimalkan masalah oportunisme. Perilaku oportunisme
berubah menjadi posisi yang membahayakan ketika muncul dua pihak yang setuju
terkait sesuatu namun terdapat potensi kontrak yang menguntungkan satu pihak
dalam keberjalanan kontrak nantinya, sehingga pihak yang lain seperti
dimanfaatkan dengan tidak sadar, maka doktrin untuk mengurangi efek kerugian
ini pula yang harus masuk dalam pembahasaan yang mudah dipahami sebagai
efisien.

Teori ini berimplikasi juga dalam memperkuat konsep Standar Produk
Musharakah mutanagisah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Dalam Standar perjanjian pada klausul ruang lingkup disebutkan pokok-pokok
klausul standar minimal dalam kontrak (perjanjian) yang harus tertera dalam setiap
kontrak (perjanjian) pembiayaan MMQ pada BUS/UUS/BPRS. Perjanjian atau
akad dalam praktik perbankan syariah merupakan hal yang esensial. Perjanjian atau
akad yang telah disepakati akan melahirkan hak dan kewajiban masing-masing
pihak. Standar minimal kontrak perjanjian MMQ ini hanya akan memberikan
standar dan ketentuan yang bersifat umum dalam produk pembiayaan MMQ. Para
pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak BUS/UUS/BPRS dan pihak Nasabah
tidak kehilangan kebebasan dalam pembuatan kontrak perjanjian yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah sesuai
dengan asas kebebasan berkontrak (al hurriyah).

C. Keterbatasan Studi

Penelitian ini hanya menganalisis model hybrid contract dalam akad

musharakah mutanagisah pada pembiayaan Kepemilikan Rumah KPR iB

Muamalat. Penelitian lain bisa mengembangkan model hybrid contract lainnya,
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seperti murabahah bi al-wakalah, ijarah muntahiya bi al-tamlik, wakalah wa al-
ijarah, rahn wa al-ijarah, ijarah mausufah bi al dhimmah, dan lain-lainnya.
Penelitian ini hanya memberikan konsep tawattu’ yaitu kesepakatan para
pihak dalam penerapan akad musharakah mutanaqgisah pada pembiayaan
Kepemilikan Rumah (KPR), sebagai sebuah pijakan teoritis solutif bagi bank
syariah dapat melakukan inovasi-inovasi produk dengan akad-akad yang tidak
melanggar syariah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Penelitian ini tidak sampai pada penggalian data yang mendalam tentang
produk pembiayaan Kepemilikan Rumah KPR di bank syariah dengan model
hybrid contract lainnya seperti tersebut diatas. Oleh sebab itu, diharapkan
penelitian lain dapat mempertajam pembahasan penelitian mengenai penerapan
produk pembiayaan Kepemilikan Rumah atau produk-produk lainnya di bank
syariah dengan model hybrid contract lainnya.
D. Rekomendasi

1. Pihak bank muamalat indonesia seharusnya membei ruang yang cukup bagi
nasabah KPR iB Muamalat untuk membaca dan memahami klausul-klausul
akad MMQ sebelum ditanda tangani, dan bila perlu memberi pemahaman
terlebih dahulu kepada nasabah akan maksud dari klausul akad tersebut.

2. Diharapkan ada penelitian lanjutan tentang penerapan shariah compliane
pada produk-produk perbankan syariah lainya yang menggunakan hybrid
contract, guna menjamin kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah
dan hukum positif di Indonesia.

3. Pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi dan keuangan shariah,
diharapkan dapat mensosialisasikan konsep tawattu’ dalam penelitian ini

agar muncul ragam hybrid contract lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh
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industri keuangan syariah, sebagai solusi inovasi produk industri ekonomi
dan keuangan syariah yang adaptif dengan perkembangan industri dan

bisnis kontemporer.
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